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ABSTRACT

The ulayat rights of indigenous peoples as a formmethod of land ownership by legal

institutions are widely available in the archipelagnd even constitute the largest number of
land areas in Indonesia. The customary land ofgembus peoples is a form of customary
community legal area whose ownership is controtetlectively by a group of tribes who

inhabit a certain area led by a traditional leagletuaka. However, what makes the difference
between ulayat land and village land is that uldgmadt is land controlled by certain customary
law communities and it contains ulayat rights, whilllage land is one of the lands which is the

right of the village as a whole.

Keyword: Customary Rights, Village Land, Customary Land and Land Law

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan sehari hari merupakadamontuk tetap surviva meneruskan
keturunan, kebutuhan akan tanah tidak hanya teyloaiam kehidupan tetapi juga manusia yang
sudah mati saja masih membutuhkan tanah untuk tedmp@akamkan. Sementara keberadaan

luas tanah tetap saja jumlahnya. Keberadaan tamalalnya terbatas sedang orang yang
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berkeinginan untuk memiliki tanah semakin bertambdah hari ke hari. Kondisi yang tidak
seimbang antara permintaan akan tanah dengan jymelzlediaan tanah yang tidak seimbang,

merupakan kondisi riil penyebab terjadinya persodi@am hukum pertanahan di Indonesia.

Kondisi hukum pertanahan yang berlaku saat ini dendi undangkannya Undang -
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan PBékdk Agraria (disebut UUPA), yang
mengakui keberadaan hak - hak atas tanah lgdag berlaku diwilayah Indonesia, juga
banyak yang menjadi sumber terjadinya sengketasjianakat. Sehingga sengat tepat apa yang
digambarkan oleh Valerine J.L. Kriekhoff, bahwa Haf&syarakat adat atas tanah menjadi topik
“bak cerita bersambung” yang tidak kunjung tamat skemakin lama semakin “kompleks dalam

ceritanya”.2

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa keduduteamah ulayat (lasim disebut
dengan istilah hak ulayat3) masyarakat adat dalakurh postif (UUPA) yang secara formal
diakui keberadaannya tetapi masih dapat disankdikdmva pengakuan tersebut masih dalam
tataran konsep namun belun dapat diaplikasikannddlentuk nyata. Dan mungkin dapat
dinyatakan bahwa pengakuan yang diberikan oleh fdegehadap keberadaan tanah masyarakat
adat masih dalam taraf pengakuan yang terbatasinHdlapat dilihat dalam pasal 5 UUPA

dinyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia  serta  dengan peraturanperaturan yang
tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu

dengan mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.

1 Hak-hak atas tanah masyarakat adat yang diistila&eagam diberbagai daerah misalnya, pertuanamthiof, penyampeto
Kalimantan, prabumian Jawa, limpo Sulawesi t8eledan lain—lain. Boedi Harsono, noo5, Hukugrakia Indonesia

(Sejarah Pembentukan Undangdang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, dembJakarta, hal. 186. Bandingkan dengan
Ida Nurlinda, bahwa oleh berbagai pakar, hak uldistikandalam berbagai perumusan, namun perunitisamempunyai
berbagai persamaan pemahaman, meski istilah yaeggdinakannya berbeda, tidak selalu dalam istiétubayat, Ida

Nurlinda, noo9, Prinsip— Prinsip Pembaharuan Agrerspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 6

2 Valerine J.L. Kriekhoff, noos, Hukum dan Kemajdw@n Budaya (Sumbangan Karangan Untuk MenyambutWarig Tahun

ke co Prof. Dr T.O. lhroni), Editor E. K. M. Masimbow, Yayasan Obor Indonesia, hal. 1ce.

3 Hak ulayat itu sendiri adalah nama yang diberikgara ahli hukum pada lembaga hukum konkret antara
masyarakatmasyaakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya giesebut tanah ulayat dan merupakan “lebenstraum”
bagi warganya sepanjang masa, Boedi Harsono, Qpa&lin8o
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Semakin jelas bunyi pasal diatas bahwa pengakualadap keberadaan tanah ulayat
masyarakat adat adalah pengakuan yang sifatnyatastbartinya jika hak- hak atas tanah
masyarakat adat bersinggungan dengan kepentingaeripgah maka masyarakat adat tidak
akan diberikan perlindungan yang penuh. Tidak aalgngakuan yang memberikan pengakuan
yang penuh terhadap tanah masyarakat hukum adapehaerintah yang banyak menimbulkan
sengketa pertanahan antara masyarakat dengan &iekad@ngan yang mendapatkan hak atas
tanah dari pemerintah yang berasal dari tanah malgtaulayat hukum adat. Dan jika tanah
ulayat jika dikaitkan dengan tanah desa ( yaitahayang dimiliki oleh pemerintahan desa dan

disertifikatkan atas nama desa). Pada dasarnyh tdagat adalah aset desa. Aset desa itu dapat

palelangan ikan, palelangan hasil pertanian, hotdik desa, mata air milik desa, pemandian
umum, dan asset lainnya milik Desa. Itu sebabnyavhaanah desa dan tanah ulayat sama —
sama merupakan tanah — tanah adat yang menjadimdaiarakat Adat yang terdiri dari hak
ulayat dan hak desa.4 Akan tetapi yang menjadi pdmfantara Tanah Ulyata dengan Tanah
Desa adalah Tanah Uayat merupakan tanah yang dikol@h masyarakt hukum adat tertentu
dan didalamnya terkandung hak ulayat, sedangkaalhlBesa merupakan salah satu tanah yang
merupakan hak desa secara keseluruhan. Maka wapenulis akan mengupas mengenai hak —

hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat yandifikegkan atas nama pemerintah desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat ad#atséierlakunya UUPA ?
2. Apa hak yang didapatkan bagi masyarakat adat taphtchah ulayat yang disertifkatkan

atas nama pemerintah desa ?
Metode Penelitian :

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian hukurardna penelitian ini dilakukan berdasatkan

aturan- aturan hukum yang ditelaah guna menemuiasilari permasalahan isu hukum yang

4 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaandh-ulayat-dengan-tanah-desa-1t59409b28e703e
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dihadapim dalam penelitian hukum ini. Pendekatagang digunakan dalam penyusunan jurnal
ini adalah pendekatan perundang — undangan (stgipeoach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Setelah Berlalunya Undang — Undang Pokok
Agraria.

- Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam UUPA

Hukum tanah yang berlaku bagi masyarakat Indonestara umum adalah hukum tanah
yang masih berpedoman pada hukum adat masisigg suku yang berdiam diseluruh
wilayah nusantara, yang lasim disebut dengan histikek ulayat. Hak ulayat merupakan istilah
yang diperkenalkan dalam kepustakaan hukum ada@adesebutan dan atau nama yang berbeda
dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakarpbaguasaan tertinggi dalam suatu wilayah

hukum adat sebab merupakan tanah bersama wargarnalestyadat tertentu.

Pengertian hak ulayat sendiri tidak ditemukan ddlHoPA, bahkan kata hak ulayat hanya di
kemukakan dalam pasal 3 dinyatakan;

Dengan mengingat ketentdaentuan dalam pasal 1dan 2 pelaksanaan hakfilayat
dan halhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupaggehsesuai dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bsedaatidak boleh bertentangan dengan

undang - undang dan peraturan — peraturan lain ity tinggi.

Pada jaman Kolonial Belanda hukum tanah yang beréalah hukum tanah kolonial
sebagaimana diatur dalam Kitab Undandang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi golongan
Eropa dan hukum Adat bagi golongan Pribumi (Ind@nasli). Kedua hukum yang berlaku dan
mengatur masalah pertanahan mempunyai karakteyatig sangat berbeda. Dimana hukum

tanah kolonial sebagaimana diatur dalam buku Il KBerdata memberikan jaminan dan
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kepastian hukum sebab merupakan hukum yang terilkén pihak hukum adat sebagai hukum
yang tidak tertulis tidak memberikan jaminan dampdstian hukum sebab bukan merupakan
hukum tertulis, sedang hukum adat sebagai hukunyaresat pribumi mengatur bagian terbesar

hukum tanah di Indonesia pada saat itu.

Setelah merdeka hukum tanah yang berlaku masibpakan warisan kolonial, namun
perubahan fundamental terjadi setelah di undangkabtUPA karena terjadi perombakan secara
mendasar hukum tanah yang berlaku. PemberlakuanAW@diag mengatur pertanahan telah
mengganti hukum tanah kolonial menjadi hukum Neaiglang berlaku bagi seluruh golongan
masyarakat, sehingga sesuai dengan jiwa dan kapentirakyat Indonesia. Sebagaimana

dinyatakan Budi Harsono;

Perubahan itu bersifat mendasar dan fundamenteén&abaik mengenai struktur perangkat
hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, unaiginya, yang dinyatakan dalam
bagian berpendapat UUPA harus sesuai dengan kegentrakyat Indonesia serta memenuhi

pula keperluannya menurut permintaan 5.

Sebagaimana diketahui UUPA telah mengakhiri plsmadi perangkat hukum yang
mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukoah tauinggal berlandaskan hukum adat.
Pemilihan hukum adat sebagai dasar pembangunanmha&oah nasional yang baru telah
merombak hukum tanah kolonial menuju hukum tanamgysesuai dengan lembdgabaga
hukum dan kesadaran hukum masyarakat IstBondukum adat sebagai sumber utama,
maka asas, nama dan lembaga hukum adat diangkegasedumber pembentukan UUPA itu
sendiri dan peraturan perundang- undangan laisepagai pelaksana dari UUPA. Sebagai
sumber pelengkap atau sekunder, mana asas namentlaaga menjadi alternative hukum
dalam menyelesaikan persoalan — persoalannpgéida yang terjadi pada masyarakat yang
pengaturannya belum dibuat oleh pemerintah. Sehisgggat tepat penyusunan UUPA yang

merupakan realisasi pelaksanaan UUD 4S pasal 333ydinyatakan:

5 Boedi Harsono, Ibid, hal. 1.
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“Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan gtmy terkandung didalamnya di

kuasai oleh Negara dan dipergunakan sefbesanya kemakmuran rakyat”.

Pengertian bumi sebagaimana disebutkan dalam UUDméBupakan pengertian yang
sangat luas sehingga sudah mencakup dalam pengertgh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4
ayat (1) UPA dinyatakan;

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yiamaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macamacam hak atas pemukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orargg, baik sendiri maupun bersamasama
dengan orang- orang lain serta badan- badamuk

Bunyi pasal diatas telah memberikan pengertian yaag mengenai kata bumi dalam
pasal 33 ayat (3) UUUD 4S, dimana kata bumi terkakalam pengertian tanah yang hanya
meliputi bagian permukaan dari bumi saja yang daphaki oleh masyarakat Indonesia,
sementara bumi dalam arti tubuh bumi dikuasai holenegara untuk digunakan
sebesalsesarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan negara atas tanah yang
bertujuan pemanfaatan untuk kemakmuran masyaradamdhal ini masyarakat adat yang
merupakan komunitas terbayak dari rakyat Indonesiaka suatu kewajaran kalau landasar
hukum penyusunan UUPA berdasar pada prinsip dsagsas dalam hukum adat sebagai

hukum asli bangsa Indonesia.

Mengenai keberadaan Wakk masyarakat hukum adat atas tanah yang lasim disebut
hak ulayat terdapat di seluruh wilayah Indoneslanana bagian terbesar dari hak atas
tanah masih dalam penguasaan masyarakat hukurteaataina didaerdflaecrah yang masih
jauh  dari kota besar (masyarakat desa). Mastnah bagi masyarakat di Indonesia
mempunyai arti penting terutama bagi masyarakatimukdat tanah tidak hanya sebagai aset
yang berharga tetapi juga segaligus dalam kaitéigiug magis, sebab masih berhubungan

dengan rofioh nenek moyang. Hal tersebut sebagai dinyatakan Boedi Harsono;

Bahwa tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai

karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kel ompok yang merupakan
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masyarakat hukum adat, sebagai pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok
tersebut sepanjang masa. Disini tampak sifat religius dan unsur keagamaan dalam hubungan

hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.

Pendapat di atas searah dengan penjelasan umuna dHgkl) UUPA; Dengan
sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai alengesadaran hukum dari pada rakyat
banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagiangariienduk pada hukum adat, maka hukum
agraria yang baru tersebut akan didasarkpola pada ketentudstentuan hukum adat
itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan digdesuaikan dengan kepentingan
masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam gabopa dengan dunia internasional,
serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesiag&ef@na dimaklumi maka hukum adat dalam
pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengarulitikp@lan masyarakat kolonial yang
kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Pengakuan hdlak ulayat masyarakat adat yang merupakan pengejawantahan dari
hak - hak atas jabaran dalam pasal 5 UUPA divkyat

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam
Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan

mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dari bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahva hukum agraria (UUPA)
mengakui keberadaan hak- hak ulayat masyarakabukum adat di Indonesia, sepanjang
keberadaannya masih hidup di masyarakat. Dalam korgks hak menguasai negara atas
tanah, maka kedudukan hak menguasai tersebut terma& hak menguasai berada di atas

hak ulayat masyarakat adat Hal ini seiring dengan pendapat Ida Nurlinda bahw

“‘dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwadarimahtz28), kata menguasai berarti
kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang&akiaias sesuatu. Dengan mengacu pada

ketentuan konstitusi di atas, berarti hak menguasgara meliputi semua tanah, tanpa kecuali.
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Maka, rumusannya adalah bahwa negara memegang adasku atas sumigamber agraria
sebagaimana tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUBA.94

Dalam konsep hak menguasai negara kaitannya dénagramayat masyarakat adat, tidak
berarti bahwa negara menguasai sumbeber daya agraria termasuk hak/hak ulayat
masyarakat adat adalah sekaligus juga sebagaiibesmtdls sumber daya agraria Indonesia.
Melainkan hak menguasai tersebut merupakan peisasiifdari kekuasaan seluruh rakyat
Indonesia yang diserahkan dan dipercayakan kepadmran sebagai menegerial demi
sebesabesarnya kemakmuran rakyat. Sebab konsep penguasaan dengan konsep kepemilikan
sangat jauh berbeda dengan apa yang dibayangkaiuselliberlakunynya UUPA yang

mengacu pada domain negara.

Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat Yang Disetifikatkan Atas Nama
Pemerintah Desa

Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama parganmasyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Sedangkan, hak penguasaan atasmasgarakat hukum adat itu dikenal dengan
Hak Ulayat.

Sementara itu, Tanah Desa adalah tanah yang dikdesatau dimiliki oleh Pemerintah
Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asldaesdau untuk kepentingan sosial. Pada
dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Asetitdedapat berupa tanah kas Desa, tanah
ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahguian Desa, pelelangan ikan, pelelangan
hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air mili&da, pemandian umum, dan aset lainnya milik

Desa.

Tanah Milik Desa atau Tanah Desa dan Tanah denglrUkyat sama-sama merupakan
tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat akkdn tetapi, yang menjadi pembeda antara
Tanah Ulayat dengan Tanah Desa yaitu di atas Tdfafat terdapat Hak Ulayat dan dikuasai
suatu masyarakat hukum adat tertentu. SedangkahTa@sa merupakan salah satu tanah yang

merupakan hak desa secara keseluruhan.
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Menurut Gunanegara dalam bukunya Hukum Pidana mgraogika Hukum Pemberian
Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana (hal.Bght@anah milik adat terdiri dari Hak
Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang rHakaMasyarakat Adat itu terdiri dari:

1. Hak ulayat
a. Hak pertuanan
b. Hak persekutuan

c. Beschikkingrechts

2. Hak desa
a. Tanah Milik Desa
b. Tanah Kas Desa
c. Tanah Bengkok
d. Ambtveld

Tanah dan Hak Ulayat

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikedirdJlayat, Tanah Ulayat diartikan
sebagai tanah bersama para warga masyarakat huatrngeang bersangkutan. Hak penguasaan

atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengatldskit.

Masih bersumber dari artikel yang sama, Hak Ulayatupakan serangkaian wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berfgaioudengan tanah yang terletak dalam
lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahf60 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria ("UUPA”) mengakui adanya Hak UlayBengakuan itu disertai dengan 2 (dua)
syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengetakigamaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA,

Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataanngaimada”.

Dengan demikian, Tanah Ulayat tidak dapat dialinkeemjadi tanah Hak Milik apabila Tanah
Ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada, msadityuktikan dengan adanya masyarakat
hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersamgk8ebaliknya, Tanah Ulayat dapat
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dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanahyataersebut menurut kenyataannya tidak ada

atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tdaygdt’u

Tanah adat sendiri juga didefinisikan sebagai tasaiy dikuasai secara bersama oleh warga
masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengetola dilakukan oleh pemimpin adat
(kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukanldzgk warga masyarakat hukum adat yang

bersangkutan maupun orang luar.

Jadi, hak penguasaan atas tanah oleh masyarakanladat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak
ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewagibatu masyarakat hukum adat, yang
berhubungan dengan tanah yang terletak dalam Inggkuwilayahnya.

Tanah desa

Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam NegeridddnTahun 2016 tentang Pengelolaan

Aset Desa (“Permendagri 1/2016”) menyebutkan bahaveah Desa adalah tanah yang dikuasai
dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagahssd#u sumber pendapatan asli desa dan/atau
untuk kepentingan sosial. Kekayaan milik Desa yaegupa tanah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desdtu artinya tanah milik desa yaitu tanah yang dinipemerintah desa dan

disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa.dés® itu dapat berupa tanah kas
Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, @mmbatahu, bangunan Desa, pelelangan ikan,
pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, naatamilik Desa, pemandian umum, dan aset
lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat samaisierupakan tanah-tanah milik adat
yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah milik adediri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak
Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat tetdiri dari hak ulayat dan hak
desa seperti yang kami sebutkan di afslsan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah
Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat mi@anpanah yang dikuasai oleh masyarakat
hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandungukajat, sedangkan Tanah Desa merupakan

salah satu tanah yang merupakan hak desa secatarkban.
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Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola dan Pemanfaatamanah Ulayat / Tanah Desa.

Dalam artikel Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, IT &itayat didefinisikan oleh Putu Oka
Ngakan et.al dalam buku Dinamika Proses DeserdshlSektor Kehutanan di Sulawesi Selatan
(hal. 13) sebagai tanah yang dikuasai secara barsdeh warga masyarakat hukum adat, di
mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pgminmadat (kepala adat) dan
pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masgtataukum adat yang bersangkutan

maupun orang luar.

Pemanfaatan tanah ulayat juga diatur dalam Perdab&ul16/2008. Pemanfaatan tanah
ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat @dasendiri, untuk kepentingan umum,
dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum danrgegan, serta bisa juga dimanfaatkan

oleh investor.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakiatlaplat dilakukan atas sepengetahuan
dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sdsngan ketentuan tata cara hukum adat
yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk keygamt umum dapat dilakukan dengan cara
penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulagatiabarkan kesepakatan anggota

masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengganuan yang berlaku.

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan bad&anhwdan atau perorangan dapat
dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusalti@en pengelolaan antara penguasa dan
pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adgademadan hukum dan atau perorangan
dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain ydisgpakati berdasarkan masyawarah dan

mufakatkan serta, diketahui oleh pemerintahan meger

Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk kegantinmum dan untuk kepentingan
badan hukum atau perorangan, dapat dilakukan Bebeldan hukum atau perorangan yang
memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasiagk@sesuaian penggunaan tanah dengan

rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setesgsaiai kewenangannya.

Selain itu, investor juga dapat memanfaatkan taoktyat dengan mengikutsertakan

penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan &kastm masyarakat adat yang bersangkutan
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sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengamacamalam waktu yang telah ditentukan
dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat setaralis di hadapan pejabat pembuat akta
tanah/notaris. Bisa dikatakan bahwa pengelolaaahtariayat dilakukan oleh pemimpin adat
(kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkandzegkwarga masyarakat hukum adat yang

bersangkutan maupun orang luar.

PENUTUP
Kesimpulan

Pada prinsipnya hak ulayat masyarakat hukum alddit teendapat tempat yang terhormat dalam
hukum tanah nasional (UUPA), sebab secar limitatteah mendapat pengakuan dan
perlindungan hukum baik dalam UUD 4S maupun daldsiA. Hanya dalam rangka kegiatan
pembangunan yang demikian giatnya kedudukan hajatulmasyarakat adat dewasa ini
sekarhkan semakin termarginalkan. Dengan demikian walaupun secara law in book hak
ulayat masyarakat adat sudah mendapat legalitasima®@ring tersingkir oleh kepentingan

kolompok yang berkerja sama dengan kekuasaan.

Dan dapat disimpulkan pula pada dasarnya tanalatutagrupakan aset desa. Aset desa itu
dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar pesar hewan, tambatan perahu, bangunan
Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertarhatan milik Desa, mata air milik Desa,

pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sierupakan tanah-tanah milik
adat yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah radiat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan
Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adaterdiri dari hak ulayat dan hak
desa seperti yang kami sebutkan di afdean tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah
Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat maaanpanah yang dikuasai oleh masyarakat
hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandungubafat, sedangkan Tanah Desa merupakan
salah satu tanah yang merupakan hak desa secaluriban. Meskipun tanah adat yang

sekalipun sudah disertifikatkan atas nama peméridésa, tetap tidak mengurangi kedudukan
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hak masyarakat adat untuk mengelola tanah ada&btgrsPengelolaan dan pemanfaatan tanah
ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintada dfapat dilakukan atas sepengetahuan dan
seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesugamld®tentuan tata cara hukum adat yang
berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingaom dapat dilakukan dengan cara
penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulagatiabarkan kesepakatan anggota
masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengamtuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah
ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau gegan dapat dilakukan berdasarkan surat
perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara gemgian pemilik berdasarkan kesepakatan
masyarakat adat dengan badan hukum dan atau pgaoraalam jangka waktu tertentu dalam
bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawdesth mufakat di KAN, diketahui oleh
pemerintahan nagari.

Saran

Sebaiknya hak ulayat masyarakat adat yang sudaliapan legalitas baik dalam konstitusi
maupun UUPA, oleh pemerintah diberikan perlindungdemn kepastian hukum dengan
melakukan pendaftaran sehingga tidak dengan muetglisur oleh kepentingan dengan dalih
untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam hal prsstam hak ulayat masyarakat adat
untuk pembangunan kepentingan umum dapat membekighidupan yang lebih baik bagi
masyarakat adat yang hak ulayatnya digunakan dkrigpabelum adanya pembangunan yang
mengunan hak ulayatnya.
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ABSTRACT

Minuta Notary deed is a very important state doauimso in its storage notary is obliged to
maintain and maintain it properly, stipulated in JNJArticle 1 number 13. The storage of
documents minuta notary deed using electronic meakanot been regulated in UUJN, but in
Article 6 of the ITE Law considers the validity ah electronic document, although the proof
according to Article 1866 KUHPer and Article 184hlap does not explain the existence of
electronic evidence, which is a notary deed is @hentic deed in accordance with UUJN
Article 1 number 1. The transition of notary praitscfrom conventional (paper documents)
to electronic documents to protection for notargatethat are prone to damage due to natural
disasters, fires and termites. Electronic storatgp avoids excess storage space, the
protection of electronic documents has been preteby the ITE Law Article 32 Paragraph
(1) and (2) although it has not been regulatedctydy UUJN as a notary guideline in the
manufacture and storage of minuta deeds as a Nptatgcol, this makes it possible for
Notaries to have special containers to store midatals as electronic documents.

Keywords: Notary, Deed, Electronic, Document

PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang kian waktu makin cepat daraksansetiap individu manusia harus
mengikuti perubahan tersebut. Perubahan yang adk tepas dari campur tangan manusia itu
sendiri, yang mau berinovasi demi bertahan hidup denggunakan akal pikirannya dengan
semaksimal mungkin, hal ini dilakukan untuk kematdia bagi setiap umat manusia. Perubahan pola
pikir manusia yang dari tradisional mngandalkanajz#an yang tersedia di alam, kemudian
mempelajarinya dengan seksama, dan bertahap sehinggnusia menemukan suatu ilmu
pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan gpeatemuan baru dalam bidang teknologi. Pada
revolusi industri 1.0 diawali dengan penemuan mesin, kemudian masuk ke revolusi industry 2.0
yang ditandai dengan ditemukannya energi listridjotusi industri 3.0, yaitu ditandai dengan
ditemukannya teknologi digital dan internet dangadat ini sudah masuk pada era revolusi industry
4.0 yang ditandai dengan adanya pemanfaatan ittesehingga memungkinkan untuk membuat
suatu koneksi antar mesin yang berupa elektrordakkdén mesin pun saat ini sudah bias berfikir
sendiri layaknya mahluk hidup, yang dikenal dendatificial Intelligence (Al), yaitu sebuah

kecerdasa buatan yang ditambahkan pada suatu sistem
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Pemerintah berkomitmen untuk membangun industriufisdatiur yang mempunyai daya
saing global melalui percepatan implementasi resiolindustri 4.0. Sebagai aturan dasar
pelaksanaannya, Kementrian Perindustrian mengelogokogram yang bernama Making Indonesia
4.0. Program ini adalah sebagai sebuah roadmaystdategi Indonesia memasuki era digital yang
tengah berjalan yang terintegrasi untuk mengimpigasgkan sejumlah strategi dalam memasulki era
industri 4.0. Hal ini bertujuan untuk menciptakaertpmbuhan ekonomi yang berkelanjutan
(Kemenperin, 2018).

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komensif dari keseluruhan aspek produksi
di industri melalui penggabungan teknologi digdah internet dengan industri konvensional menurut
Angela Merkel (2014). sedangkan menurut Schleclateindikk (2015) revolusi industri 4.0
menekankan definisi kepada unsur kecepatan dagrdestiaan informasi, yaitu sebuah lingkungan
industri di mana seluruh entitasnya selalu terhghden mampu berbagi informasi satu dengan yang
lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan &lagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah
integrasi dariCyber PhysicalSystem(CPS) daninternet of Things and ServicéT dan 10S) ke
dalam proses industri meliputi manufaktur dan lilgiserta proses lainnya.

Pemanfaatan teknolobiternetsebagai sarana yang sangat mumpuni diera revallisstiry
4.0 ini sangat berpengaruh dalam aspek pekerjaansiza seperti penyimpanan data yang dilakukan
secara elektronik menjadikan hal ini menghemat &ngan ruang ketika dilakukan penyimpanan
secara konvensional dan dibarengi dengan resikertsdqebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami,
likuifaksi, dan dimakan serangga rayap. Perkemhbauigaia digitalisasi inilah yang membuat setiap
pekerjaan semakin dimudahkan, penyimpanan dakam bentuk elektronik dapat dilakukan pada
media-media penyimpanaeperti,Google Drive Clouddan lain-lain.

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yahand prakteknya mewajibkan dalam
penyimpanan dokumen-dokumen penting para penghgd#ép, berupa protokol notaril yang
berisikan minuta-minuta akta notaris. Hal ini diadalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris ‘fotdotaris adalah kumpulan dokumen yang
merupakan arsip negara yanv harus disimpan darildipe oleh Notaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”, kemudian Pasal B @Y huruf b UUIN 2014 “membuat Akta
dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebaagiain dari Protokol Notaris”.

Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notarissiring kali dihadapkan dengan
kondisi ruang penyimpanan di kantor notaris yangaias, serta terancam akan musibah bencana
alam dan juga dimakan rayap. Dalam menyikapinyarisoperlu memiliki sebuah media elektronik
penyimpanan yang tidak memiliki resiko-resiko yangmbahayakan minuta-minuta aktanya, yang

dikendalikan penuh oleh lkatan Notaris Indonesibagai satu-satunya Organisasi Notaris dan

! Edison H ManurungPeranan Hukum dan Tantangan Penegak Hukum DalamgMstapi Era Revolusi
Industri 4.Q Fakultas Tehnik, Universitas Mpu Tantular, ValNb. 2, 2019, him. 131
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri 0}.diakses Selasa, 24 November 2020, Pukul 20.22
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diawasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manudengan diberikan keamanan yang kuat

untuk menghindari peretasan oleh pihak-pihak yataktbertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Notaris dalam prakteknya selalu berpedoman padaNUsébagai aturan yang menuntun
notaris dalam membuat akta, penyimpanan minutas@tiagai protokol notaris, dan lain sebagainya.
Terkait penyimpanan minuta akta tersebut sebagesarbnotaris di Indonesia masih menggunakan
sistem konvensional (dokumen kertas), dan menjebluah kebiasaan yang terjadi didalam kantor
notaris. Hal ini juga dikarenakan UUJN belum mengagecara langsung pilihan penyimpanan minuta
akta sebagai protokol notaris, sehingga pilihanypgmanan minuta berupa dokumen elektronik
masih sulit diterapkan, padahal perkembangan tekndiera revolusi industri 4.0 ini sangat dituntut
untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin danksema& mungkin untuk kemudahan dalam
pekerjaan manusia.

Penerapan minuta akta notaris menjadi dokumen relgkt tentulah memiliki suatu
tantangan bagi notaris. Peralihan dari penyimpamémuta akta secara konvensional (dokumen
kertas) ke dokumen elektronik tentunya notaris fiameningkatkan pengetahuan dan kecakapannya
dalam pengoperasian aplikasi-aplikasi media elaktrberbasis internet yang akan menjadi suatu
wadah bagi notaris menyimpan minutanya.

Ketika penyimpanan minuta dalam bentuk elektrorikaris perlu menyiapkan beberapa
aspek penting, yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Penyimpanan minuta akta menjadi sebuah basis data.

Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sab&gmpulan data yang disimpan
secara sistematis di dalam komputer yang dapadtdatiau dimanipulasi menggunakan
perangkat lunak spftwarg program atau aplikasi untuk menghasilkan infoimas
Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi bartipe data, struktur data dan juga
batasan-batasan pada data yang kemudian disitnpan.

b. Adanya perangkat keras yang dibutuhkan untuk mepainasis data tersebut.
Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal yang merpgebagai pendukung
operasi pengolahan dat&lardware ini meliputi memori, terminal dan perangkat
komputer lainny4.

c. Memiliki tim IT support.

IT Support merupakan seorang teknisi yang berparatuk mengevaluasi dan
peningkatan terhadap tiga objek utama teknologigaraan yaitu komputer, software,

dan pengembangan sistem jaringa@hfork systejr

® https://www.termasmedia.com/lainnya/software/68gestian-database.html, diakses Jumat, 27 November
2020, Pukul 23.25
* https://qwords.com/blog/komponen-basis-data/,sbaklumat, 27 November 2020, Pukul 00.00
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Tim IT support memiliki beberapa tanggung jawab tiayas, yaitu :

* Memastikan semua komputer dapat digunakan.

Memastikan semua komputer terhubung pada jaringan.
« Memastikan semua aplikasi dapat digunakan danlaedancar.
« Menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan
* Membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi.
« Memahami dan menguasai dasar — dasar komputer.
« Memahami prinsip kerja dari switch, router dan y&ignya.
* Restore data jika mengalami masalah pada komputer.
« Melakukan pengaturan pabeowser
« Memperbaiki dan menyiapkan komputer yang rusak ndal@aktu sesingkat —
singkatnyé.

Beberapa aspek penting di atas menjadi penunjdagigzelaksanaan penyimpanan minuta
akta notaris kedalam bentuk dokumen elektronik, inggfa kantor notaris ikut mengikuti
perkembangan dalam era revolusi industry 4.0 ini.

1. Penyimpanan minuta akta notaris dalam bentuk dokusiektronik. Minuta akta notaris
merupakan dokumen negara yang harus dijaga deraijammleh notaris sebagai protokol notaris
tertuang dalam Pasal 1 angka 13 UUJN. Kewajibanrmgris dalam penyimpanan minuta akta
tersebut sangat penting dilakukan dengan sangahdtatsehingga notaris harus memiliki
pengamanan yang sangat baik dari berbagai bensikorgang bisa dialami oleh minuta akta
tersebut. Kebakaran, bencana alam dan dimakan magsppakan beberapa bentuk ancaman
yang akan dihadapi notaris dalam penyimpanan dokumnieuta dalam bentuk kertas.

Notaris bertanggung jawab dalam menjaga, dan ménanvaita akta sebagai protokol
notaris, berikut beberapa teori terkait tanggumepja:

a. Teori fautes de service,yaitu teori yang menyataBahwa kerugian terhadap pihak
ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat ydmgsangkutan. Dalam
penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaigata apakah kesalahan yang
dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau Kesmalangan, dimana berat ringannya
suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawady garus ditanggung.

b. Teori fautes personelles, yaitu teori yang menyaiabahwa kerugian terhadap pihak
ketiga dibebankan kepada peja bat yang dikarenakdakan itu telah menimbulkan
kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab njlitkkan pada manusia selaku

pribadi/

® https://www.linovhr.com/tugas-it-support/, diakskesnat, 27 November 2020, Pukul 23.48
6 .
Ibid.
" Ridwan H.R.Hukum Administrasi Negar@T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hif. 36
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Adalah suatu fakta bahwa transaksi konvensional yaenggunakan kertas seakan
telah berubah menjadi bentuk transaksi yang meradgumsistem elektronfkDemikian halnya
yang dialami didalam pelaksanaan kinerja notariggy@ulai dihdapkan dengan perkembangan
zaman, sehingga segala bentuk transaksi yang Hdakuwdengan klayen sudah sering
menggunakan media elektronik, seperti membayar rhammtaris menggunakan metode
pegiriman digital lewat rekening bank. Kemudian ggamaan media internet dalam pendaftaran
badan hukum yang berupa PT, CV dan lain sebagaieymygunaan media teknologi inilah yang
seharusnya dimanfaatkan oleh notaris secara maksieldngga notaris dalam pelaksanaan
jabatannya bisa mengikuti perubahan zaman.

Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi notatig&eninuta akta dijadikan dokumen
elektronik, notaris yang melaksanakan tugas danekamgannya membuat akta berdasarkan
UUJN harus memperhatikan kelebihan dan kekurangéamdpenyimpanan minuta akta secara
elektronik, dengan penyimpanan minuta secara kaiweal (dokumen kertas). Sehubungan
dengan itu, urgensi fungsi dan peran notaris seaie&tronik telah mengemuka pada
Internasional CoongresXXIV dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempabatias dalam
Working GroupuntukThemell (The Notary and Electronic Contragfs

2. Kepastian hukum dalam peralihan protokol Notarisi geenyimpanan secara konvensional
kedalam bentuk elektronik. Notaris membuat aktermtik kemudian dari akta yang dibuat,
notaris menyimpan asli akta dalam bentuk minutapudian salinannya diberikan kepada para
pihak yang berwenang dalam akta tersebut, haldésua dengan Pasal 15 Ayat (1) UUJN
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengeranum perbuatan, perjanjian, dan
penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundsdaigan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatalan dalam Aktaerdik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grass@an dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugasitao dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain oleh undang-undang.” Menurut pendapalipRh M. Hadjon, bahwa wewenang
(bevoegdheid) dinyatakan dalam konsep hukum pddgikaitan dengan kekuasaan hukum atau
diartikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmatk@wenangan notaris dalam membuat akta
autentik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UUJNafidoadalah pejabat umum yang
berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewgaa lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangagnthinnya”. Dalam hal ini wewenang

8 Edmon MakarimNotaris dan Transaksi ElektroniRajawali Pers, Depok, 2018, him. 9

° Ibid, him. 10

1 philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah Bata Yuridika No. 5-6 Tahun XII September -
Desember, Universitas Airlangga, 1997, Surabaya, hl
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diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untllkukan perbuatan dan hubungan hukum
yang diberikan oleh undang - unddhg.

Ketika notaris membuat minuta akta sebagai protaoktdris berdasarkan pada UUJN,
memang belum diatur mengenai penyimpanan minutassgdara elektronik, hal ini juga menjadi
perdebatan dikalangan notaris yang sudah menjdhat,menjadi sebuah kekosongan hukum
bagi notaris yang ingin melakukan digitalisasi ménwaktanya. Pasal 1 angka 13 UUJN
menjelaskan “Protokol Notaris adalah kumpulan dokorgang merupakan arsip negara yang
harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesesmigan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. Disini notaris diwajibkan menjaga minaieta tersebut dengan sebaik-baiknya,
sehingga tidak terjadi suatu musibah yang dapatbabayakan minuta akta itu sendiri.

3. Pembuktian Minuta Akta Dalam Bentuk Elektronik

Perkembangan zaman yang semakin maju, memaksa imdraugs memiliki inovasi
dalam bekerja untuk memperoleh kemudahan dan e siehingga dalam bekerja manusia bisa
meminimalisir kerugian yang dihadapi baik dalam wakalam jangka pendek dan jangka
panjang.

Era revolusi industry 4.0 merupakan bentuk kemajyary dibuat oleh manusia dalam
bentuk penggunaan teknologi internet yang dikemkemderus-menerus secara seksama oleh
manusia. Menjadi suatu keuntungan bagi manusi&kegienggunaan internet ini digunakan
secara bijak dan baik sehingga kemanfaatan intétndapat dirasakan dalam kehidupan sehari-
hari, khususnya dalam dunia pekerjaan professieapkrti notaris.

Terminologi industri 4.0 pertama kali dikenalkarlasha Hannover Fair, Jerman pada
tahun 2011 yang kemudian memperkenalkan istilalusmd 4.0. Pada mulanya terminologi
industri 4.0 adalah nama untuk inisiasi strategnodogi pemerintah Jerman menuju Tahun
2020. Dalam literature review yang dilakukan ol@h peneliti dari Universitas Dortmund,
Jerman (Hermann, Mario Pentek, Tobias Otto dansB&@015) ditemukan beberapa konsep
kunci pada terminologi industri 4.0, yang kemudaenurut mereka konsep tersebut adalah
komponen dari industri 4.0, yaitu: (1) Cyber-phgsisystem (CPS); Internet of Things (IoT);
Internet of Services (10S); dan Smart Factory. Bamponen kunci itulah kemudian Hermann,
dkk mendefinisikan industri 4.0 sebagai berikut:“sefine Industrie 4.0 as follows: Industrie 4.0
is a collective term for technologies and concegtsvalue chain organization. Within the
modular structured Smart Factories of Industrie £BS monitor physical processes, create a
virtual copy of the physical world and make decalized decisions. Over the loT, CPS
communicate and cooperate with each other and haiimareal time. Via the l0S, both internal

and cross- organizational services are offeredudifided by participants of the value chaifi”.

1 SF. Marbun,Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrdis Indonesia Liberty, Yogyakarta,
1997, him. 154
2 Edison H ManurungQp. Cit, him. 130
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Minuta akta yang dibuat oleh notaris dalam hal $eimestinya bisa mengikuti
perkembangan zaman yang semakin maju dalam se&wbogi, sehingga minuta akta tersebut
dapat dibuat bukan hanya dalam bentuk konvensi@ukumen kertas) namun, dapat dibuat
juga dalam bentuk dokumen lektroniknya. Minuta aldtaris merupakan dokumen negara yang
sangat penting dan wajib dijaga serta dirawat olefaris. Pentingnya minuta akta inilah yang
seharusnya diberikan perhatian khusus oleh nosafsngga minuta akta tidak rusak akibat
bencana alam, kebakaran dan dimakan rayap.

Penyimpanan minuta akta secara konvensional séegasiko untuk disimpan dalam
jangka waktu yang sangat lama, meskipun UUJN tidengatur secara khusus mengenai
penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik ini

Yang menjadi pro dan kontra saat ini dikalangaramst ketika minuta akta dijadikan
dokumen elektronik, bagaimana pembuktiannya dipditega sebagai alat bukti yang sempurna
jika akta tersebut dijadikan dokumen elektronikd@pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronikuat@apat disebut UU ITE “Dalam hal
terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalasalPaayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu
informasi harus berbentuk tertulis atau asli, infasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang tercanturdaliimnya dapat diakses, ditampilkan,
dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawalk&ingga menerangkan suatu keadaan.”
Dengan Pasal 6 UU ITE tersebut semestinya ada grbahwa dokumen elektronik itu dapat
dibuat dan dijamin perlindungannya, pada Pasal gat A1) UU ITE “Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum denganapa pun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, mengjlkm memindahkan, menyembunyikan
suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elakitcamilik Orang lain atau milik public.”
Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpatsakmelawan hukum dengan cara apa pun
memindahkan atau mentarnsfer informasi Elektrorsk/atau Dokumen Elektronik kepada
Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Jelas perlindungan mengenai dokumen elektronikelberts diatur oleh UU ITE,
sehingga keamanan dalam penyimpanannya bisa tarpami terlindungi dari orang-orang yang
tidak berhak terhadap minuta akta tersebut. Halsama dengan UUJN Pasal 54 Ayat (1)
“Notaris hanya dapat memeberikan, memperlihatkéay anemberikan isi Akta, Grosse Akta,
Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yaedkdpentingan langsung pada Akta, ahli
waris, atau orang yang memperoleh hak, kecualnwikan lain oleh peraturan perundang-
undangan.” Ini sebenarnya menjadi selaras dengaal B2 Ayat (1) dan (2) UU ITE diatas
karena adanya peraturan perundang-undangan yangatuaermengenai dokumen elektronik
tersebut, dalam hal ini minuta akta notaris. Megkipalam Pasal 1866 KUHPer dan Pasal 184
KUHAP belum menjelaskan soal pembuktian dalam bBertakumen elektronik, sehingga

dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memadak menjamin kepastian hukum
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terhadap minuta akta dalam bentuk elektronik setargan kekuatan minuta akta dalam bentuk
konvensional (dokumen kertas).

4. Protokol notaris wajib dilaksanakan oleh seluruharie di Indonesia, dalam penyimpanan
minuta aktanya notaris selalu ditekankan untuk agmjdan merawat minuta akta sebagai
dokumen negara namun, notaris dalam perkembangaanzgang terus meningkat apalagi
dalam penggunaan media digital. Di era revolususty 4.0 saat ini, penggunaan teknologi
berbasis internet sangat membantu dalam setiapjpakenanusia modern, salah satunya dalam
pekerjaan professional seperti notaris, yang memuwsuatu pekerjaan dibuat dengan sebaik-
baiknya, dan cepat demi melayani para pihak yamgepentingan didalam pembuatan suatu
akta.

Namun, dalam pelaksanaan digitalisasi ini beluma bigakukan notaris secara penuh,
salah satunya dalam pembuatan minuta akta menjeklunten elektroni, notaris masih
dihadapkan dengan kendala-kendalan yang sangat be=aurut Gatot Triwaluyo, S.H., M.Kn.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Herdkgkan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa

Timur, lya mengatakan terkait kendala dibuatyatdliigiasi minuta akta notaris yaitu, bahWa :

a.Belum adanya peraturan perundang-undangan yangikiditsuat untuk mengatur digitalisasi
minuta akta notaris, dalam hal ini UUJN.

b. Adanya perbedaan fasilitas infrastruktur yang ddatidyp daerah di Indonesia, yang tentunya
daerah di pelosok-pelosok masih sangat minim itrfriesur dibandingan dengan daerah di
perkotaan.

c.Biaya yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan pepghan minuta akta dalam bentuk
elektronik akan dibebankan ke Notaris saja ataakalm dibebankan kepada pemerintah.

d. Belum adanya badan khusus seperti Cyber Notarkunalakukan pengamanan data minuta
notaris.

e.Ditakutkan terjadi eror dalam sistem ketika notamielakukan kegiatan penginputan data
elektronik, sehingga data-data para pihak menjddktterinput kedalam basis data minuta
elektronik.

Ketika, notaris sudah dihadapkan dengan problematikatas ketika mau
mengikuti era revolusi industry 4.0 saat ini, nigtamasih sangat kesulitan untuk mengikuti
perubahan tersebut. Namun, melihat pekerjaan sosaat ini dalam bidang digitalisasi
yaitu, berupa pendaftaran nama PT, CV, dan laiagahya melalui website Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dalam pekamjz notaris lebih cepat dan tidak

memerlukan waktu yang sangat lama.

3 Wawancara dengan Gatot Triwaluyo, S.H., M.Kn. Netalan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
Surabaya, 1 Desember 2020
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PENUTUP

Notaris dalam menjalankan jabatan selalu dituntettifidak professional dan selalu
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkalengan notaris, seperti UUJN dan
KUHPerdata. Penyimpanan minuta akta dalam bentkiarden elektronik merupakan geprakan yang
baik demi keamanan dokumen negara dalam bentuktaniskta notaris tersebut. Kelebihannya,
penyimpanan minuta dalam bentuk elektronik dapatgueangi resiko rusaknya minuta akta jika
terjadi kebakaran, bencana alam dan dimakan rap@m kekurangannya, saat ini penerapan
digitalisasi minuta akta notaris masih dihadapkamgan infrastruktur yang belum memadai di
beberapa daerah di Indonesia, belum adanya aterangang-undangan secara khusus terkait dengan
jabatan notaris yang mengatur secara khusus sgiglidiasi minuta akta notaris. Penulis berharap
adanya pengembangan yang lebih maju lagi oleh pieakerintah dan Notaris dalam penerapan
penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronikjngga dalam perkembangan diera revolusi
industri 4.0 saat ini benar-benar dimanfaatkan derpik dalam sector pekerjaan professional seperti

notaris.
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IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NO 11 /POJK.03/2020 TERHADAP
PENANGGUHAN DAN KERINGANAN HUTANG PIUTANG DEBITUR
LEASING DALAM PANDEMIK COVID19

Junnytte Juliana Pinca®, Linda setiawati?, Kuntri Selvilia Lidya Sari®, Nabella L estyanti
Geraldin® dan Lorensya Mulyagita Anggraeni®
Universitas Narotan&
02118073@narotama.ac-.i@®211810602118073@narotama.&g.id
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ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia throtigh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
issued a regulation concerning the National EcondBtimulus as a Countercyclical Policy
on the Impact of the Corruption Virus Disease 20digh Number 11 / POJK.03 / 2020.
Countercyclical which means increasing a capitaplemented in two policies; deciding the
quality of assets and restructuring credit and naea Restructuring credit and finance
applicated to several forms such as deferment yhpat, rescheduling, reduction of interest
rates, reduction of fines, and extension of loamteEach bank or take different forms but
remain in the corridor of translating Countercyalipolicies. Likewise, the form of relief
provided to debtors is adjusted to the circumstarazel prospects of the debtor. With this
regulation, it is easy for business people and S#8MIE sectors to continue to survive in the
midst of a covid-19 virus pandemic. The proceduwe ifmplementing the Otoritas jasa
Keuangan rules is indeed adjusted by each Bankrauttitfinance company, but the debtor or
business actor can apply for a credit suspensiacéordance with applicable regulations.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Implementation of OJK Regulatian, Deferment and Relief,
Debts and Receivables Leasing Debtor
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PENDAHULUAN
L atar Belakang

Seperti yang diketahui, saat ini wabah viegona atau covid-19 saat ini sudah
mewabah hampir ke seluruh negara di dunia. Padantab20 covid-19 menjadi masalah
kesehatan dunia. Virus ini terjadi di awali dengemformasi dari Badan Kesehatan
DuniaMorld Health Organization (WHQO) yang menyebutkan adanya kasus virus baru di
Kota Wuhan Negara China. Pada tanggal 2 Maret 208fara Indonesia telah melaporkan
kasus pertama yang terjadi dan hal itu membuatrbphemasyarakat menjadi panik dan
ketakutan. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menatapkus ini sebagai pandemi global

yang sudah mewabah ke seluruh penjuru dunia dalyebhabkan beberapa dampak kepada
negara tersebut.

¢ .’!H\\‘j World Health : . i
n:_’iy Organization '
Vi

Coronavirus (COVID-19)

e .
90,399 1&
O .

A f * 5 .
_3.;.786 *: m % on “
: [+ ry é Y
;3_8-‘62‘8 e
Gambar 1.

Globally, as of 2:00am CEST, 3 May 2020, there have been 3,349,786 confirmed
cases of COVID-19, including 238,628 deaths, reported to WHO.
Sumber World Health Organization (WHO) (2020)

Dari gambar di atas, dari data WHO pada tanggaleB2020 sudah lebih dari 3 juta
kasus dan lebih dari 238 ribu kasus kematian dursgkl penjuru dunia. Dengan
berkembangnya dan mewabahnya virus ini, berbaggaraemenyiapkan strategi untuk
mencegah dan mengatasi kasus ini. Tak disangkamiam® penyebaran virus ini dapat
mengguncang seluruh dunia dan menghancurkan peradabanusia dengan segala

aktivitasnya. Setiap negara menerapkan strateg atasyarakatnya untuk melakukan
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pembatasan-pembatasan, vyaitu menjaga jarak secasal satau fisik gocial
distancing/physical distancing) bahkan sampai melakukan karantina wilayabckfown)
untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran miriselagi pihak lembaga kesehatan
masing-masing negara menerapl&vab Test dan tes lainnya untuk mendeteksi siapa saja

masyarakat yang positif viri@orona/Covid-19.

Sejumlah langkah dan strategi preventif yang dilesa oleh negara-negara di dunia
untuk menanggulangi virus covid-19 ternyata mempunyampak kepada aspek-aspek
kehidupan manusia. Salah satu dampak yang sangasakan oleh manusia oleh dampak
dari berbagai strategi memutus rantai penyebarard-d® adalah dampak perekonomian
dunia. Beberapa artikel berita mengabarkan bahwaarki global mengalami penyusutan

dan menjadikan penurunan ekonomi yang terburukrapbedekade tahun terakhir ini.

Kantor berita BBC.com (Chan, 2020) menuliskan pardeglobal covid-19
menyebabkan penyusutan terbesar dalam beberapaedédmkhir yang akan membuat
ekonomi global mengalami penyusutan sebesar 3%ntahu Menurut Dana Moneter
Internasional (IMF), IMF menggambarkan penurunaonekni ini sebagai yang terburuk
sejak Depresi Besar (resesi berkepanjangan) pa@xd® IMF menetapkan empat langkah
prioritas dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya CNBdonesia (Sebayang, 2020)
menuliskan bahwa Wabah virgsrona (COVID-19) telah membuat ekonomi global kacau
balau. Parahnya, kepala ekonom Dana Moneter Irgiomal (IMF) Gita Gopinath
mengatakan, dampak wabah ke ekonomi global munggdal masih ada pada akhir 2021
sehingga pada masa itu ekonomi belum bisa puliersg¢mya. IMF telah menurunkan
proyeksi pertumbuhan ekonominya pekan ini. SaatMfi memperkirakan ekonomi global
bakal menyusut 3% tahun ini. (Pramesti, 2020) Dup@demi COVID-19 memberikan
dampak krisis ekonomi yang disebut “lebih buruktikdang krisis finansial tahun 2008.

Selain data di atas, dari siaran IMF menyebutkdmwhadiperlukan langkah-langkah
komprehensif untuk membatasi kerugian kemanusiaan ekonomi. Meskipun memiliki
keterbatasan dalam menanggulangi krisis, daerakS8hhran Africa memberikan kebijakan
fiskal untuk melindungi kelompok rentan dan menkasti pemulihan dengan cepat ketika

pandemi memudar.
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Measures taken to slow coronavirus in
sub-Saharan African

The travel restrictions needed to contain the
spread of the virus will disrupt economic
activity and imperil livelihoods.

Measure Number of countries

E Quarantine and self-quarantine a4
',.E: | Travel restrictions and border closure 43
5 :Canceliation of public gatherings 42
5 _ Closing of schools and universities 36
E. Shelter in place and lockdown 34
=

= |_Remote work 25

Source: IMF country desk survey.
Note: As of April 3, 2020.

Gambar 2.
The health shock is precipitating an economic crisis and upending the livelihoods of
already vulnerable groups.
Sumber : (International Monetary Fund - News - &etj 2020)

Guncangan kesehatan memicu krisis ekonomi dan miestiken mata pencaharian
kelompok yang sudah rentan. Penahanan dan langkgkah mitigasi yang diperlukan untuk
memperlambat penyebaran virus akan sangat berdapgokk kegiatan ekonomi. Selain itu,
lockdown dapat memiliki efek yang menghancurkan — misalpgala kerawanan pangan —
pada rumah tangga yang hidup pas-pasan dan mewkidas terbatas ke jaring pengaman
sosial. Sedangkan di Indonesia, kebijakan fiskalgydi terapkan yaitu, pertama dukungan
sektor kesehatan untuk meningkatkan pengujian damawatan kasus covid-19. Kedua,
peningkatan manfaat dan cakupan skema bantuan kep@da masyarakat berpenghasilan
rendah. Ketiga, beberapa tunjangan kepada pekiesjektbr informal. Keempat, keringanan
pajak bagi sektor pariwisata dan perorangan. Kelipgmgurangan permanen tarif pajak
penghasilan badan (IMF, 2020).

Dengan pemberlakuan pembatasan sosial tentu mesnbasag gerak dan mobilitas
masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untak @itim di rumah dan menjalankan

segala aktivitas kegiatan di rumah, mulai dari jaeldi rumah, bekerja di rumah, beribadah di
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rumah dan lain sebagainya. Diakui ternyata banybhkkpmerasakan dampak negatif dari
pandemi virus ini. Berbagai pekerjaan terkena déngghingga pendapatan mereka semakin
berkurang. Kantor berita Merdeka (merdeka.com, R0&€lansir dari nytimes.com, terdapat
5 sektor yang mengalami penurunan permintaan secastis sebagai dampak virGsrona,
yaitu sektor transportasi udara, sektor hiburan dahraga, arena perjudian dan rekreasi,
hotel dan penginapan, serta restoran dan bar. §lealanli Indonesia, yang paling terasa yaitu
beberapa jenis pendapatan pekerja harian sepetthbpedagang kaki lima, ojednline,
kantin sekolah, toko pakaian, karyawan layanan jasabeberapa pekerjaan lainya semakin
berkurang bahkan hampir tidak mempunyai pendapitiarena kan konsumen yang jarang

membeli serta tidak adanya konsumen yang datahenikeat mereka.

Dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesiapeagaruhi sisi produksi dan
konsumsi. Daya beli masyarakat yang terkena imbasbnat masyarakat lebih menghemat
dan menyimpan beberapa uangnya untuk keperluanadamgang akan datang. Konsumsi
rumah tangga merupakan daya laju penggerakan redgEkgnomian, akan tetapi ternyata
daya konsumsi cenderung menurun hampir selurutorsekionomi karena dampak yang
cukup signifikan bagi pelaku usaha. Bagi pelakthas@iasanya mereka membutuhkan dana
modal dalam setiap transaksi perekonomiannya. iRamamodal merupakan jalan bagi para
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk nmahgagkan dan memajukan usahanya.
Akan tetapi di tengah masa pandemi seperti inijjapian modal yang harus di bayarkan
setiap bulannya oleh para pelaku usaha menjadiatangit, karena dari daya jual beli
masyarakat yang semakin menurun berdampak padamesiad mereka pun menjadi terhenti.
Ibarat dua sisi mata uang yang membuat para pelakha harus serba memilih antara
bertahan hidup dan membayar cicilan kepada dehitaka para pelaku usaha meminta
keringanan pembiayaan kepada pemerintah untuk imiéger peraturan ataupun stimulus di
tengah pandemi agar mereka dapat fokus terlebibldamtuk mampu bertahan di tengah

dampak krisis perekonomian.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 ini, berakib&naorunnya laju perekonomian
yang juga berakibatnya melemahngashflow perusahaan sehingga berdampak kepada
turunnya potensi perusahaan atau usaha mikro keeitengah untuk dapat melunasi
kewajiban hutang piutang kepada bank maupwftifinance. Maka dari itu, pemerintah
mencoba mengantisipasi dengan menerbitkan Pera@taritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulusek®@momian Nasional Sebagai
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Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebara@oronavirus Disease 2019. Implementasi
peraturan OJK Nomor 11 /POJK.03/2020 ditetapkanag&b upaya mengantisipasi
penangguhan hutang piutang dalam dampak pandemi#-t6 terhadap stabilitasi ekonomi

di negara Indonesia.

Tujuan Pendlitian

Dari latar belakang diatas, di jelaskan rumusanatahsmengenai dampak covid-19
terhadap kebijakan perekonomian Indonesia. Makiaitdatujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dampak kebijakan penanggulangan covigh@Ppelaku usaha di Indonesia serta
sejauh mana implementasi menerbitkan Peraturant@&tdasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap penangguhan hutiamgng debitur leasing dalam masa

pandemi virus covid-19.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini agar mengetahui danmigakjakan penanggulangan covid-
19 bagi pelaku usaha di Indonesia serta efektivitggdementasi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/202hadap penangguhan hutang
piutang debitur leasing dalam masa pandemi virugleto .

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatadi kasus John W. Creswell
(Creswell, 2012). Studi kasus yang di teliti addt@yaimana implementasi kebijakan yang
diterapkan pemerintah Indonesia melalui peraturdd @ntang stimulus kebijakan ekonomi.
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder gsebaetode pengumpulan data
(Melfianora, 2017). Data sekunder merupakan datay y@ersumber dari literatur maupun
referensi-referensi yang ada dan berkaitan dengsimskyang di bahas. Data sekunder yang di
ambil adalah data-data dari kasus berita mengemad-d9 dan dampak-dampak terhadap
kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh sejumiaimbaga dalam menangani dampak

perekonomian khususnya di negara Indonesia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Kebijakan  Penanggulangan Covid-19 Bagi Pelaku Usaha

di Indonesia

Pendapatan seseorang merupakan pengeluaran deorsses dan itu merupakan
hubungan timbal balik seorang manusia dalam meiata kehidupannya. Setiap orang
membutuhkan manusia lainnya demi memenuhi kebuthlagat hidupnya (Sobirin, 2015).
Hubungan antara pengeluaran dan pendapatan, memgsinslan memproduksi adalah
bagaimana inti dari kehidupan manusia untuk dapataban hidup. Masyarakat membeli
barang maupun jasa yang di inginkan, sebagai gentinereka harus mengeluarkan atau
memberikan uang sebagai bentuk imbalan kepada m@ekyedia layanan barang dan jasa

tersebut dan siklus tersebut berjalan terus merf@amsaluddin, 2017).

Tetapi sejak adanya virus ini, dampak hubunganalrbblik siklus perekonomian ini
sedikit terganggu. Daya beli masyarakat yang samb&rkurang karena adanya beberapa
kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial memibteabksi antar manusia khususnya
dalam aspek perekonomian semakin surut. Ini terkdikbeberapa negara, dan khususnya
Indonesia. Semenjak pemberlakuan pembatasan gesighn banyak melakukan aktivitas di
rumah, maka berdampak kepada kecilnya interaksbglamasyarakat secara tatap muka dan

membuat para pelaku usaha menjadi defisit angdmatakan hampir bangkrut.

vy fin@d o @@Ea INTERNATIONAL MONETARY FUND Q

ABOUT RESEARCH COUNTRIES CAPACITY DEVELOPMENT NEWS VIDEQS DATA PUBLICATIONS SOCIAL

IMF PUBLICATIONS

WORLD ECONOMIC OUTLOOK CHAPTER 1, WORLD ECONOMIC OUTLOOK APRIL 2020

APRIL 2020 GROWTH PROJECTIONS
The Great Lockdown

health crisis will npact o

The global economy is projected to contract
sharply by -3% in 2020 as a result of the
COVID-19 pandemic, a much worse
contraction than during the 2008-09 financial
crisis.

Gambar 3.
World Economic Outlook April 2020
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(Sumber : Internasional Monetary Fund/IMF)

Melihat pada skala internasional, data IMF (Intsfmaal Monetary Fund)
memprediksi kan bahwa ekonomi global di proyeksikarkontraksi tajam sebesar -3% pada
tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi virus ca9id<ontraksi tajam ini diperkirakan lebih
buruk bahkan semakin jauh lebih buruk dari pades lkeuangan pada tahun 2008 sampai
2009. Beberapa artikel sumber berita menyebutkdiwdadampak perekonomian bukan
hanya defisit tapi dampaknya sudah menyebabkarkgevenian dunia mengalami kontraksi
tajam. Dana Moneter Internasional atau IMF menyeaeparuh dari total negara di dunia
telah meminta bantuan pinjaman darurat untuk mesgdtrisis finansial pandemi virus
corona (katadata.co.id, 2020). Mereka menyerukan kucdeara lebih besar kepada layanan
kesehatan, dukungan keuangan untuk pekerja dakupeisnis, meneruskan dukungan bank

sentral dan rencana jelas untuk keluar dari walbélkunenuju pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan di&ngari pandemi covid-19
sangat dahsyat (CNBC Indonesia - News - Berita,0p05ebab ini menyebabkan
perekonomian dunia mengalami kontraksi tajam. leinjadi kewaspadaan ke kita semua
karena dampaknya sangat-sangat dalam dan cukupadahsialam perekonomian terutama
pada Q1. Kerugian ini tidak hanya disebabkan takdeea perekonomian tapi juga karena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai negadunia yang menyebabkan tingkat

pengangguran melonjak tinggi.

Mengenai dampak bagi Indonesia, kantor berita Masio
(NASIONAL/MAKROEKONOMI, 2020) memaparkan dalam sstuberitanya tentang 8

dampak negatif perekonomian Indonesia akibat waytu;

1) Sampai tanggal 15 April 2020 telah terjadi 1,5 jutyawan putus hubungan
kerja (PHK), di mana 1,2 juta pekerja berasal daktor formal, 265 ribu dari
sektor informal.

2) Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 45,3
pada Maret 2020.

3) Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandératalkan sepanjang Januari-
Februari, dengan rinci 11.680 penerbangan domefkdik 1.023 penerbangan

internasional.
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4) Keempat, sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapdtaektor pelayanan udara,
dengan sekitar Rp 48 miliar kehilangan disumbang&ki penerbangan dari
China.

5) Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per kasusnya turis dari China.

6) Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesmpeirakan penurunan
tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indoaedapat mencapai 50%. Ini bisa
mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih sietengah tahun lalu.

7) Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari-Mar@02@irun 3,7%year to date
(ytd).

8) Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercagbiesar 2,96%year on year
(yoy) disumbang oleh kenaikan harga emas perhisesda beberapa harga pangan
yang melonjak. Meski, terjadi deflasi pada komai@neka cabai dan tarif

angkutan udara.

Jika dilihat dari beberapa data di atas, jelas laatesnyata perekonomian Indonesia
saat ini terkena dampak yang signifikan. Presideko JWidodo memberikan berbagai
kemudahan kepada beberapa sektor usaha dan madygaak terkena dampak dari wabah
covid-19. Kemudahan ini di berikan oleh Presidetelab mendengar berbagai keluhan dari
kalangan pelaku usaha, mulai dari usaha mikro kieeilmenengah (UMKM), hingga tukang

ojek online dan supir taksi.

Penerbitan dan Implementasi Peraturan OJK No 11 /POJK.03/2020

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2008, pp6-147) mendefinisikan
implementasi kebijakan publik sebagai tindakandkah dalam keputusan-keputusan
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usabfal untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasionanddurun waktu tertentu maupun dalam
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai gienlbesar dan kecil yang ditetapkan
oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukah organisasi publik yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian implementasi menurut Dani®azmanian dan Paul Sabatier
(1979) dalam (Solichin, 2008, p. 65) adalah memalsga yang seharusnya terjadi sesudah
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskampa&an fokus perhatian implementasi

kebijaksanaan yakni kejadian-
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kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesuddisahkannya pedoman-
pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik hawsaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkabadklampak nyata pada masyarakat

atau kejadian-kejadian.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jésaangan (OJK) mengeluarkan
sebuah peraturan tentang Stimulus Perekonomian omNasi Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 dengan Nomor
11/POJK.03/2020. Bank Indonesia memberikan peragetintangCountercyclical Buffer
(CCB) adalah tambahan modal yang berfungsi sebgmaiyangga (buffer) untuk
mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbukradit dan/atau pembiayaan perbankan
yang berlebihanekcessive credit growth) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem
keuangan (BANK INDONESIA, 2015). Risiko ini terkaitengan perilaku prosiklikalitas
penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung méaingaat periode ekonomi ekspansi dan
melambat pada periode ekonomi kontraksi. CCB p#naplementasikan di Indonesia karena
adanya perilaku prosiklikalitas, yang ditunjukkateho antara pertumbuhan kredit dan
pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. Tambahatal yang wajib dibentuk bank
pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bamgnadapi tekanan saat ekonomi sedang

kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermadank diharapkan tetap dapat terjaga.

Peraturan ini dibuat berdasarkan perkembangan pam@ virus covid-19 secara
global yang berdampak secara langsung ataupun figlagsung terhadap kinerja dan
kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaredit atau pembiayaan. Dampak
terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meatkgh risiko kredit yang berpotensi
mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sikerangan sehingga dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan peraturan OJK tentstimulus perekonomian sebagai
Countercyclical Dampak Penyebaraboronavirus Disease 2019 berupaya untuk mendukung
optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungserimediasi, menjaga stabilitas sistem

keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam peraturan OJK menjelaskan bahwa bank dapatnagkan kebijakan yang
mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk delysing terkena dampak penyebaran
covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil damemgah dengan tetap memperhatikan

penerapan manajemen risiko. Kebijakan yang mendulatimulus pertumbuhan ekonomi
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terbagi menjadi 2 yaitu kebijakan penetapan kumbiset dan kebijakan restrukturisasi kredit
atau pembiayaan. Bank yang menerapkan kebijakarulss ini harus memiliki pedoman
untuk menetapkan debitur yang terkena dampak ct®jdtermasuk debitur UMKM.
Pedoman penetapan tersebut meliputi kriteria delpédng ditetapkan dan sektor-sektor yang

terkena dampak

Peraturan ini mendorong optimalisasi fungsi intetias perbankan, menjaga
stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertuambekonomi. Kebijakan stimulus ini
terdiri dari pertama vyaitu, penilaian kualitas ktedembiayaan/ penyediaan dana lain hanya
berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dengampdafopai dengan 10 miliar rupiah.
Kedua yaitu peningkatan kualitas kredit/pembiayasenjadi lancar setelah direstrukturisasi
selama masa berlakunya POJK. Cara restrukturisasdithbhembiayaan dilakukan
sebagaimana peraturan OJK mengenai penilai kuasas, dengan cara penurunan suku
bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan akkaggpokok, pengurangan tunggakan
bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan daveksi kredit/pembiayaan menjadi

penyertaan modal sementara.

Penetapan kualitas aset dalam pasal 3 aturan iKpd kredit pada Bank Umum
Konvensional, pembiayaan pada Bank Umum Syariah Bi@it Usaha Syariah dan atau
penyediaan dana lain pada Bank Umum KonvensioralkBJmum Syariah atau Unit Usaha
Syariah. Penetapan kualitas aset ini bagi debitaungyterkena dampak covid-19 termasuk
UMKM dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiadasarkan pada ketepatan pembayaran
pokok dan/atau bunga margin/bagi hasil. Pelaksarkammtitas aset dilaksanakan sesuai
peraturan OJK. Penetapan kualitas aset pada BarlkeBigan Rakyat maupun Bank
Perkreditan Rakyat Syariah yang terdapat di pagalmhampir sama dengan Bank Umum,
dengan debitur yang terkena dampak termasuk UMKNgae plafon paling banyak 10

miliar rupiah dengan aturan yang sesuai.

Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukasiisditetapkan lancar sejak
dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredipat dilakukan terhadap kredit atau
pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelbhudderkena dampak penyebaran
virus covid-19 termasuk debitur UMKM. Kredit bagiaBk Perkreditan Rakyat atau
pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syarialy yhArestrukturisasi dikecualikan dari
penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi tkke¢gii pembiayaan. Bank yang melakukan
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penetapan kualitas kredit atau penyediaan dana Hamya didasarkan pada ketepatan
pembayaran pokok dan atau bunga atau margin/baii harus menyampaikan laporan
stimulus kredit berdasarkan ketepatan pembayaranerBpan kebijakan yang mendukung
stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yandetea dampak penyebaran covid-19
termasuk debitur UMKM berlaku sampai tanggal 31 éd2021.

Implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (@dKyan mengeluarkan sebuah
peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasiondlagde KebijakanCountercyclical
Dampak Penyebaraboronavirus Disease 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020 di sambut
baik oleh beberapa pihak. Tetapi memang sejak dintkan oleh Presiden Joko Widodo
tentang relaksasi kredit, hal ini masih menjadiepuk karena adanya kebingungan di
masyarakat bagaimana tentang teknisnya dan bagaimpessedurnya. Secara sederhana
kepada masyarakat kecil presiden mengatakan “Bagi fwkang ojek, sopir taksi, maupun
nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, dipskan bahwa pembayaran bunga atau
angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tkéuwtepan”. (TEMPO - Bisnis, 2020),
(Kumparan Bisnis, 2020), (CNN - Ekonomi - Beritausaagan, 2020), (detikNews, 2020).
Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa relaksasbg@garan kredit bagi pengemudi
ojek online, supir taksi, UMKM dan nelayan akanjdlan efektif mulai April 2020 (TEMPO
- Bisnis, 2020). Pernyataan tersebut menanggap@rhph keluhan dari masyarakat tentang
masih adanya pengemuatiline yang ditagihdebt collector di lapangan sejak pengumuman

kredit di beritahukan pertama kali.

Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengungkapkdrarsgk sembilan bank siap
memberikan keringanan kredit bagi debitur yang aemolak viruscorona sesuai dengan
kebijakan stimulusCountercyclical (CNN - Ekonomi - Berita Keuangan, 2020). Sembilan
bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Perserok,TBT BRI (Persero) Tbk, PT BNI
(Persero) Tbk, PaninBank, PT Bank Permata Tbk, BifikBrabungan Pensiunan Nasional
Tbk, Bank DBS, Bank Index, Bank Ganesha.

Beberapa bank pelat merah menyatakan kesiapanrty& omengimplementasikan
peraturan tersebut, misalnya Bank Mandiri dan B&akyat Indonesia (BRI) (Berita -
Keuangan, 2020). Meskipun, sejauh ini, keringaneitaa kredit yang disiapkan tidak 100%
sama seperti yang disampaikan Presiden Jokowi.ngaman juga tidak otomatis berlaku
secara menyeluruh, namun berdasarkan evaluasidsgrhemampuan hingga prospek tiap
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debitur. Bank Mandiri memberlakukan enam kebijakastaksasi kredit bagi debitur
terdampak covid-19. Teknis implementasinya akangaem pada peraturan OJK terkait, dan
disesuaikan dengan profil masing-masing nasabatar®&, debitur yang terdampak covid-19
dengan pinjaman kurang dari 10 miliar, mendapatkaninganan berupa penundaan
pembayaran cicilan. Kedua, untuk debitur denganapian di atas Rp 10 miliar. Bank
Mandiri sudah mengantisipasi dan menginventaris galen menerapkan kebijakan
restrukturisasi berupa penundaan, penjadwalan ulery pengurangan suku bunga. Untuk
suku bunga baru baru ini OJK telah mengumumkanasydama penerima subsidi bunga
Pemerintah adalah debitur dengan kolektibilitasldnoar) dan kolektibilitas 2 (dalam
perhatian khusus) pada Bank, BPR dan Perusahaahid3@an per posisi Februari 2020.
Selain UMKM, subsidi bunga Pemerintah juga akamdian untuk debitur KPR tipe 21, 22,
hingga 70. Kemudian sasaran penerima lain jugakutébitur Kredit Kendaraan Bermotor
(KKB) produktif dengan plafon kredit hingga Rp50@tal Bagi nasabah KUR, subsidi bunga
yang disiapkan untuk 3 bulan pertama sebesar @%3ldulan kedua sebesar 3. Skema ini
juga sama berlaku untuk nasabah Ummi (pembiayatta Mikro), Mekaar (PNM Membina
Ekonomi Keluarga Sejahtera), dan Pegadaian. (CNB20). Ketiga, hasabah yang berada di
zona merah akan diberikan keringanan penundaan gy@ran pokok dan pengenaan suku
bunga hingga 0% untuk jangka waktu maksimal
1 tahun. Keempat, relaksasi kredit kendaraan bemfaigi pengemudi ojek atau taksiine.
Kelima, penetapan kolektabilitas kredit berdasarkeetepatan pembayaran angsuran.
Keenam, kredit yang direstrukturisasi akan ditesaplancar sejak restrukturisasi dilakukan.
Bank BRI memberikan kemudahan bagi debitur yangatepak virus covid-19 dengan
berbagai skema restrukturisasi di antaranya peaj@s$suku bunga pinjaman, pengurangan
tunggakan bunga dan atau denda, serta perpanjgrggka waktu pinjaman. Selain itu, BRI
menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitur yaremnikmati fasilitas kredit pemilikan
properti (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Implementasi aturan tersebut dilakukan agar nasaish mengajukan permohonan
secara daringofiline) melaluie-mail atauwebsite yang ditetapkan oleh bank damltifinance
(Portal Informasi Indonesia, 2020). Nantinya, tiprusahaan akan melakukan penilaian
(assessment) apakah nasabah yang terdampak secara langsungidda dari penyebaran
virus covid-19. Jika permohonan disetujui, bank daaltifinance akan memberikan

keringanan pembayaran kredit berdasarkan profalmasAturan ini memang menjadi angin
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segar bagi para pelaku usaha, setidaknya dapatumsgrgy beban masyarakat. Tetapi
keringanan yang di berikan bank akan beragam terggnkepada profil masing-masing
nasabah itu sendiri. Beberapa bentuk relaksasi y#s® diberikan, antara lain penundaan
pembayaran pokok utang, penundaan pembayaran butagg, penundaan pembayaran
pokok dan bunga utang,
dan perpanjangan tenor atau jangka waktu pinjamd&erencana Keuangan
Zielts Consulting Ahmad Gozali mengungkap kepada ntdka berita CNN

Indonesia (CNN Indonesia - Ekonomi - Ragam Keuangdf20), bahwa “Bank

danmultifinance memang diizinkan untuk melakukan relaksasi krée@pada nasabahnya.

Namun, kebijakan relaksasi diserahkan pada penilagsing-masing perusahaan”.

Adanya ketentuan restrukturisasi membuat OJK mmegarpenarikan kendaraan
bermotor oleh multifinance atau leasing maupun dslector sementara waktu akibat
dampak wabah ini. OJK memaparkan bahwa restruksirlgedit ini mengutamakan sektor
yang terdampak dan debitur yang beritikad baiki bagsyarakat yang pembayarannya telah
bermasalah sebelum wabah dan mengalami tambahaslameaakibat corona, masyarakat
harus menghubungi perbankan maupun kantor leasasghgrmasing. Nantinya secara umum
pemberian restrukturisasi bakal dilakukan oleh @ekbn masing-masing, mengacu pada
POJK penilaian kualitas aset. Hal inilah yang meghkurkan penerapan maupun skema

restrukturisasi kreditnya berbeda-beda.

PENUTUP
Kesimpulan

Stimulus KebijakarCountercyclical Dampak PenyebaraBoronavirus Disease 2019
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendeberapa dampak perekonomian
dalam hidupnya. Kesempatan ini digunakan oleh rmakgh berpenghasilan rendah dan
sektor UMKM untuk mendapatkan keringanan kredittikganan kredit ini dilakukan melalui
beberapa prosedural dan dilakukan secara daringisgsngan Bank maupleasing yang di
mana tempat debitur memiliki kredit usaha. Prosdmunk maupun leasing memiliki bentuk
yang berbeda namun tetap dalam koridor menerjemalddaijakanCountercyclical. Begitu
juga bentuk keringanan yang diberikan kepada deldisesuaikan dengan keadaan dan

prospek debitur tersebut. Dengan adanya stimulbigakan ini mengibaratkan bahwa dengan
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adanya aliran dana kredit ini, maka perekonomiaanalerus tetap berjalan dan dampak-
dampak dari pandemi global ini akan terselesaileargdn beberapa kebijakan yang berlaku.

Saran

Dengan adanya pemberlakuan peraturan tentang fsnRerekonomian Nasional
Sebagai Kebijakai©Countercyclical Dampak Penyebaraforonavirus Disease 2019 dengan
Nomor 11/POJK.03/2020, maka berdampak terhadapdiegi@bilitas perekonomian. Maka
dari itu diharapkan bahwa kebijakan ini selalu nagradkan pengawasan dari pihak-pihak
terkait agar prosesnya menjadi lebih baik dan ddipa&nfaatkan kepada pihak kreditur untuk
terus mempertahankan usahanya. Untuk saat ini ddmgdagai kondisi yang belum bisa di
prediksi di masa yang akan datang, diharapkan guoggoses pelonggaran cicilan kredit pun
dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yangkipeskhingga masyarakat dapat terus

bertransaksi dan berupaya menjalankan roda perakano
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KEABSAHAN PENANDATANGANAN APBD OLEH
PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

Mohammad Ashari
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mohammadashari222@gmail.com

ABSTRACT

The government must find a solution to solve thabfem of vacancies. To anticipate
the ineffectiveness of public services and stataiaidtration, there must be a state apparatus
that carries out the duties and functions of thsitmm left by the incumbent. The filling of
vacancies can be done by filling certain publicaidfs with the existing state apparatus. The
position can be assigned according to existingsrolelaws so that government services can
continue to run. The filling of vacancies can beneldoy appointment or delegation in
accordance with the needs and laws and regulatioreszcordance with applicable laws and
regulations, other public officials may fill vacapositions in the form of Daily Executive
Officers, hereinafter referred to as (Plh) and AgtOfficers, hereinafter referred to as (PIt).

In this case, the author uses a normative juridipgiroach. In addition, in the writing
of this research, a legal concept analysis appraadlysis of legislation, and a case approach
related to the position occupied by Heru Tjahjoadle Daily Executive Secretary of the East
Java Regional Government was used. Meanwhile, lieatmg the data, the writer uses the
method of collecting data through document/librstiydies (library research).

The results of this study indicate that the autigasf the Acting Regional Secretary,
in this case the Regional Secretary of the East Pagvince, is indeed limited to matters of a
strategic nature because the day-to-day execufifieers are only a continuation of the
wheels of the Regional Government. If during tlvaeta strategic policy is needed that must
be taken by the Acting Secretary of the East Jawaifte, then Article 132 A paragraph (1)
of PP 49/2008 can be used as the basis for takiategic policies. However, according to
paragraph (2) of the provisions of this articlasistated that these 4 (four) prohibitions can be
excluded after obtaining written approval or pesiaa from the Minister of Home Affairs.

Keywords: Authority, Daily Executor, and Provincial Secretary.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, di dalam Undangwénddasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegagiginyataan konsep Negara Hukum
yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tah@d5 “Negara Indonesia adalah negara
hukum! Oleh karena itu terjaminnya kepastian hukum hdais menjadi jaminan dalam
penyelenggaraan segala urusan yang berkaitan déegagaraan. Dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia telah diatur mengenai pelayanan admasisguna menciptakan pelayanan yang efektif
dan efisien. Hal ini berkaitan untuk menciptakafap&nan administrasi sesuai denggod
governance.” Dalam pemerintahan, Pelayan Administrasi Negarardikdengan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) atau kini disebut sebagai Aparatur ISkegara (ASN) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, maka pemarsgaagai penyelenggara Negara
yang menjalankan fungsi pelayanan publik harus methmalkan peran mereka dalam rangka
menciptakangood governance, Tugas utama penyelenggara Negara melaksanakaarjgaek
sesuai jabatan yang dipegang oleh pemangku jabalm,karenanya kualitas dari pelayanan
publik terletak pada kinerja, kewenangan, dan tanggawab dari pemangku jabatan tersebut.
Di Indonesia pelayanan publik dalam rangka penygglaraan Negara, dirasa masih kurang
efektif dan efisien. Efisiensi dan efektifitas dalgpelayanan publik dapat tercipta dengan
prosedur yang sederhana dan mengacu pada tugéshwdandari para penyelenggara Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajn untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugadbaegunan tertentu. Tugas pelayanan publik
dilakukan dengan memberikan pelayanan atas bajasg, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pembantadilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang utelipendayagunaan kelembagaan,
kepegawaian, dan ketatalaksandabBalam penyelenggaraan pemerintahan, semua jabatan
terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi daiasqtejabat penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam beberapa kondisi baik sosial, politik danudrakpara penyelenggara atau aparatur Negara
sering terganjal permasalahan, sehingga mengakib&tdkosongan Jabatan.

Kekosongan jabatan yang diakibatkan tidak adanyamapgku jabatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yanggikenya, mengakibatkan tidak
berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan datargka penyelenggaraan pemerintahan
maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Komdislapat berpengaruh buruk terhadap
kinerja pemerintahan dalam hal penyelenggaraan paaean yang baik, guna menciptakan
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundgat@agan. Kekosongan jabatan yang
ditinggalkan oleh pejabat struktural meninggalkagas dan fungsi yang melekat pada jabatan
tersebut. sehingga penyelenggaraan pemerintabaintigtjalan efektif sesuai dengan tujuannya.
Kekosongan jabatan yang disebabkan oleh tidak adaejabat yang menjalankan tugas dan
fungsi, karena tugas dan tanggung jawabnya berakldlam struktur pemerintahan
mengakibatkan berkurangnya Kkinerja pemerintahanandalpelayanan publik maupun

' UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

> Dewi Tri Wahyuni fugohaFfektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013

* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2@ihdang Aparatur Sipil Negara.
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penyelenggaraan pemerintafan.

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah harus anemsolusi guna memecahkan
permasalahan mengenai kekosongan jabatan. Untugamtsipasi tidak berjalannya pelayanan
publik maupun penyelenggaraan Negara, maka harasapdratur Negara yang menjalankan
tugas dan fungsi dari jabatan yang ditinggalkarm gemangku jabatan. Pengisian kekosongan
jabatan dapat dilakukan dengan mengisi pejabatkptdstentu dengan aparatur Negara yang ada.
Jabatan tersebut bisa diberikan sesuai aturan atdang-undang yang ada agar layanan
pemerintahan tetap berjalan. Pengisian kekosoragmign dapat dilakukan dengan penunjukkan
atau pelimpahan sesuai dengan kebutuhan dan apsamdang-undangan. sesuai dengan
peraturan dan undang-undang yang berlaku, makaigpgagatan yang kosong oleh pejabat
publik lainnya dapat berupa Pejabat Pelaksana mMatanjutnya disebut (PIh) dan Pelaksana
Tugas selanjutnya disebut (PIt).

Dari ulasan di atas yang menjadi latar belakang pagulis untuk membuat tesis yang
berjudul KEABSAHAN PENANDATANGANAN APBD OLEH PELAK®&NA HARIAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalamatus penelitian harus
menggunakan metode yang tepat, karena hal terseeuaipakan pedoman dalam rangka
melakukan analisis terhadap data hasil penelitiBerikut ini beberapa metode yang
dipergunakan dalam penelitian ini:

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahd@glendekatan perundang-
undangan gtatute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaatus
perundang-undangan yang bersangkut paut dengdnlksaim yang sedang ditang&ndan
pendekatan konseptuatoficeptual approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari
pandangan-pandangan doktrin yang berkembang ddiam hukum dalam membangun
suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hufamy dihadapi. Pendekatan
tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok peafahan terkait dengan kedudukan
pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam sistemeriptahan berdasarkan Undang-
undang No.5 Tahun 2014.

Jenis Pendlitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, arinpermasalahan yang diangkat,
dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difolarsikdengan menerapkan kaidah-kaidah
atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridisrmatif dilakukan dengan mengkaji
berbagai macam aturan hukum yang bersifat fornp@rdeundang-undang, literatur-literatur
yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubanglengan permasalahan yang menjadi

* Dewi Tri Wahyuni fugohaFfektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013.
> Peter Mahmud Marzukpenelitian hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010. h.93.
6 .
Ibid, h.137
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pokok pembahasan.

Sumber Data

Data Primer adalah data lapangan yang diperolehalanebbservasi maupun
interview secara langsung maupun tidak langsungatepara pihak yang bersangkutan.

Data sekunder adalah data pendukung yang dipeseledra tidak langsung baik dari
dokumen-dokumen yang ada. Disamping itu data skuoda diperoleh dari studi literatur,
peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukamgyrelevan dan menunjang dalam
penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengaeada data sekunder yang terdiri dari.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat® antara lain:
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparaipit Segara, Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemeramiahSurat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14ialar2021 Tentang Kewenangan
Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspp&gdesaian, Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat DaerahukstMenteri Dalam Negeri Nomor
061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut PematiPemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pememaator 100 tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekabepenjelasan mengenai
bahan hukum primer berupa literatureliteratur textyang berkaitan dengan pokok masalah
dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makatakalah, laporan penelitian, artikel
surat kabar dan lain sebagairiya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang meikdreripetunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekumiainya: kamus-kamus (hukum),
internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumuliain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang baik serta pus@géngumpulan dan
pengolahan data yang benar, pengumpulan bahan hdkakukan dengan cara mencatat
dan membaca setiap dokumendokumen dan informasgenan kewenangan pelaksana
tugas dan pelaksana harian dalam melaksanakan pegasrintahan berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipgade Disamping itu juga penelitian
dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur uktmendapatkan landasan teoris pendapat
para ahli.

TeknisAnalisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehoban dengan hal itu maka bahan
hukum yang telah diperoleh akan dilakukan anasisisara kualitatif, oleh karena itu dalam
penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan secamaum, sehingga gambaran yang diperoleh
dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitati\nalisis data secara deskriptif kualitatif
adalah “upaya untuk memperoleh gambaran singkagrtgnsuatu permasalahan yang

" 1bid, h. 194
¥ Bambang Sunggondjetodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.116.
®1bid, h.117.
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berdasarkan atas suatu perundangundangan yankubeala berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudianyusunnya secara logis dan
sistematis.*
Langkah langkah selanjutnya yang dipergunakan datmtakukan suatu penelitian
hukum, yaitu :
a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hyang tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipgna@mpunyai relevansi juga
bahan-bahan non-hukum;
c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan barllan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan;
d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yda tibangun di dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Mengenai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Dalam Pemerintahan
Daerah

Pelaksana HariafPlh) dalam administrasi negara adalah pejabat yaegempati
jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejareg menempati jabatan sebelumnya
berhalangan atau terkena permasalahan hukum sahiidigds dapat menjalankan tugas dari
posisi jabatannya. Pelaksana Hariditunjuk oleh pejabat pada tingkat diatasnya dan
umumnya menempati jabatan struktural dalam aditn@ssnegara, seperti kepala instransi
pemerintahan.

Kata pejabat memiliki arti yaitu orang yang mempinj@batan atau orang yang
memangku suatu jabatan atau pangkat, sehingga dgygadtami bahwa orang yang sedang
memangku jabatan disebut dengan pejabat. Sedamg&ag yang hanya menjabat jabatan
yang bersifat sementara dikarenakan sedang begamamenjalankan tugas dan funsinya
disebut dengan penjabat atau lebih dikenal dersjéahi Pelaksana harian (PH).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) hurub d°gsal 34 Ayat (2) UU
Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa apalpkgabat defenitif berhalangan
menjalankan tugasnya, maka pejabat pemerintahanilikietmk untuk menggunakan
kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atauké@indgaitu menunjuk pejabat
pemerintahan yang memenuhi peryaratan sebagaisaglakharian atau pelaksana tugas
untuk melaksanakan tugas pejabat yang sedang aegaa sementara.

Istilah pelaksana harian dan pelaksana tugas nkepaida Pasal 14 ayat (1) dan ayat
(2) UU Administrasi Pemerintahan, ketentuan tersebenyatakan bahwa badan dan/atau
pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabilgadikan oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan diatasnya serta merupakan pelaksgaa tutin. Pelaksana tugas rutin yang
dimaksud yaitu pelaksana harian yang melaksanakeyast pejabat defenitif yang
berhalangan sementara dan pelaksana tugas yanksareian tugas pejabat defenitif yang
berhalangan tetap.

Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakas wan kewajibannya dapat

10 .
Ibid, h. 117
" Firdaus Arifin & Fabian Riza Kurnia, Penjabat KpBaerah, Thafa Media, Yogyakarta: 2019, him. 105
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menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemarntiderah. Oleh sebab itu untuk
menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintaharaldadiperlukan adanya penunjukan
pejabat sementarading officer) Sekretaris Daerah yang akan melaksanakan tugas ru
pejabat defenitif untuk sementara waktu.

PIh Sekretaris Daerah terjadi di Provinsi Jawa Timwaladl karena Sekretaris Daerah
definitif diberhentikan karena sudah masa pensaéiningga terjadi kekosongan jabatan. Oleh
karena itu Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagaiilwR&merintah Pusat mengangkat
penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melalksanaugas sekretaris daerah provinsi
setelah mendapat persetujuan menteri yang menygeaign urusan pemerintahan dalam
negeri

Apabila pejabat defenitif sekretaris daerah bertgda menjalankan tugas, Kepala
Daerah memiliki hak untuk menggunakan kewenangalandamengambil keputusan
dan/atau tindakan yang bertujuan untuk mendelegiasilan memberi mandat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan vyaitu manumelaksana harian untuk
menjalankan tugas pejabat defenitif yang sedangghergan menjalankan tugasnya.

2. Prosedur Pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provins Jawa
Timur

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indmndsmor 3 Tahun 2018
Tentang Penjabat Sekretaris Daerah pasal 4 memeldsahwa Kepala daerah menunjuk
pelaksana harian apabila:

a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugasguwtari 15 (lima belas) hari kerja;
atau

b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentiastses daerah kurang dari 7 (tujuh)
hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat selgetaerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengarmkgtbat sekretaris daerah
provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris dgam@binsi setelah mendapat persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintaledamd negeri. Penunjukan Plh
Sekretaris Daerah Jatim oleh Gubernur Jawa Timah tberjalan sesuai ketentuan yang
berlaku. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 itu dijelaskapabila pejabat pemerintahan
berhalangan menjalankan tugasnya, maka atas psjabgtbersangkutan dapat menunjuk
pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratak battindak sebagai Plh atau PIt.

Selain itu, penunjukan Plh Sekda Jawa Timur jugerttuat dengan Perpres Nomor
3 Tahun 2018 yang mengatur terkait penjabat (Rpesaris daerah. Dalam perpres tersebut
dijelaskan, kepala daerah dapat menunjuk PIh jiled8 tidak dapat melaksanakan tugas
kurang dari 15 hari kerja. Atau dalam proses petaarikeputusan pemberhentian Sekda
kurang dari tujuh hari kerja atau sampai pengargkRj Sekda. Secara spesifik tidak diatur
dalam Perpres tersebut terkait masa jabatan Phin@m PlIh akan mengisi kekosongan
jabatan Sekdaprov Jatim untuk sementara sampaiilieya pejabat definitif atau sampai
ditunjuknya Pj Sekda.

Ketentuan lain yang juga memperkuat penunjukanSelkdarov ialah Surat Edaran
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Ta021 tentang kewenangan Plh

12 pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undalegnor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
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dan pelaksana tugas (PIt). Dalam SE tersebut tatdtéguisul yang menerangkan bahwa PNS
yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjldagai Plh atau Plt. Ketentuannya antara
lain, pejabat fungsional ahli utama dapat ditunggbagai Plh atau Plt jabatan pimpinan
tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan admingtratau jabatan pengawas. Dalam Surat
Edaran BKN sebelumnya sebenarnya juga sudah dMaitu Surat Edaran Nomor 2 tahun
2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan BetkJugas dalam Aspek
Kepegawaian yang menjelaskan bahwa JPT pratamgahttan fungsional ahli utama dapat
mengisi JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan

. Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam
Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan pejabat publik adalah kemampuan untulgamebil tindakan hukum
tertentu yang memuat hak dan kewajiban untuk mé&kakuatau tidak melakukan suatu
tindakan tertentu serta dapat menuntut pihak laituku mengambil tindakan tertentu.
Ketentuan dalam prinsip legalitas menjelaskan bakewenangan pejabat pemerintahan
bersumber dari ketentuan peraturan perundang-uadaaginya segala bentuk kewenangan
yang diperoleh pemerintah haruslah didasari dengeraturan perundang-undandan.
Begitu halnya dengan kewenangan Plh Sekretaris abaProvinsi Jawa Timusebagai
pejabat yang menggantikan Sekretaris Daetefinitif haruslah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam menjalankarPemarintahan Daerah.

Kewenangan pejabat defenitif atau pejabat pengddhtSekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timurdalam pemerintahan dapat diperoleh sesuai dengadigkojabatan yang
diterima agar tidak terjadi tindakan diluar batasvknangan pada saat mengeluarkan suatu
kebijakan tertentu. Sumber kewenangan dapat dgfersgsuai ketentuan UU Administrasi
Pemerintahan yang menjelaskan bahwa kewenangan dapgt dijalankan pejabat
pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, giede dan mandat.

Apabila dikaji melalui teori kewenangan kemudianlitat bahwa Plh Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Timuanemperoleh kewenangan melalui mandat yang bersudaer
kewenangan atributif yaitu berdasarkan aturan pkkbhtentuan mandat dan delegatif dari
pejabat diatasnya yaitu Gubernur Provinsi Jawa Timelalui Menteri Dalam Negeri.
Karena mendapatkan perolehan kewenangan melaludahaRlh Sekretaris Daerah tidak
memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat diéfgang sedang digantikan. Sebagai
penerima mandat (mandataris) PIh Sekretaris Da®aalga bertindak untuk dan atas nama
pejabat defenitif yang digantikan atau pejabatediaya sebagai pemberi mandat (mandans)
karena keputusan akhir tetap berada pada pembedatta

Kewenangan Plh Sekretaris Daehamya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah
ditetapkan oleh pejabat defenitif sebelumnya yaadpsaat ini terdapat kekosongan jabatan.
Kewenangan yang dapat dijalankan oleh Plh Seksebaerathanya bersifat administratif
seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetagidaelumnya oleh pejabat defenitif
dan/atau tugas administratif lainnya serta meladsam kebijakan yang sudah ditetapkan

13lbid., h. 101

4 Fabian Riza & Rizari AfiliasiOp. Cit., h. 92.
> Dewi Triwahyuni & FugohaQp. Cit., h. 40
' Fabian Riza Kurnia & Rizari AfiliasiQp. Cit., h. 93.
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sebelumnya oleh pejabat defentfif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU AdmasisPemerintahan menjelaskan
bahwa kewenangan yang bersumber dari mandat taja&t dnengambil keputusan dan/atau
tindakan yang bersifat strategis yang mempunyaipdé&nterhadap perubahan status hukum
pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokagaemy® Keputusan dan/atau tindakan
yang bersifat “strategis” adalah Keputusan dan/éitalakan yang memiliki dampak besar
terhadap perubahan rencana strategis atau renaaje gemerintahan. Yang dimaksud
dengan perubahan status hukum organisasi adalahetap&an perubahan struktur
organisasi, perubahan status hukum kepegawaianu yaielakukan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai, dan pembal@kasi anggaran adalah
melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapieasinya.’

Melengkapi dan menegaskan ketentuan mengenai éi@takewenangan pejabat Plh
yang dimuat dalam ketentuan UU Adinistrasi Pemahanh, Badan Kepegawaian Negara
melalui SK BKN 1/2021 menjelaskan bahwa pejabatgyertahan yaitu PIh dan Pt yang
memperoleh kewenangan melalui mandat untuk merig&iosongan jabatan pejabat
defenitif yang sedang berhalangan menjalankan ttigak berwenang untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategig berdampak pada perubahan status
hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan salekaygarad® Kemudian dalam
ketentuan SK BKN 1/2021 angka 5 memuat kewenangag glapat dilaksanakan meliputi:

a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definistigeketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaiatagirksrja pegawai;

c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Kedan cuti yang akan dijalankan di
luar negeri;

e. menetapkan surat tugas/ surat perintah pegawai;

f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan

g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali pgapisn antar instansi;

h. memberikan izin belajar; dan

I. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangarp&tensi.

Kewenangan Plh Sekretaris Daeratemang dibatasi pada hal-hal yang bersifat
strategis karena pejabat pelaksana harian hanggaigielanjut jalannya roda Pemerintahan
Daerah. Jika selama itu diperlukan suatu kebijaleang bersifat strategis yang harus diambil
oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur,arRé&sal 132 A ayat (1) PP 49/2008 bisa
dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yangifsrstategis’ Ketentuan dalam pasal
ini menjelaskan bahwa penjabat atau Plt Kepala dbagrang diangkat untuk mengisi
kekosongan jabatan Kepala Daerah  karena  mengumdurkdiri  untuk
mencalonkan/dicalonkan kembali menjadi calon Kepdarah/Wakil Kepala Daerah, serta

" pujiyanto & Hananto Widod®p. Cit., h. 3.

8 pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahu# Z@htang Administrasi Pemerintahan

19 penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nom@aBun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

20 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2821 Tentang Kewenangan Pelaksana harian
Dan pelaksana Tugas Dalam Aspek.

21 Nandang Alamsyah Delianoor, Problematika Pelakdargas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan
(Pra dan Pasca Pilkada Serentdijnal [Imu Pemerintahan, Volume.1, Nomor.2, Oktober 201%.. 331.
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Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Dagang menggantikan kepala daerah
dilarang:
a. Melakukan mutasi pegawai;
b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pdjabsebelumnya dan/atau
mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengam gikeluarkan pejabat sebelumnya,;
c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yanggnt@ngan dengan kebijakan
pejabat sebelumnya; dan
d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijapkayelenggaraan pemerintahan
dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Akan tetapi, menurut ayat (2) ketentuan pasal iselilitkan bahwa 4 (empat)
larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mengbepersetujuan atau izin tertulis dari
Mendagri??

4. Polemik Hukum Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah

Kehidupan seorang eksekutif, manager, kepala, tdirekSekretaris Daerah,
Gubernur, Bupati/Wali Kota, Menteri sampai dengaesklen atau pejabat apapun, adalah
kehidupan yang selalu berhubungan dengan keputdsguitusan yang dilakukan bertujuan
untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputteséepas keputusan itu benar atau
mengandung kelemahan. Karena pengambilan kepusdahaaspek terpening dalam kunci
manajemen kepemimpin&h.Pengambilan keputusan mempunyai arti penting beaju
mundurnya suatu organisasi baik itu ruang lingkupanisasi swasta atau pada organisasi
pemerintahan untuk memberikan alternatif sesuaigaenketentuan aturan yang sudah
ditetapkarf’

Secara umum keputusan dapat diartikan sebagaapitiari beberapa kemungkinan,
atau pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dim#al tersebut akan erat kaitannya
dengan akhir suatu proses yang dinamis dari pengamBeputusan sebagai sebuah
kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukannya plesimgan atas pilihan-pilihan yang ada
untuk membentuk satu keputusan.

Penunjukan Plh Sekretaris Daerah ditujukan untukggentikan jabatan Sekretaris
Daerah yang sedang tidak bisa dalam menjalankasityg agar roda pemerintahan daerah
tetap berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kewgaragang dimiliki seorang Plh Sekretaris
Daerah tidak memiliki kewenangan yang sama dengsetaris Daerah defenitif yaitu
dalam hal mengambil tindakan baik itu dalam bekigputusan atau kebijakan yang bersifat
strategis pada saat menjalankan roda pemerintadeaald

Saah satu pembatasan terhadap keputusan yanggdildikeeluarkan oleh Pelaksana
Harian dalam beberapa peraturan perundang-undasggti melakukan mutasi pegawai.
Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosethg diatur dalam peraturan

22 pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomofra®un 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 TentangliRem Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

% Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Penig@miam Pengambilan Keputusan Kebijakan
Publik, Jurnal Borneo Administrator: Media Pengengam Paradigma Dan Inovasi Sistem Administrasi Nega
Volume 5, Nomor 1, 2009, h. 11.

*1bid. h. 12.

%% |bid. h. 16.
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perundang-undangan. Sistem kepegawaian nasionalilikierposisi penting untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan kabigesentralisasi, maka ada sebagian
kewenangan dibidang kepegawaian yang diserahkaadkegdaerah untuk dikelola dalam
sistem kepegawaian daerah. Dengan adanya dessadiraBistem manajamen kepegawaian
menggunakan gabungan antara kewenangan pusat dapndegan daerah untuk
melaksanakan pembinaan terhadap kepegawaian daehahgga kepala daerah mempunyai
tanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian d&erah.

Mutasi pegawai merupakan kasus yang sering muretikan di setiap pergantian
kepemimpinan daerah. Tidak hanya pergantian kefsdeah melalui hasil pemilihan umum
melainkan juga dari penetapan pejabat kepala dagmafj menggantikan Kepala Daerah
yang sedang berhalangan menjalani tugas. Mutagl gaakukan pejabat pengganti kepala
daerah disetiap pergantian kepemimpinan dilakukangan memperhatikan segala
persyaratan dan pertimbangan, hal itu mengindikasgecara tidak langsung keberadaan
pegawai bergantung kepada kepala daerahnya. Madk& tnengherankan jika terjadi
pergantign Kepala Daerah, berganti juga pejabgkain Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD):

Pejabat pelaksana harian atau pun pelaksana tugassbja diberhentikan jika
terbukti mengeluarkan keputusan atau kebijakan ymergda diluar batas kewenangannya
karena jabatan yang dijalankan itu bukanlah jabatafenitif sehingga memiliki batas
kewenangan dalam mengeluarkan keputd&an.

PENUTUP

Kewenangan Plh Sekretaris Daerah dalam hal iniSekretaris Daerah provinsi Jawa
Timur memang dibatasi pada hal-hal yang bersifittesgis karena pejabat pelaksana harian
hanya sebagai pelanjut jalannya roda Pemerintalearab. Jika selama itu diperlukan suatu
kebijakan yang bersifat strategis yang harus diboibh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Timur, maka Pasal 132 A ayat (1) PP 49/2008 bigalitian dasar untuk mengambil kebijakan
yang bersifat stategis. Akan tetapi, menurut agatketentuan pasal ini disebutkan bahwa 4
(empat) larangan tersebut dapat dikecualikan $et@@mperoleh persetujuan atau izin tertulis
dari Mendagri.

Mengingat kedudukan Plh Sekretaris Daerah sangategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diharapkan bagi setiap Sekr&®aerah yang terpilih dalam membantu
Kepala Deerah untuk memimpin penyelenggaraan Petakan Daerah agar menjalankan tugas
dan kewenangannya sesuai dengan yang sudah diatam dketentuan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah sehingga penyelenggaraan R&ahan Daerah dapat berjalan dengan
baik.

Terkait dengan pengaturan tentang Plh Sekretarisrdbadiharapkan kepada pejabat
pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengaagkBlh Sekretaris Daerah agar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku baik itu yang beruunigngan kondisi yang menentukan untuk
diangkatnya seorang Plh Sekretaris Daerah dan meagenai syarat ketentuan pejabat yang
dapat menduduki jabatan Plh Sekretaris Daerah.

26 yuli Ernitasari,Op. Cit., h. 113.
27 Ahkmad Marwi,Op. Cit., h. 556.
8 1bid., h. 557
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KEABSAHAN PERWALIAN TINDAKAN HUKUM ATASJUAL BELI
TANAH DENGAN PENJUAL ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI
PENETAPAN NEGERI Nomor : 109/Pdt.P/2015/PN.K dl)

Anzal Sabri' dan Vanes Sabri?
Universitas Narotama Surabaya

anzal.sabri21@gmail.cdm

ABSTRACT

This study aims to determine the reason for théobiocal mother submitting an application
for child guardianship, the basis for the judge'snsideration in granting a child
guardianship application, and the legal consequenaier the guardianship determination.
The method in this research is to use research aitfempirical juridical approach, with
gualitative legal research types, and the sourcasduare through field research. The result
of this study is that the reason for the birth neotvho wants to sell the Certificate of
Ownership and the money is used for the needsrathilel's school fees. The basis for the
judge's consideration in granting this petitionbhased on Article 47 of Law Number 1 of
1974 concerning Marriage which states that pares#s represent their children as long as
their power is never revoked. And as a result of tretermination there is a decision from
the court that the biological mother can still regent her child legally

Keywords: Skills, Guardianship, Children

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuattudi dalan UUD1945,
termasuk dalam terjadinya suatu perikatan atawsaiesn jual beli, sepertihalnya dalam suatu
transaksi Jual beli hak atas tanah, jual beli hak &anah adalah suatu perbuatan hukum yang
berupa penyerahan hak milik atas tanah oleh pertalilah atau penjual kepada pembeli,
yang dapat mengakibatkan beralihnya hak kepemiliatas tanah dari penjual kepada
pembeli. Sehubungan dengan peralihan hak atas,tahattalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah rbetken bahwa peralihan hak atas
tanah melalui transaksi jual beli dibuktikan dengatanya akta yang dibuat oleh PPAT
(Pejabat Pembuat Akta Tanah).
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NomoFadun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak : “Anak adalah seseorang yalignb@encapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin”. Dengan demikian @ealksia ini benar-benar membutuhkan
kesejahteraan dan perlindungan dalam perkembangaprya. Orang yang pertama kali
berhak untuk melakukan perlindungan terhadap kepgrt diri seorang anak adalah orang
tua anak tersebut. Hal ini sesuai dengan PasaK289 Perdata, yang menyatakan tentang
asas-asas kekuasaan orang'tua.

Namun, pada kenyatannya penulis menemukan satkarperyang keluar dari
ketentuan ketentuan di atas, dimana seorang ibdukgnmemohon penetapan perwalian
kepada Pengadilan Negeri Kendal atas anak kandangang permohonan tersebut tercatat
dengan Nomor register 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl. Ppaetdersebut berisi tentang pengajuan
permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu atek &andungnya yang mana pemohon
telah menikah dengan seorang laki-laki yang bern&ud®/ITO pada tanggal 20 februari
1984 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Selayatpada tanggal 27 desember 2011 suami
pemohon meninggal dunia karena sakit sesuai dengarat kematian Nomor:
474.3/23/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang diketaa oleh Kepala Desa Kendal.

Suami pemohon selain meninggalkan pemohon juga nggaikan harta warisan
berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik N81 &eluas 3.405 M2 (Tiga ribu empat
ratus lima meter persegi) dan No. 682 seluas 3WB% Tiga ribu tujuh ratus delapan puluh
lima ) atas nama KASTARI, yang terletak di Kelunahdolokerto, Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal. Pemohon mengajukan permohonaik alaipat mewakili anaknya yang
belum dewasa dalam bertindak secara hukum. Perbimatium yang dimaksud adalah
pemohon bermaksud untuk menjual SHM (Sertifikat Héikk) tersebut yang mana uang
tersebut akan digunakan pemohon untuk keperluagabpendidikan anak, dan biaya
kehidupan sehari-hari nya. Bahwa pemohon memililakayang belum dewasa bernama
VINA MELINDA dan INDAH PURWANTI, dan untuk kepemigan tersebut adalah wajar
apabila Pemohon selaku ibu kandung menjadi Wali W&MA MELINDA, dan INDAH
PURWANTI. Bahwa untuk bertindak atas kepentingam@eon, pemohon terlebih dahulu
harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan N&ggam hal ini Hakim mengabulkan
permohonan pemohon

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yaagan digunakan adalah penelitian

yuridis normative Penelitian yuridis normative merupakan penulisamgyditujukan dan

1 UU No 4 tahun 1979 Pasal (1) ayat 2
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dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang angah dan bahan — bahan hukum
tertulis lainnya yang berkaitan adanya dengan gerelni.

Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitiandalafh sumber bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum primera dalah rodhg&um yang mempunyai
kekuatan hukum vyaitu berupa peraturan perundangngath seperti KUHPerdata dan
UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Bahan hukumusekr adalah Bahan yang
sifatnya menjelaskan dan mendukung bahan hukumeprantara lain literature yang
berkaitan seperti buku — buku hukum termasuk jumadum, skripsi, dan tesis, serta

pustaka lainnya berkaitan dengan hukum.

PEMBAHASAN
Per mohonan

Permohonan tersebut berisi tentang permohonan panwgang dilakukan oleh
ibuatas anak kandungnya yang mana telah menikagadeseorang laki-laki yangbernama
SUWITO pada tanggal 20 FEBRUARI 1984 dan dikarura (tujuh) orang anak.
Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2011, suamohp meninggal dunia karena sakit.
Sesuai dengan surat kematian Nomor: 473.3/23/V/2@ttanggal 21 Mei 2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulsari. Suamighem meninggalkan harta warisan
berupa tanah dan bangunan berdasarkan SertifikaMilik Tanah No.681 seluas 3.402°M
(Tiga Ribu Empat Ratus Dua Meter Persegi) atas nidastari, dan Sertifikat Hak Milik
Tanah No. 682 seluas 3.785 M2 ( Tiga Ribu TujuhuR&elapan Puluh Lima meter persegi)

yang terletak di Kelurahan Nolokerto, Kecamatariwiahgu, Kabupaten Kendal.

? Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.
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Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditungrijadi wali anaknya yang
belum dewasa dalam bertindak secara hukum. Perbimatium yang dimaksud adalah
pemohon bermaksud untuk menjual tanah SHM (Seatifikak Milik) tersebut yang mana
uangnya akan digunakan pemohon untuk keperluanabmgndidikan dan pemenuhan
kebutuhan hidup dari anak-anak Pemohon untuk kedgpa Bahwa pemohon memiliki
anak yang belum dewasa bernama VINA MELINDA, dabMH PURWANTI, dan untuk
kepentingan tersebut adalah wajar apabila Pemoélakisibu kandung menjadi Wali dari
VINA MELINDA, dan INDAH PURWANTI. Untuk bertindak &as kepentingan pemohon,

pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Peretiari Pengadilan Negeri

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan déaksdcara ex-parte atau bersifat
Sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangarhparkemudian memeriksa bukti-bukti
surat atau saksi yang telah di ajukan pemohon.lgBetgermohonan diperiksa, maka

pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau katefiapschikking / decree).
Penetapan

Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan lzekdes dengan adanya
permohonan atau gugatan volumtair yang ditandataraj@h pemohon (erorangan maupun
badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepadaa kpengadilan negeri. Istilah
permohonan atau gugatan voluntair ini dapat dilidatam penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Keteritigentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang meskipun tidak diatur lagi dalam ahgtUndang Nomor 4 Tahun 2004,
dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Mel@d ahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomadiah4n 1970.

®3alinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.
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Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengasapupengadilan pada tingkat
pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin déktibrgang berlaku bahwa penetapan yang
dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohaan voluntair pada umumnya dapat
dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertamatedakhir. Penetapan pengadilan
hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangasitat limitatif dengan syarat ex-parte
atau sepihak dalam keadaan sangat eksepsionahdgatderbatas pada hal tertentu saja dan
hanya boleh terhadap masalah tersebut, dan jugatwkian oleh undang-undang yang
menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan balelesdikan secara voluntair dalam

bentuk permohonan untuk mendapat penetapan.

Hakim mengabulkan penetapan ini dengan pertimbangaangedepankan
kemanfaatan, memberikan kepastian hukum dan keaditgi pemohon, pertimbangan
Hakim dalam mengabulkan permohonan pada PenetaparoiN 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl
Pemohon membutuhkan biaya untuk kepentingan péwaidinaknya dan kehidupan sehari-
hari nya, dan agar tidak terjadi perselisihan, ketsg ataupun tuntutan dikemudian hari,
penetapan pengadilan wajib dilaksanakan. Dikabulkan Penetapan Nomor:
109/Pdt.P/2015/PN.Kdl, yang memberikan kemudahdokumenjual Sertifikat Hak Milik
dan pemohon dalam mewakili anaknya, karena penetppagadilan sangat dibutuhkan
pemohon dalam mewakili anak di bawah urhBemohon selaku ibu kandung sangat tepat,
mengingat anak tersebut belum dikategorikan devsasiangkan di sisi lain pemohon selama
dalam pemeriksaan tidak terindikasi sebagai ibugyaelanggar hukum seperti pemabuk,
boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilaraggma dan hukum, dengan demikian

Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mewatii bagi anaknya yang belum

* (Elmiyah & Sujadi, 2005: 327-328)
> Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.

760



:: HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 1, April 2022

cakap hukum. Hakim memberikan izin kepada pemohdnkumenjadi wali bagi anaknya,
dimana Hakim mengabulkan semua permohonan perwabeh pemohon yang
bersangkutan. Penetapan ini juga mengizinkan itak ah bawah umur untuk mengelola
ataupun mempergunakan harta warisan milik kedu& #eraebut yang berasal dari harta
peninggalan ibunya, yang dimaksudkan untuk dipeagan bagi kepentingan anaknya
sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulaisdgrikebutuhan sehari-hari, pendidikan,

sandang, pangan, dan lain sebagainya.
Perwalian

Arti perwalian menurut Hukum Perdata adalah pengawaerhadap anak
yang masih di bawah umur, yang tidak berada di bakekuasaan orang tua serta
pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sesg@n aturan undang-undang.

Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

a.Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabutdsslannya sebagai orang tua
b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai

c. Anak yang lahir di luar perkawinn
Menurut KUH Perdata terdapat 3 jenis perwaliantuyai

a.Pasal 345 KUHPerdata apabila salah satu dari aramgneninggal dunia, maka
perwalian anak yang belum dewasa dipangku demirhu&leh orang tua yang
masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebas#an dipecat dari kekuasaan orang

tua.

®J. SatrioHukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Unddndang Citra Aditya Bakti,
Bandung. 2005, him. 5
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b. Pasal 355 KUHPerdata (Perwalian dengan wasiat)rigasiasing orang tua yang
menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian sdasang atau beberapa
anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi amakaga tersebut, jika sesudah
ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetdfekim yang dimaksud

dalam alinea terakhir pada Pasal 353, perwaliaak tidilakukan pihak lain dari

orang tua.

Pasal 359 KUH Perdata (Perwalian yang diangkat béim) apabila seorang anak
belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaag twa dan yang perwaliannya
sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, npgkeadilan negeri harus
mengangkat seorang wali untuk anak tersebut setakidengar atau memanggil

dengan sah para keluarga sedarah.

Pendewasaan ( Handlichting)

Pendewasaan atau handlichting adalah suatu updg@mhagar seseorang
yang belum dewasa atau belum cakap agar menjad dangan orang yang telah dewasa,
baik dalam tindakan tertentu maupun semua tindaedrnngga ia dapat memiliki kedudukan

yang sama dengan orang dewds&da 2 macam pendewasaan :
1. Pendewasaan sempurna

Pendewasaan ini diperoleh dengan surat-surat @@y “sudah
meerderjarige” atau dalam bahasa latin disebut i&/@&mtatis” dari Presiden
setelah mendapat pertimbngan dari Mahkamah AgungngY dapat
mengajukan permintaan untuk mendapatkan “Venia t&étaadalah

minderjarige yang minimal mencapai umur 20 tahussgb 421 KUH Pdt).

7 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata ledtm Jakarta: Djambatan, 1991, Him. 25
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Dengan handlichting yang sempurna ini, maka oraglgnb dewasa dapat
dikatakan sama kedudukannya dengan orang yang d&Jdasi perbuatannya
dalam segala hal disamakan dengan orang yang sdelaasa. Namun
menurut pasal 425 KUH Pdt, dalam venia aetatis tddipedakan ketentuan
pembatasan untuk kepentingan si yang belum dewasaendiri, dengan
menentukan bahwa untuk memindahkan atau untuk neanbbarang-barang
tidak bergerak sampai ia berusia 21 tahun ia d#kamu minta ijin dari

pengadilan.
2. Pendewasaan terbatas

pendewasaan yang diberikan hanya untuk hal-htnter (Pasal 426
Burgerlijk Wetboek). Sesuai dengan ketentuan P&&@alBurgerlijk Wetboek,
pendewasaan terbatas hanya diberikan kepada aakkyang sudah genap
berumur 18 tahun. Sebelum memberikan pendewassangagilan akan
terlebih dahulu mendengar orang tua yang menjafakkliuasaan orang tua

atau wali, dan wali pengawas bila anak tersebutdzedi bawah perwaliah.

Pendewasaan terbatas diberikan untuk memberikashdlakertentu seperti

yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah meerdigrjgaitu untuk:
1. penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri
2. membuat perjanjian sewa menyewa

3.penguasan dan penanaman tanahnya sendiri (ladawgahs

perkebunan)

® Komariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 200#).127
° R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena PohgnQ®., HIm. 235.
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4.pengurusan perusahaan menjalankan usaha Kkerajiaagant

(memahat, melukis, dan lain sebagainya)

5. 1kut serta dalam pendirian pabrik mendirikan pats#adiri usaha
dagang tertentu Agar pendewasaan dapat berlaku pd@k ketiga,
pendewasaan tersebut harid diumumkan dalam bedtmra. Pasal 431
Burgerlijk Wetboek menentukan bahwa pendewasaaratddigabut oleh
pengadilan apabila anak yang bersangkutan menyatakgnnya atau ada

kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa ia akayatergunakannya.
Kedudukan Orang Tua sebagai Wali Terhadap Anak

Pada dasarnya orang tua adalah pihak yang berhajlaghevali bagi anaknya. Orang
tua berkewajiban merawat dan mengembangkan haalenga yang belum dewasa atau di
bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memimgiabiau menggadaikannya kecuali
jilka kepentingan anak itu menghendaki atau adampuskenyataan yang tidak dapat
dihindarkan lagi, serta orang tua bertanggung jamtab kerugian yang ditimbulkan karena

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban terséBut.

Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuat&unm di dalam dan luar
pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahumli@ntang Perkawinan Pasal 49,
kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya tertsaa@png anak atau lebih untuk waktu
yang tertentu ataspermintaanorang tua yang laloakga anak dalam garis lurus ke atas dan
saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat lyamgenang, dengan keputusan

pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kbasmjya terhadap anaknya, berkelakuan

1% SudarsonoHukum Kekeluargaan Nasion&ineka Cipta, Jakarta. 1991. him. 24-25
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buruk, tetapi meskipun orang tua dicabut kekuasamngreka masih tetap berkewajiban

untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak terséb

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alasan ibu kandung dalam mengajukan penetapan fi@anke pengadilan adalah karena
sebagai syarat untuk menjual Sertifikat Hak Mil&nduang tersebut digunakan sebagai
biaya untuk kepentingan pendidikan anaknya dandkgain sehari-hari ny®asar
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal merigabypermohonan penetapan ibu
kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umilamdaPenetapan Nomor:
109/Pdt.P/2015/PN.Kdl adalah bahwa dalam persidandigeroleh fakta bahwa
Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya seloagag tua dari anak bernama
VINA MELINDA, dan INDAH PURWANTI, dengan demikian Pemohon sesuai
dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 iTaRi4 tentang Perkawinan
berhak untuk mewakili anak bernadNA MELINDA, dan INDAH PURWANTI
tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dakmddluar pengadilan.

2. Dikabulkannya Penetapan Nomor:109/Pdt.P/2015/PN.K@ing memberikan
kemudahan untuk menjual Sertifikat Hak Milik baginpohon dalam mewakili
anaknya, karena penetapan pengadilan sangat dikamupemohon dalam
mewakili anak di bawah umur. Akibat dari dikabulkga permohonan oleh
pemohon maka pemohon dapat bertindak mewakili am@aldalam menjual
Sertifikat Hak Milik, dimana uangnya digunakan uakepentingan pendidikan

anaknya dan kehidupan sehari-hari nya. Karenaukbaknya perwalian memiliki

' Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menkiitath Undang-Undang
Hukum Perdata (BWpBina Aksara, Jakarta. 1984, him. 153
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fungsi terhadap diri seorang anak untuk menjagajabteraan anak, mengawasi
halhal yang berhubungan dengan dirinya dan segatzamm yang belum dapat
diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, mErdidikan seorang anak

yang masih di bawah umur.

Saran

1. Perlu agar di sosialisasikan kepada masyarakatpmmalembaga kepentingan
lainnya bahwa sebagai orangtua berhak untuk mewakak nya dalam segala
perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupuluati pengadilan dengan
kekuasaanya selama hal tersebut belum di cabudefankepentingan anak.

2. Orang tua yang akan melakukan transaksi penjualahtatau perbuatan hukum
yang melibatkan anaknya yang masih di bawah umwanddknya agar
mengajukan permohonan penguasaan atau perwalibadéy anaknya yang
masih di bawah umur tersebut, agar mendapatkan maawe terhadap anak

tersebut.
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DAFTAR PUSTAKA

Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.
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PENDIRIAN PERSEROAN TERBATASOLEH SUAMI
|ISTERI DENGAN MODAL HARTA BERSAMA

NONOT ROESITO AGAY
Universitas Narotama

12119027 @narotama.ac.id

ABSTRACT

The Supreme Court's decision Number 69/PUU-XIIIR0%tates that the marriage
agreement can be made free of time by husband afledawd can be related to a
marriage agreement regarding the use of joint assetiuding being used for capital for
the establishment of a limited liability companyhefe are no restrictions on the
marriage agreement made by husband and wife irblestmg a limited liability
company, because the establishment of a limitdalitia company is an accumulation
of capital established based on an agreement inhadach party is obliged to deposit
capital into a limited liability company.

Keywords: establishment, company, capital, spouse

PENDAHULUAN

Badan hukum dapat berupa perseroan ssxl§s¢lanjutnya disingkat dengan PT),
koperasi dan yayasan. Bukan badan hukum dapat @emspha dagang, usaha
perseorangan, firma dan persekutuan komanddemanditair vennochap). Bentuk
hukum badan usaha tersebut “dinamakeerneming, yang berarti suatu bentuk
hukum ¢echitsvorm) dari suatu perusahaan seperti misalnya P.T. (NNdma,
Psersekutuan Komanditer (CVY'.Di sini, apabila dikatakan onderneming, maka
menunjuk pada bentuk hukum perusahaan, yaitu, degapa badan hukum dan bukan
badan hukum. Di samping itu, terdapat yang namdbgdrijf, yang berarti kesatuan
teknik untuk produksi seperti misalnjaisvlijt (home industry/industry rumah tangga
atau rumahan), nijverheid (kerajinan atau suattakstilan khusus, fabriek (pabrild”.
Rudhi Prasetya, memberikan pendapat bahwa “ Pelakba yang berbadan hukum

'RT. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawalu
Pers, Jakarta, 1991, him. 3
? Ibid,,
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adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasaan, kop@&adan Usaha Milik Negara
(BUMN). Sedangkan pelakuusaha yang bukan berbad&unh adalah perseroan
komanditer (CV), firma, perusa-haan perorangan {UD)

Menurut, Binoto Nadapdap menyatakan bahRerseroan Terbatas (PT) ini
sebagai “institusi yang mampu dimanfaatkan untuknperoleh sejumlah keuntungan
ekonomi yang mempunyai nilai lebih jika dibandingkdengan badan usaha lain, baik
ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridi€&untungan yang dapat diperoleh
dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dittdgauaspek yuridis salah satunya,
yaitu “Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak darajitean sendiri, maksud di sini
adalah misalkan Perseroan Terbatas (PT) terseltuntuli oleh pihak ketiga di
persidangan maka Perseroan Terbatas (PT) tersebyiertanggungjawab”.

Perseroan terbatas (PT) didirikan dsadkan perjanjian, sehingga pihak yang
mendirikan perseroan terbatas harus lebih dari gatinya, perseroan terbatas harus
didi-rikan oleh dua orang atau lebih. Perseroabhates (PT) merupakan persekutuan
modal. Modal yang dimasukan dalam perseroan teshbditzagi dalam bentuk saha-
saham. Dengan demikian, yang utama dalam pengieeseroan terbatas adalah adanya
perjanjian dua orang atau lebih, di mana dua olalpifp tersebut sepakat memasukan
sesuatu dalam perseroan terbatas dalam bentuk nyadal nantinya akan dibagi dalam
bentuk saham-saham. Perseroan Terbatas (PT) didialeh 2 (dua) orang atau lebih.
Pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan dafiaatddi dalam Pasal 7 ayat(l)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakAwd'‘Perseroan didirikan
oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notarig gibuat dalam bahasa Indone$ia”.

Di dalam kehidupan masyarakat masihkadas mengenai pendirian perseroan
terbatas (yang didirikan oleh suami istri, terbudéngan ditemukannya akta pendirian
perseroan terbatas yang didirikan oleh suami tetsebut di notaris. Mereka tidak
memberitahukan kepada notaris bahwa mereka adatahi sstri yang tidak memiliki
akta perjanjian kawin. Setelah itu dibuatlah akendirian perseroan terbatas, dan

disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum [daM.’ Setelah berlangsung

*Rudhi Prasetyakedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,
him. 12

*Binoto Nadadaptukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 22
5 .
Ibid

" Syarif Basir Aspek Hukum Suatu Perjanjian, dalam: Newsletter, Edisi XI, Jakarta, 2009, h. 8
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beberapa lama, yaitu pada saat perseroan terbatssbut hendak meminjam uang ke
bank barulah dari situ diketahui bahwa “akta peadiperseroan terbatas tersebut harus
dilakukan perubahan yaitu dengan membuat beriteaaegat (BAR) yang berisikan
bahwa menambah satu orang lagi di dalam persemaebut, barulah perseroan
terbatas (PT) tersebut dapat meminjam uang kepaud b

\Perseroan terbatas sebagai badan hukoaka harta kekayaan perseroan
terbatas terpisah dari harta kekayaan pribadi peddn/atau pengurusnya. Artinya
bahwa perseroan terbatas sebagai persekutuan madal,perseroan terbatas diberikan
karakteristik tanggung jawab terbatas, di mana gamg saham tidak ikut bertanggung
jawab penuh sampai harta kekayaan pribadinya tesrfzata bersama yang diperoleh
selama perkawinan. Namun, bagaimana jika terjadiwbaperseroan terbatas tersebut
didirikan oleh suami istri dengan harta bersama.
Rumusan Masalah

1) Apa suami istri dapat mendirikan perseroan tasdengan harta bersama
2) Apa akibat hukum terhadap perseroan terbatas gigirikan oleh suami istri
Tujuan penelitian

1). Untuk menganalisis mengenai kepastiarulukuami istri dalam mendirikan
perseroan terbatas dengan harta bersama, baikiterkdengan kepastian
hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan suami @& kepastian hukum
penggunaan harta bersama untuk modal pendiriarrparsterbatas.

2). Untuk mengembangkan konseptual mengédlbaiahukum terhadap perseroan
terbatas yang didirikan oleh suami istri dengarnteh@ersama, baik berkaitan
dengan akibat hukum terhadap keabsahan pendirieserpan terbatas oleh
suami istri dan akabat hukum pelanggaran persyargimegang saham

perseroan terbatas.

8 |bid
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PEMBAHASAN

1. Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri Dengan Harta Bersama

Perikatan itu dapat terjadi karena persetujuangpjgan) atau karena undang-
undang, Jadi, dengan demikian undang-undang Kkiteyahanengenai dua sumber
perikatan.® Menurut Yahya Harahap, menyatakan bahwa “persatujiatau
overeenkomst bisa juga disebut “contract”, yangaftersuatu tindakan/perbuatan
seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepadacsang lain atau lebih (Pasal
1313 BW)"1°

Perjanjian merupakan tindakan hukumgdansiapa telah terjalin persesuaian
kehendak para pihak (dua orang) atau lebih untuénamptakan, merubah atau tidak
melakukan sesuatu akibat hukuth. Menurut Mariam Badrus Badrulzaman,
menyatakan bahwa “perikatakan adalah hukum vyanigtakr di dalam lapangan
kekayaan, yang terjadi para pihak ( dua orang) lefaib, pihak yang satu mempunyai
hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yangy&inajib memberikarn prestast.
Prestasi itu meliputi memberikan sesuatu, berbestiatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Menurut R. Subekti, bahwa dua orang dapat melakbkdoungan hukum. Hubungan
hukum tersebu mengenai harta kekayaan. Pihak yatognsemberikan hak menuntut
yang lainnya. Pihak yang lain diwajibkan memenuhtatan itu®

Hamaker meumuskan perkawinan dalamfamnal adalah “tiap perjanjian
yang dilangsungkan sesuai undang-undang anta@n cslami isteri mengenai
perkawinan mereka tidak dipersoalkdfPengertian ini tidak menitik-beratkan pada isi
perbuatan hukumdg inhoud der handeling), akan tetapi menekankan pada unsure-
unsur abstrak yang formal #bstract formele elementer) yang pada pokoknya

’R. Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Bina limu, Surabaya,
1978, h. 19

10 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1985, h. 23

" Dalam Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu”.

2 Mariam Badrus Badrulzaman, KUH Perdata, Buku lll, Hukum Perikatan dan Penjelasannya,
Alumni, Bandung, 1996, h. 11

BR. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 199, h. 122-123, menya-takan
bahwa dalam Buku Il KUH Perdata ialah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda)
antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,
sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenubhi tuntutan itu

" Henry Lee Aweng, Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan, Rimbow Medan,
Jakarta, 1988, h. 32
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menyangkut : a, saat perjanjian itu dilangsungkian,apa sebab perjanjian itu
dilangsungkan, dan c. orang-orang yang melangsungdajanjian itu. Perjanjian
perkawinan dalam arti materiil diungkapkan oleh ye$ yang menyatakan “perjanjian
perkawinan dapat dibuat, baik sebelum perkawin@mgsungkan maupun oleh suami
isteri sesudah perkawinan dilangsungk&iTiap peraturan yang mengatur hubungan
hukum harta kekayaan antara (calon) suami dan njcakteri yang timbul dari
perkawinan mereka adalah perjanjian perkawinan

Perjanjian kawinhgwelijks atau huwelijkse voorwarden) adalah “perjanjian
yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebadilangsung-kannya perkawinan
mereka untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yaegyangkut harta kekayaatf".
Perjanjian kawin dibuat oleh calon suami istri $etmveatau pada saat dilaksanakan
perkawinan yang mengatur akibat-akibat perkawimahaidap harta kekayaan mereka.
Faham perjanjian yang demikian ini tidak termaspk gang dikenal dengan taklik
talak. Perjanjian kawin ini sifatnya lebih bercoqakda hukum kekeluargaan, sehingga
tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang tetdalam Buku Il tentang
Perikatan berlaku. Pejanjian kawin ini dilakukanhtidap harta kekayaan yang lebih
besar salah satu pihak dari pada pihak lain.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahund li8fak secara rinci mengatur
bentuk-bentuk harta benda perkawinan yang dapaatiperjanjian perkawinan. Pasal
tersebut mengatur tentang keabsahannya, saakineyh dan dapat diubahnya
perjanjian itu. Hal tersebut berbeda dengan PEZ®| suami istri berhak menyiapkan
penyimpangan, persatuan harta kekayaan asal teféénbangan dengan kesusilaan dan
ketertiban. Ke dua para calon suami istri tidakedyplehkan melepaskan hak-haknya,
harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalai® Igarbawah pun, tidak boleh
mengatur harta peninggalan itu sebagaimana dingataleh Pasal 141 KUH Perdata.

Konstruksi hukum harta dalam perkawimagrupakan harta bersama, kecuali
ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. aHdrdawaan adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihakmidakntukan lain. Pasal 35 UU
Nomor 1 Tahun 1975 telah mengadakan perbedaaradmaia bersama dengan harta

bawaan. Dalam Pasal 35 ditentukan bahwa harta paada@ah harta kekayaan yang

 Ibid., h. 33
16 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga
University Press, Surabaya, 2000, h. 74
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diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan teta@mjaiemilik pribadi masing-masing
suatu atau istri..

Pengurusan harta bersama  apabila dikazerludapat dipindahtangankan,
diasingkan, disewakan, dijaminkan atas persetujgaami istri. Konstruksi hukum ini
sesuai Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1975 atekgn bahwa “mengenai harta
bersama suami atau istri dapat bertindak atasnpemekedua belah pihak”. Pengurusan
dan pengguasaan harta bawaan di bawah masing-mssamgi atau istri. Ini berarti
bahwa harta bawaan merupakan harta milik pribadiimgamasing suami atau istri.
Konstruksi hukum yang demikian ini sebagaimann&didalam Pasal 36 ayat (2) UU
Nomor 1 Tahun 1975 menyatakan bahwa “masing-masumgmi dan istri yang
membawah harta bawaan mempunyai hak sepenuhny& omlakukan perbuatan
hukum mengenai harta bendanya”.

Kembali pada konstruksi hukum Pasalagét (2) UU Nomor 1 Tahun 1975,
terdapat kata “penguasaan”. Dari kata “penguasatarsebut tidak memberikan
penjelasan mengenai istilah “penguasaan terselerkaf®@an “penguasaan”, dapat
ditafsirkan secara luas, baik ditafsirkan sebaganglihara- an, pengurusaan, maupun
penguasaan. Ketiga hal tersebut, yaitu, pengurusameliharaan, dan penguasaan
tergantung pada sifat perbuatan hukumnya.

Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tah@n5 terdapat kata “sepanjang para
pihak tidak menentukan lain”. Kata tersebut daptfglirkan bahwa para pihak dapat
membuat perjanjian mengenai penguasaan harta bawaarstruksi hukum mengenai
wewenangnya selanjutnya Pasal 29 UU Nomor 1 Tdl#b mengatur mengenai
perjanjian perkawinan atau suatu perjanjian di Iparkawinan. Pasal 29 ayat (1)
mengatur perjanjian kawin yang disahkan pegawaicgeah perkawinan. Perjanjian
perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilamgjsan. Selama perkawinan tidak
dapat dirubah, kecuali ada kesepakatan untuk mierdiaa tidak merugikan pihak
ketiga, , Prinsip perjanjian perkawinan tersebetnyata berpedoman pada prinsip
kesepakatan.

Dalam perkembangannya, perjanjian peikanw bukan hanya dilaksanakan
waktu atau sebelum perkawinan (Pasal 29 UU11974¢ritiean pasal ini perlu dikaji
ulang, dan pembentuknya tidak mengacu pada pendimfers, yaitu, Huwelijkse
voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het Sluiten van het
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huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt” *” Perjanjian
perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suamiriiseebelum perkawinan
dilangsungkan, maupun oleh suami isteri sesudatkap@man dilangsungkan.
Seharusnya sudah disesuaikan karena pendapat $Meljedigunakan BW baru di
Belanda, dan Pasal 29 ayat (1) masih menyesuaigtmmtkan yang ada dalam KUH
Perdata. Adapun terhadap formula dan materi p&janperkawinan tergantung
kesepakatan. sebagaimana amanat Pasal 1338 jalBa8UH Perdata.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan usgot M. K Nomor  69/PUU-
XII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukarbelem dan sesudah perka-winan.
Pendapat tersebut sebenarnya pernah diungkapkanMégyers yang menyatakan
“perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik sebelerkgwinan dilangsungkan maupun
oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungksRtitusan Mahkamah Konstitusi
sesuai dengan toelichting Meijers dalam Pasal 1,8NLBW Belanda. Perjanjian
perkawinan yang dikemukakan oleh Meijers terseberupakan perjanjian perkawinan
dalam arti material.

Dalam kata atau frasa “pada waktu a@lpelum perkawinan dilangsungkan
dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1975, ldda “ .. sejak perkawinan
berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) , tentunya m@sibkebebasan 2 (dua) orang
individu untuk melakukan atau kapan akan melakylenanjian, sehingga hal tersebut
bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 28H2yatUD 1945 menerangkan
“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini &ay®an, menyatakan pikiran dan
sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Oleh karana Rasal 29 UU Nomor 1 Tahun
1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19@vor 1 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)ebtahgan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 18d&8k mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Dengan mendasarkan pada putusarkawhan Konstitusi Nomor
69/PUU-XI11/2015, pelaksanaan perjanjian perkawinsiah mendapat kepastian
hukum, yang pelaksanaannya dapat dilakukan pad&uvesbelum, saat dan sesudah
perkawinan berlangsung. Pendapat Mahkamah Kornistitusngenai pelaksanaan

perjanjian perkawinan ini sesuai dengan pendapaijeMe yaitu, ‘Huwelijkse

Y E.M. Meijers, Loc. Cit.,
¥ Ibid.,
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voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het Sluiten van het
huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt” *° Perjanjian
perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suamiriiseebelum perkawinan
dilangsungkan, maupun oleh suami isteri sesuddtapaman dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan itu mulai berlakajak perkawinan berlangsungkan,
artinya tidak boleh ditentukan waktu lain. Hal &drst sesuai ketentuan Pasal 29 ayat
(3) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sama dengan keterfasal 119 ayat (1) BW.
yaitu, “mulai saat perkawinan dilangsungkan, daokum ber-lakulah persatuan bulat
antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengendengan perjanjian kawin tidak
diadakan ketentuan lain”. Sebaliknya perjanjiankgeinan menjadi gugur, bilamana
perka-winan itu tidak jadi dilaksanakan atau diknggkan. Perjanjian perkawinan
selama perkawinan berlangsung, tidak dapat diukatyali dengan kesepakatan para
pihak. Untuk mengubah perjanjian perkawinan, setyakdiubah melalui pengadilan,
guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gianyalahgunaan keadaan terhadap
pihak ketiga. Putusan Mahkama Konstitusi Nomor B®J/FXIII/2015, perjanjian
perkawinan berlaku bagi semua orang dan atau weagara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan putusan Mahkama KosistiNomor 69/PUU-
XII/2015, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 dgdandang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-gn@asar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekulatdom mengikat. Ketentuan-
ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebebasgrbgahek, sebab yang berhak bebas
menentukannya sendiri. Dengan demikian, ber-dasgsktusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, maka perjanjian perkawinan dapat dithzalk, oleh calon suami isteri sebelum
perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami istegisudah perkawinan

dilangsungkan.

H.M.N. Purwosutjiptp memberikan pengertian” badan hukum yang modalnya
terdiri atas saham dinamakan perseroan teriftssilah terbatas mencerminkan pada

PEM. Meijers, Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting eerste gedeelte, Staat-
drukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954. h. 4
% H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, lilid 2, Intan Sejati, Klaten
2005, him. 88, menyatakan “perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum.
Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri
dari sero-sero atau saham-saham”.
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kewajiban pesero atau pemegang saham. Tanggunl javietas pada nilai nominal
semua saham yang dimilikinya. Rochmat Soemitro, begikan pengertian PT adalah
perusahaan dengan modal perseroan yang tertentutgeragi dalam saham-saham,
para pesero ikut serta dalam modal itu dengan niemsélembar saham atau lebih,
melaksanakan tindakan hukum di bawah nama yang skngan kewajiban yang
semata-mata terbatas pada modal yang mereka seforRéddulkadir Muhammad,
memberikan pengertian “PT merupakan perkumpulaadaiterdiri atas saham-saham,
dan kewajiban sekutu terbatas pada jumlah sahamdianilikinya”.?? PT adalah badan
hukum di mana perseroan menunjuk pada cara pememtodal dan istilah terbatas
menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Mundy menyatakan bahwa PT
adalah perusahaan dalam bentuk badan usahan berakiam. Perusahaan tersebut
didirikan berdasarkan perjanjian, Para pendiringdakukan usaha dengan modal dasar.
Modal dasarnya perusahaan tersebut terdiri atasnmsahham?® Secara yuridis

pengertian PT ada dalam undang-undang perserdzsatasy

Pengertian PT yang terdapat dalam|Pasagka 1 undang-undang PT telah
mengalami perubahan dengan adanya Undang-UndangmMidmTahun 2020 tentang
Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU 11 Tahun 202Perubahan tersebut diatur
dalam Pasal 109 Bagian Kelima Perseroan Terbatasmtdkan beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangeR®an Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, BEdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47561). Berdasarkan peiage dan definisi Pasal 1

! Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993,
him. 6 menyatakan bahwa “persekutuan ( persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan
atau memusatkan sesuatu, barang, atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi
keuntungan yang didapatnya) dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi dalam saham-saham,
para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih, melakukan
perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata
terbatas pada modal yang mereka setorkan

22 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, him. 68 menyatakan bahwa “perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal
yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu terbatas pada jumlah saham yang
dimilikinya”

2 Munir Fuady, Perseroan Terbatas, Paradigma Baru, Citra Aditya bakti, 2003, him. 2
menyatakan “Perseroan terbatas adalah “perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjan-jian dan para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di
mana modal dasar tersebut terbagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan”.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptajaKeéersebut di atas,
menyatakan bahwa PT merupakan badan usaha berbbatidn badan hukum

perorangan. PT sebagai badan hukum memenuhi&uigsha mikro dan kecil.

Badan hukum menurut R. Subekti, baudatum dapat digugat dan menggugat
didepan hakinf* Di samping itu, R. Rohmat Soemitro, memberikanindéfbadan
hukum (rechts-persoon) adalah “suatu badan segmotang pribadi dapat mempunyai
harta, hak serta kewajiban seperti seorang priadi”

Dalam UU 11 Tahun 2020 disebutkan balpeeseroan adalah badan hukum
perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro éail. ilBerdasarkan ketentuan Pasal
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UsakeoMKecil, dan Menengah,
maka usaha mikro dan usaha kecil dapat didirikah dladan usaha perseorangan.
Badan usaha perseorang dapat berupa bukan badam hmlaupun badan hukum.
Perseorangan dapat mendirikan badan hukum penseesaai diatur dalam Undang-
Undang 11 Tahun 2020. Persero yang seluruh sahandinyéki oleh negara; b.
Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milikd@es

PT didirikan berdasarkan perjanjiBii. adalah badan hukum, PT merupakan
persekutuan modal. PT didirikan oleh 2 (dua) oratay lebih; PT didirikan dengan
akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesigdalah orang perorangan, baik
warga negara Indonesia maupun asing atau badamhimklonesia atau asing. Prinsip
yang berlaku pada dasarnya sebagai badan hulkensgrpan didirikan berdasarkan

perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satang pemegang saham.

R. Subekti memaparkan bahwa perjanjieawin mengharapkan akan
memperoleh kekayaan. Oleh karena itu perlu diadakananjian perkawinan

(huwelijksvoorwaarden)”. %® Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa “perjanjian

>4 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, 1987, him. 19, menurut R. Subekti, badan hukum dapat
digugat dan menggugat didepan hakim. pada pokoknya adalah “suatu badan atau perkumpulan yang
dapat mewakili hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan
sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim”.

 Ibid.,

%R, Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984, him. 37 memaparkan
bahwa “jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan
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perkawinan  harus diadakan sebelumnya pernikahdangdungkan dan harus
diletakkan dalam suatu akta notarié5R. Soetojo Prawirohamidjojo, memberi-kan
pengertian perjanjian kawin dibuat oleh calon suastri sebelum atau pada saat
perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin unt@ngatur akibat-akibat perkawnina
terhadap harta kekayaan merekaMeijers, yaitu, Huwelijkse voorwaarden kunnen
zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het huwelijk als door
echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt” **Perjanjian perkawinan dapat dibuat,
baik oleh calon suami isteri sebelum perkawinaandjsungkan, maupun oleh suami
isteri sesudah perkawinan dilangsungkan harus tideragan akta notaries.. Perjanjian
kawin merupakan persetujuan yang dibuat sebelumngblungkannya perkawinan
disahkan oleh pegawai pencatat.. Begitu juga d&asal 47 ayat (1) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islanmydtakan bahwa calon
mempelai dapat membuat perjanjian kawin disahk@awai pencatat nilah mengenai
kedudukan harta dalam perkawinan. Mendasarkan paddapat hukum dan landasan
aturan yang terdapat dalam KUH Perdata dan UU Ndmia@hun 1974 tersebut di atas,
maka suami istri tidak dapat melakukan atau mempetgetujuan perkawinan, karena
sudah berstatus sumia istri dan sudah melangsungleakawinan. Persetujuanj

perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilamgjsan.

Dalam kondisi sekarang ini mulai tamgetubahan suatu perilaku terhadap
undang-undang yang memperlihatkan suatu keserasiatara harapan untuk
mengadakan pembaharuan hukum melalui aturan undzheag di satu pihak, berupa
pembaharuan dan perubahan terhadap perundang-amgdaegerti UU Dasar 1945 dan
adanya kesadaran bahwa dalam usaha demikian smrgat diperhatikan nilai-nilai
kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sehinggarlai@a lembag MK sebagai

akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka ada-kalanya diadakan perjanjian perkawinan
(huwelijksvoorwaarden)”

%7 Ibid., R. Subekti menyatakan bahwa “perjanjian yang demikian ini menurut undang-undang
harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaries

% R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di
Indonesia, Airlangga Univercity Press, Surabaya, 2002, him. 57 memberikan pengertian “perjanjian
kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat
perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawnina terhadap harta kekayaan
mereka”.

2 EM. Meijers, Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting eerste gedeelte, Staat-
drukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954. h. 4
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lembaga yang mempunyai kewenangan menguji secatariinégerhadap peraturan
perundang-undangan yang melanggar konstitusi. Kenpe MK mengadili undang-

undang yang bertentangan dengan UU Dasar £945.

Berdasarkan ketentuan putusan Mahkama Korishusor 69/PUU-XI11/2015,
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1)d48)(4) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengdarig-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempukgiuatan hukum mengikat.
Ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai denghaeblasan yang berhak, sebab yang
berhak bebas menentukannya sendiri. Dengan demikiandasarkan pada putusan
MK tersebut, maka perjanjian perkawinan dapat dibuasebelum perkawinan

dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudatapémian dilangsungkan.

Harta bersama merupakan Kekayaan yangralgh dalam perkawinan oleh
suami istri. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun4l@myatakan bahwa “harta
bersama yang diproleh selama perkawinan menjada Hmrsama™. Harta bersama
dapat dibuat perjanjian perkawinan oleh suami,isten tidak terdapat persoalan
inkonstitusional. Para pihak yang membuat perjanjmerkawinan terhadap harta
bersama Dberlaku ketentuan tentang perjanjian panka sesuai Pasal 29 ayat (1)
sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konshtusior 69/PUU-XI11/2015.
Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebutaHzersama dapat digunakan

sebagai objek persetujuan perkawinan suami Eainsa perkawinan berlangsung.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah HKosistNomor 69/PUU-XI11/2015,
tersebut, harta bersama dapat digunakan sebagki pdijjanjian perkawinan suami istri
selama perkawinan berlangsung. Dengan putusarbtgrssiami istri dapat membuat
persetujuan perkawinan dalam penggunaan harta nbersgaitu harta benda yang

%0 pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

*! pasal 35 ayat (1) U-U Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “harta bersama yang diproleh
selama perkawinan menjadi harta bersama”.
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dimiliki selama perkawinan. Harta bersama tersalagat digunakan dan para pihak
dapat bertindak dan atas persetujuan kedua bétak pebagaimana diatur dalam Pasal
36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian aetkan dalam penggunaan harta
bersama tersebut diperbo- lehkan dan dijamin kigmasiukumnya, termasuk apabila

harta bersama tersebut dipergunakan sebagai maladah gpendirian perseroan terbatas

oleh suami istri/

2.Akibat Hukum Per seroam Terbatas Dengan Harta Ber sama Suami I stri

Perseroan terbatas (selanjutnya dalamirbadisingkat PT) merupakan badan
usaha berbadan hukum atau badan usaha berbadam faklim perorangan sesuai
dengan criteria usaha mikro dan kecil. Berdasaketentuan Pasal 7 ayat (4) UU
Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan bahwa perseroan eveheh kedudukan sebagai
badan hukum setelah didaftarkan kepada Menterindemdapatkan bukti pendaftaran.
Mekanisme pendaftarannya dilakukan melalui elekkronsehingga pada saat
didaftarkan dan memperoleh bukti pendaftaran seelaidronik. Setelah memperoleh
bukti pendaftaran, maka perseroan tersebut satgaebadan hukum sesuai Pasal
153B UU Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan ketenRemal 7 ayat (4) UU Nomor 11
Tahun 2020 dinyatakan bahwa perseroan memperotkidikkan sebagai badan hukum
setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapdildain pendaftaran.

Badan hukum PT atau badan hukum pegan yang memenuhi criteria usaha
mikro dan kecil, maka harta benda perseroan taesltatpisah dari harta benda pendiri
dan pengurusnya. Badan hukum perseroan memilikicdkeékan sebagai subjek hukum.
Badan hukum memiliki sendiri harta kekayaann Badlakum boleh melakukan
perundingan. Badan hukum boleh mengikat perjaniangan pihak lainnya. Badan
hukum boleh berbuat dalam perselisihan hukum damya. Badan hukum memikul
tanggung jawab dalam arti hukum tentang segalaup&hnya™* PT merupakan
badan usaha berbadan hukum. Untuk mendapat statberBadan hukum masih harus
memenuhi persyaratan, yaitu, setelah akta pendyammendapat pengesahan dari
menteri. PT jelas merupakan badan hukum walaupusihnmargantung pada syarat
yang ditentukan setelah akta pendiriannya seteldhftdrkan kepada Menteri dan

mendapatkan bukti pendaftara

32 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987, h. 20
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PT sebagai badan usaha berbadan hukaaalnya dibentuk atau berasal dari
persekutuan modal sebagaimana dinyatakan oleh Pasajka 1 UU Nomor 40 Tahun
2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 tentangeaCierja. Pemasukan sesuatu
dalam perseroan dalam istilah hukum dinamakabréng”, baik berupa tenaga, benda
atau modal. Semua yang dimasukan dalam persekbéwas dilakukan secara halal.

PT didirikan atas persektutuan modatana modal merupakan dana atau uang
yang dipakai sebagai pokok untuk mendirikan PT. &lotersebut dikumpulkan
berdasarkan kesepakatan para pendirinya berdasgeganjian. Menurut H.M.N
Purwosutjipto, modal terdiri dari modal dasar, nogang ditempatkan, dan modal
yang disetol’. Modal dasar merupakan modal utama. Modal dassepmmn utama
adalah modal dasar atas seluruh nilai nominalrsahdodal dasar perseroan paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiabymlah modal dasar yang harus
disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persgéa) modal dasar harus ditempatkan
dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetowlpedibuktikan dengan bukti
penyetoran yang sah. Besaran modal dasar persditeatukan berdasarkan keputusan

pendiri. dan tidak diterangkan mengenai asal usdah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nof#@ofahun 2007 yang telah diubah
UU Nomor 11 Tahun 2020, hanya menyatakan sebagaek#uan modal, dan oleh
dua orang atau lebih. Dengan demikian, modal peaseryang berasal dari harta
bersama suami istri digunakan untuk perseroan tidalapat larangan. Harta bersama
suami istri dapat dipergunakan dalam pendirian P@&nggunaan harta bersama sebagai
modal dalam pendirian PT atas dasar persetujuamigsai yang bersangkutan. Hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Narmahun 1974 dinyatakan bahwa
harta bersama merupakan harta benda yang dipexelma perkawinan. Harta bawaan
masing-masing suami dan istri dan harta benda gaebadiah atau warisan, adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang paratpiakkmenentukan lain. Dalam

Pasal 36 diterangkan bahwa masing-masing suamsttamempunyai hak sepenuhnya

3 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk

Perusahaan, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1998, him. 101. modal terdiri dari “a. modal perseroan atau
modal dasar, yaitu, jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian; b. modal yang
disanggupkan atau ditempatkan; dan c. modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor
oleh para pemegang saham pada kas perseroan”.
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untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartadogad sedangkan mengenai
harta bersama suami atau istri dapat bertindak peéagnjian kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 tersmlaka suami istri dapat

mengadakan perjanjian perkawinan dalam penggunaata fbersama untuk modal
pendirian PT. Perjanjian perkawinan tersebut balgéksanakan setelah perkawinan
sesuai putusan MK Nomor 69/PUU-XII1/2015, di marwarta yang diperbolehkan

hanyalah harta bersama yang diperoleh selama peawerlangsung. Dengan adanya
putusan MK Nomor 69/PUU-XIII./2015, maka perjanjidawun dapat dilakukan

setelah perkawinan berlangsung.

Pada umumnya dalam PT tertutup, haikelwhrkan saham atas nama saja, dan
di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapgassaja yang diperbolehkan ikut
serta di dalam uasaha ini. Dalam hal modalnya bedasi harta bersama, maka bentuk
PT tersebut tutup. Ciri khas dari PT tertutup penga berasal dari hubungan keluarga.
PT tersebut tidak lagi merupakan perseroan perrandaétapi merupakan perseroan
keluarga. Anggotanya (perseronya) terbatas paderéed orang (keluarga) saja, seperti
halnya perseroan terbatas yang didirikan oleh susimidengan modal berasal dari
harta bersama yang digunakan untuk modal pembamtak. Kedudukan modal yang
demikian ini, menjadi terpisah antara modal PT gaenharta benda (kekayaan) suami
istri yang mendirikan PT tersebut. Harta kekayaaans istri yang disetor ke PT
merupakan harta kekayaan tersendiri yang terpisahhdrta kekayaan perseroannya.
Pemasukan yang didapat dari para persero berupaalnmdsbar, modal yang
ditempatkan, dan modal yang disetor. Harta kekayaiapengaja diadakan karena PT
merupakan persekutuan modal sebagai alat untuk ej@ntujuan perseroan dalam
melaksanakan kegiatan dan hubungan hukum di m&syar@leh karena itu, harta
kekayaan menjadi jaminan perikatan yang telah diloleh perseroan dengan pihak

ketiga pada saat melakukan hubungan hukum dengsyana&at..

Unsur-unsur dalam mendirikan PT harus 2adaang atau lebih.. Dua orang atau
lebih tersebut harus ada pernyataan kehendak darodhng tersebut sebagai pendiri
untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan niEkaaj setiap pendiri mengambil
bagian saham pada saat perseroan didirikan serfanjin pendirian perseroan
dinyatakan dihadapan notaries dalam bentuk aktadipa@m. Suami istri yang
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mendirikan PT berarti telah memenuhi ketentuanlgassebut. Begitu juga, dalam hal
suami istri mengadakan perjanjian perka-winan ydifakukan setelah berlangsungnya
perkawinan, mendapat kepastian hukum sebagaimansgou Mahkamah Agung
Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan tdimge dibuat setelah
berlangsungnya perkawinan, dan perjanjian perkawis@perti ini sesuai putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015.

Dalam hal suami istri menggunakan ahai@éngan harta benda bersama dalam
perkawinan, maka apabila dimasukkan ke dalam mpe@eroan, dengan sendirinya
tidak memenuhi persyaratan dalam pendirian persengabatas, karena bukan
merupakan akumulasi modal dari 2 (dua) orang, itdtapya dihitung 1 (satu) orang.
Kecuali, apabila dalam perjanjian perkawinan temseterdapat pembagian harta
bersama kepada masing-masing suami istri, beraathsmendapatkan bagian, dan istri
menadapatkan bagian, dari masing-masing bagiagbtgrdimasukkan atas nama suami
dan atas nama istri, maka pemegang saham atau aeghegdal terdiri dari 2 (dua)
orang, dan memenuhi ketentuan ayat (5) Pasal 7 tiddd 40 Tahun 2007 yang telah
diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020. Oleh karena #gar memenuhi kreteria yang
ditentukan sesuai Pasal 7 ayat (5), maka suanningmbuat perjanjian perkawinan
dengan membagi harta bersama sesuai dengan bagiasaana bagiannya. Dari hasil
pembagian tersebut, kemudian suami dan istri met®rganjian pendirian perseroan
terbatas, mereka masing-masing memasukkan mod&anytlam perseroan terbatas,
maka yang memasukkan modal tersebut adalah 2 ¢daagy, sehingga sesuai ketentuan
yang berlakulnilah konsekuensi yang ada dalam perseroan terlisthwa perseroan
terbatas merupakan suatu perjanjian yang didinkammal 2 (dua) orang/badan hukum
sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1, Pasal 7 pyatdtl(3), ayat (4) dan ayat (5) UU
Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU NobhioTahun 2020 tentang Cipta

Kerja.

Para pendiri pada saat badan usaharparsdidirikan, wajib mengambil bagian
saham. Artinya bahwa setiap orang atau badan hugamg mendirikan perseroan
terbatas, harus memiliki saham perseroan terbatashut. Begitu juga, apabila suami
istri mendrikan perseroan terbatas dengan hartsalma, maka suami istri tersebut

secara otomatis memiliki saham yang jumlah sananyh. Sebab kedudukan harta
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bersama merupakan milik suami istri dengan pembagsng sama. Suami dan/atau
istri dapat bertindak terhadap harta bersama demganbuat perjanjian. Artinya bahwa
penggunaan, pemilikan, pembagian harta bersama luiipagi sama besarnya antara

suami istri.

Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 yangteiabah oleh UU Nomor 11 Tahun
2020 mewajibkan setiap para pendiri pada saatrnbasaha perseroan didirikan dapat
mengambil bagian saham. Suami dan istri apabiladimkan badan usaha perseroan,
pada saat mendirikan wajib mengambil bagian salpmmseroan. Hal tersebut
merupakan wujud pernyataan kehendak dari para mpewmiika membuat persetujuan
atau kesepakatan pendirian perseroan terbataai slEgan kesepakatan untuk syarat
sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan PasalK3ROPerdata. Kesepakatan hanya
dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, nggja berhubung badan usaha
perseroan dibuat berdasarkan perjanjian, maka njenaitu dapat dilakukan oleh

minimal 2 (dua) orang.

Dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 TaB0@7 dinyatakan bahwa perseroan
memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkakepaitusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum badan usaha perseroannykergersyaratan PT telah
terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang diteniikAnundang-undang. Persyaratan
yang utama seperti ditetapkan yang mewajibkan pmasedidirikan oleh 2 (dua) orang
atau lebih. Perseroan didirikan dengan akta natadi@am bahasa Indonesia. Ketentuan
ini  menimbulkan perilaku hukum dua orang atauhleferilaku hukum berupa
perjanjian dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebihlaba ketentuan tersebut, tidak
menyebutkan bahwa 2 (dua) orang tersebut tidakhbslami istri. Karena tidak ada
larangan suami istri mendirikan perseroan terbatagka suami dan istri dapat
melakukan perjanjian mendirikan perseroan terbatesgan persekutuan modal yang

berasal dari harta bersama yang diperoleh selantengjsungnya perkawinan.

Suami istri harus terlebih dahulu meéongekan harta kekayaan berupa harta
bersama yang akan dibagi sama besar yang dituardgtam perjanjian perkawinan.
Hasil dari pembagian harta bersama tersebut, kemusliami dan istri bertindak atas

nama sendiri-sendiri memasukan harta tersebut kendanodal perseroan. Dengan
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demikian jelas, bahwa badan usaha perseroan dibehh 2 (dua) orang masing-

masing yang berstatus suami dan istri dalam suatkapwvinan yang sah, Berbeda

apabila, suami istri membuat perjanjian perkawimaembentuk perseroan terbatas
dengan harta bersama, maka di sini tidak ada pgrilam modal atau perjanjian yang

dilakukan oleh 2 (dua) orang, karena harta disenaldalam bentuk satu paket, bukan
dua paket. Artinya penyerahan atau pemasukan tdrselak dimasukan atas nama

suami dan istri masing-masing. Hal tersebut b@kadengan saham badan usaha
perseroan, sebab setiap pendiri perseroan wajilgpananl bagian saham pada saat
perseroan didirikan.

Pemegang saham dalam pembentukan PT aliditakukan oleh 2 (dua) orang.
Apabila pemegang saham tidak sampai 2 (dua) onawagga sebagian saham wajib
dipindahtangankan kepada orang lain oleh pemegahgns dalam waktu 6 (enam)
bulan. Dengan demikian apabila PT yang dibentek sluami istri, maka berdasarkan
Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang teliabah oleh UU Nomor 11
Tahun 2020, seharusnya mengalihkan sahamnya kepang lain. Sebab kalau modal
perseroan tersebut berasal dari harta bersama asela@rkawinan berlangsung
digunakan sebagai modal perseroan terbatas, mattal neosebut hanya dimiliki oleh 1
(satu) pemegang saham. Sanksi pembubarginpkaseroan terbatas yang
pemegang sahamnya tetap tidak sampai 2 (dua) @&@sgpermintaan pihak yang
berkepentingan, pengadilan dapat membubarkan badaha perseroan terssebut.
Pemegang saham kurang dari dua orang bertanggwad jribadi atas perikatan yang
merugikan PT. Sanksi atau akibat hukypabda pn pemegang saham tidak
memindah-tangankan sahamnya, maka pemegang sah&mnggeng jawab secara
pribadi untuk keseluruhan atas segala perikatarkdargian perseroan. Yang dimaksud
dengan perikatan dan kerugian perseroan yang metgaggung jawab pribadi
pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yajaglitsetelah lewat waktu 6
(enam) bulan tersebut. Akibat hukum lainnya apapisnegang saham melanggar
ketentuan tersebut, maka PT atas permohonan pédrak berkepen-tingan, pengadilan
negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Kejaksntuk kepentingan umum,
pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyagweaseroan, kreditor dan/atau

pemangku kepentingan (stake holder) lainnya,
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PENUTUP

Kesmpulan
1) Suami istri tidak boleh melaksanakan peiganjkawin setelah perkawinan.

2)

Perjanjian kawin pada prinsipnya hanya dapat dda#ikan pada waktu atau
sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah plkagan perjanjian te yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan., Setplahsan Mahkamah Agung
Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan tersekidak berlaku, karena
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.npamjgperkawinan dapat
dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum dasudeh perkawinan. Harta
bersama dapar diperjanjikan oleh suami isteri uptrsekutuan modal

Harta bersama dapat digunakan modal mendirikannbadlum perseroan atau
badan hukum perorangan yang memenuhi criteria usalkr@ dan kecil. Modal
yang disetorkan harus dipisahkan dari harta kekaysandirinya karena modal
yang disetorkan merupakan harta kekayaan persezdaatas terbagi atas sagam.
Saham tersebut tidak diperboleh-kan hanya miliksdtu) orang, sebab apabila
pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orgal s&ktu paling lama 6
(enam) bulan, maka pemegang saham bertanggung jaecdra pribadi atas
segala kerugian perseroan dan atas permohonan pdnak berkepentingan,

pengadilan negeri dapat membubarkan perseroartdsrba

Saran
1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUW/X015 dipandang perlu

2).

ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadapdang-undang
perkawinan yang ada sekarang. Hal tersebut petakutkian karena undang-
undang perkawinan yang berlaku sekarang tidak menjadanya kepastian
hukum dan tidak sesuai dengan perkembangan yangkhdausnya mengenai

ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tE9ifdng Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUWZX015 perlu disosiali-sasikan
kepada para notaries, agar dalam membuat perjgogee@awinan tidak menolak
suami istri yang menggunakan harta bersama sebagalal mendirikan

perseroan terbatas atau badan hukum perorangannyamgnuhi criteria usaha
mikro dan kecil. Hal ini perlu dilakukan kemungkmaerdapat notaries yang
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belum mengetahui terhadap putusan tertsebut, kdtemangkinan suami istri
akan membuat usaha dengan menggunakan harta bedwmmgan membuat

perjanjian perkawinan.
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ABSTRACT

Changes in the era of the industrial revolution fhGhis case, all activities that support
life are made easier by the presence of technotoggnake it more practical and
efficient. In the field of Land Law, in order toalze the improvement of land services,
starting to implement electronic-based land sesyite the documents produced in the
form of electronic documents. Land reform is vemyam needed to improve services to
the community, aiming to re-register land ownershipe and utilization of agrarian
resources, especially land in order to achieve racgu certainty, and legal protection
quickly, even to avoid the existence of land mafilise Ministry of Agrarian Affairs
and Spatial Planning issues Regulation of the NBnief Agrarian Affairs and Spatial
Planning / Head of the National Land Agency Numbef 2021 concerning Electronic
Certificates. The results of this study indicatatti{i) the phrase "can" in Article 2 of
the Regulation of the Minister of Agrarian and S$gdaPlanning / Head of the National
Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electrdéctificates which means that it
is not obligatory to replace conventional land tighertificates that have been owned
by electronic certificates, (ii) the human resosréer implementing land registration
and their equipment, especially in the Village asa not yet ready, (iii) not all land in
Indonesia has been mapped and registered for the time; (iv) not all people
understand the procedure for issuing electronitficates;(v) Data from electronic land
certificates is prone to being hacked for unfavtegiurposes.

Keywords : Electronic Certificate, Land, Problems

PENDAHUL UAN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaaBd@ertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mkei Elektronik menjadi
perbincangan di masyarakat dan menuai pro dan&ddébagian masyarakat menerima

peraturan ini sebagai bentuk peningkatan pelaysqedenyanan pertanahan dalam hal

789



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 1, April 2022

efisiensi waktu dan diharapkan akan memberikarastggn hukum, keamanan dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas thaamun tidak sedikit masyarakat
yang menanggapi peraturan ini terkesan terburu-biaru belum didukung persiapan
yang matang, yang memungkinkan terjadinya ketidakeam data pendaftaran tanah

dan ketidakpastian hak atas tanabh.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian galigunakan adalah penelitan
normatif yang artinya artinya penelitian ini diddsan pada penelusuran studi pustaka
atas seperangkat norma yang telah ada, khususngauR@ Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1nT@021 tentang Sertipikat
Elektronik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan PeraturamnB8ang - Undangan
(Statute Approach), Pendekatan kasuSdse Approach) dan pendekatan melalui konsep,
asas dan doktrirGponseptul Approach).

PEMBAHASAN
Definisi Sertipikat Elektronik

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) telah mengamanatkan pelaksanaan giamdn tanah untuk
memperoleh tanda bukti berupa sertipikat hak aaasht sebagai jaminan kepastian
hukum dan oleh karena itu sebagai tanggungjawalaraegepada rakyat tentang
kepastian hukum di bidang hukum keperdataan hak ttaah maka pemerintah
sekarang terus berusaha memperbaiki dan meningkaiktem pendaftaran tanah di
Indonesia dalam rangka untuk memberikan kepastitarh terhadap kepemilikan hak
atas tanah. Dalam UUPA Pasal 19 selain sebagaasanddiadakannya pendaftaran
tanah juga memberikan tekanan bahwa penyelenggpeaataftaran tanah itu menjadi
suatu keharusan/kewajiban bagi pemerintah agadietgrtib administrasi di bidang

pertanahan di Indonesta.

' Andi Prajitno A.A.,Apa dan Siapa PPAT, Edisi Revisi Ke-2, Putra Media Nusantara, Suraba@18
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UUPA Pasal 19 tersebut juga menjelaskan bahwa umteikjamin kepastian
hukum, pemerintah melaksanakan pendaftaran tasaludih wilayah. Dan dituangkan
di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesiem®0l0 Tahun 1961, tentang
Pendaftaran Tanah, yang kemudian diganti dengaatl?an Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka yangamgkut pertanahan khususnya
tentang kepemilikan dan penguasaan tanah yangutielip) kepastian tentang subyek
hak (pemilik tanah), yaitu Badan Hukum atau pergaanyang menjadi pemegang hak
dan (ii) kepastian tentang obyek hak, yaitu :Két&kasi, batas-batas, dan luas bidang-
bidang tanah. Untuk mengetahui suatu hak atas talam dilakukan dengan
pendaftaran agar memiliki kepastian hukum yang Keaisal 19 UUPA). Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1885§ebut dipertegas dan dirubah
denganPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentarkggdagelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftarah {RR&8/2021). Dalam Pasal 84
ayat (1) PP 18/2021, disebutkan bahwa : “Penyekmaggm dan pelaksanaan
Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elekirav@kiun pendaftaran ini tidak
menjelaskan tentang pendaftaran yang pertama tieali @eralinan hak yang dilakukan
secara elektronik. Selama ini pendaftaran tanabkupertama kali masih dilakukan
secara konvensional, kecuali data-data pendukwigpian secara elektronik di Badan
Pertanahan Nasional. Sedangkan pendaftaran haktatat yang telah terdaftar
dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang teldaftar (bersertipikat) adalah
berdasarkan akibat hukum maupun perbuatan hukuen&greralihan hak atas tanah.
Yang dimaksud dengan peralihan hak atas tanah &aenstiwva hukum yaitu peralihan
hak berdasarkan warisan, untuk peralihan haktatet karena perbuatan hukum yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) niyalerupa jual beli, tukar-
menukar, hibah, inbreng (pemasukan ke dalam pemasahpembagian hak bersama,
pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tankhntig, pemberian hak
tanggungan serta kuasa membebankan hak tanggusigiiH(T).

Dan untuk sementara ini program yang diutamakam Ké&menterian ATR/BPN
dalam rangka untuk mempercepat pendaftaran tamamdemetakan wilayah di seluruh
Indonesia untuk tanah yang belum terdaftar denganggunakan peraturan, tata cara
sebagaimana dilaksanakan dengan program Pendaffamsah Sistematis Lengkap
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(PTSL) hasil daripada pendaftaran hak atas tanaelet berupa sertipikat hak atas
tanah. Sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pattan Nasional Republik Indonesia
(BPN-RI) mempunyai nilai tambah artinya dapat durdgan di lembaga pendanaan
(bank, koperasi, pegadaian, pinjamamine dan lembagdinance) dan perorangan,
menjadi jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungntuk modal usaha,
kepentingan pribadi dan lain-lain oleh masyaralRISL adalah pendaftaran tanah
untuk pertama kali, yang dilakukan secara masalnagiputi tanah yang belum pernah
didaftarkan. Melalui PTSL ini, pemerintah membenilsauatu jaminan kepastian hukum
atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Bexat pelaksana PTSL adalah
merupakan terobosan pemerintah melalui Kement&id®/BPN-RI untuk percepatan
pendaftaran tanah di bumi nusantara. Pelaksanaamafi@an tanah tersebut
dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 talitv 2Zentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agrarim data Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 a8 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden ddogh tahun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis LengkaBeldirun Wilayah Republik
Indonesia. Pelaksanaan pensertipikasian masal taealpakan pelaksanaan kewajiban
pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum, kisgrasukum dengan cepat dan
tepat, serta pemegang hak atas tanah yang telaldapekan sertipikat yang
mempunyai nilai tambah atau sebagai jaminan. Dalalaksanaan PTSL, Kepala Desa/
Lurah berperan penting karena Kepala Desa/Lurahagang buku tanah yang menajdi
dasar dibuat/diterbitkannya sertipikat hak ataahaersebut (buku/konvensional).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria data Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah sdoar@hap melakukan pelayanan
secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan evlenfgraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republitnkgia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Efekirimi salah satu bentuk politik
hukum untuk tercapainya peningkatan pelayanan mnen dengan mudah, cepat,
tepat, biaya rendah, dan secara elektronik. Layaiméormasi pertanahan yang
dilakukan melalui sistem elektronik dengan meng@eanaaplikasi Layanan Informasi

Pertanahan yang disediakan oleh Kementerian ATR/BRPN
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Selain layanan informasi pertanahan Kementerian agr dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indordal@m rangka untuk efisiensi
pendaftaran tanah, percepatan pendaftaran tanphsti@n dan perlindungan hukum,
menaikkan nilaregistering property, memperbaiki peringkdase of Doing Buisness
(EoDB), serta mengurangi jumlah sengketa, konflik, darkgra pengadilan mengenai
pertanahan, maka Kementerian Agraria dan Tata RBadgn Pertanahan Nasional
Republik Indonesia menerbitkan Peraturan MentenaAg dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Ndmi@hun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik. Berlakunya Peraturan Menteri Agrariand@ata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentangp8ett Elektronik ini mencabut
ketentuan beberapa pasal dari Peraturan Menteariagdan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7nt&@19 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/léeBaldan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Katen Pelaksanaan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.r8gheasal tersebut yakni Pasal
163A, Pasal 178A, dan Pasal 192A. Pasal-pasalbigrskcabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Agrdan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Ndmi@hun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik adalah untuk mewujudkan peningkatan yslan pertanahan guna
meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakaindi#ator kemudahan berusaha,
yang ditunjang dengan teknologi informasi dan koikasi dengan menerapkan
pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Selajgia untuk mengejar ketertinggalan
terhadap negara lain, agar investror dalam neg#ak tpergi keluar negeri maupun
investror-investror asing akan tertarik untuk maswk Indonesia karena kepastian
hukum terjamin, efisiensi waktu terkait dengan peopembuatan sertipikat tanah, serta
praktis untuk mengakses data dokumen elektronikpada sertipikat elektronik.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Ratang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (ATR/Ka.BPN-RI) Nomor Tahun 2021 tentang
Sertipikat Elektronik, pemerintah berkeinginan dntumewujudkan tujuan dari

dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5uhat960, yaitu modernisasi di
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dalam hukum agraria. Dalam melaksanakan program sesuai Peraturan Nenter
ATR/Ka.BPN-RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipik&tktronik, yakni Sertipikat-
el ada beberapa kendala-kendala yang harus dihagdpk mencapai tujuan dari
program sertipikat-el tersebut, yaitu :
* Kesiapan sumber daya manusia dari pemerintah lagkat pusat (Kantor
Agraria) sampai tingkat bawah (Kantor Kelurahan&)gs
* Terdapat frase “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) BeratMenteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R&phiolonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang menypu arti bahwa
masyarakat tidak wajib untuk mengganti sertipika htas tanah konvensional
yang telah dimiliki menjadi sertipikat elektronilalnini menimbulkan keraguan
di masyarakat;
* Belum semua tanah di Indonesia telah dipetakardtaftarkan;

* Rawan untuk diretas data-datanya untuk keperluag larang baik.

Lebih lanjut jika memperhatikan ketentuan Pasaj&t él) Peraturan Menteri ATR/
BPN-RI, yang berbunyi sebagai berikut : “Pelaksangendaftaran tanah dapat
dilakukan secara elektronik” maka kesimpulannyaydaétaran tanah melalui sistem
elektronik tidak merupakan kewajiban yang haruskdikan, tetapi sebagai pilihan.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ATHBRA RI tersebut yang
menentukan pelaksanaan pendaftaran tanah “dapakudan secara elektronik, karena
secara teoritik, frase “dapat” di dalam norma hukaempunyai arti pilihan, dan tidak
wajib. Artinya pendaftaran tanah dapat dilakukacasg konvensional atau secara
elektronik. Pilihan sistem pendaftaran elektroniktuk mendapatkan sertipikat
elektronik dipertegas melalui Pasal 6, yang merneamiiahwa penerbitan Sertipikat-el
dilakukan melalui : “pendaftaran tanah pertama katuk tanah yang belum terdaftar;
atau penggantian Sertipikat (buku) menjadi Seripéd untuk tanah yang telah
terdaftar.” Sehingga, sertipikat elektronik dibankterhadap tanah yang didaftarkan
untuk pertama kali dan jika ada penggantian s&dipi(jika terjadi perubahan

kepemilikan atau perubahan pemegang hak atas tanah)

? Heru KuswantoHukum Pendaftaran Tanah di Era Digital, Lakeisha, Klaten, 2021, hal. 96.
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Terkait dengan pembuktian atau bukti hak atas tayeing digunakan adalah bukti
tulisan hasil pendaftaran secara elektronik. Hatlitegaskan dalam Pasal 84 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18uia2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah SusunPedadaftaran Tanah, yang
menentukan : “Data dan informasi elektronik dan/dtasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah.” dan Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republignkgla Nomor 1 Tahun 2021
tentang Sertipikat Elektronik, yang menentukan:

1. Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukiilisrmengenai kepemilikan
tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak biam pendaftaran hak-hak
lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undamgagenai pendaftaran
tanah.

2. Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada éhatlapat berupa :

a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistetektronik; dan/atau
b. Dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokuniehteonik.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 PP No. 18 T&@2i dan Pasal 10
Peraturan Menteri ATR/KA.BPN-RI No. 1 Tahun 202Xsé&but di atas dipertegas
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 T@0@8 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa : ‘fimfsi Elektronik dan/atau alat
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupaat bukti hukum yang sah”

Di mata hukum tidak terdapat perbedaan dalam sipmmaftaran tanah secara
elektronik maupun yang konvensional, kecuali seteikais. Sebab sistem pendaftaran,
tata cara pendaftaran, hasil dan fungsinya dalambpktian hak atas tanah dari
pendaftaran tanah elektronik tidak berbeda dengardgftaran tanah secara manual

(konvensional).

Perlindungan Hukum

Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruaudla Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 ategt Sertipikat Elektronik,
Sertipikat Elektronik sangat efisien dan praktiseka, di dalam Sertipikat Elektronik
mencakup 7 (tujuh) dokumen lainnya, yaitu gambairruketa bidang tanah, gambar

ruang, peta ruang, surat ukur dan gambar denah gkwa ruang. Bentuk dokumen
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elektronik dibuat dengan format sebagaimana temoandalam lapiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri. Lampiran PesatuMenteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republignkgla Nomor 1 Tahun 2021
tentang Sertipikat Elektronik menjelaskan gambauruan gambar ruang elektronik
masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Umtokumen peta bidang tanah, peta
ruang, surat ukur, gambar denah dan surat ukumgredktronik, masing-masing hal
tersebut tertuang dalam 1 (satu) halaman dan di#pett melaluiQR Code. Sertipikat
Elektronik sendiri tertuang dalam satu halamanasgkian data-data lainnya tertuang
dalam 12 (dua belas) halaman dokumen lengkap aitiplektronik. Masing-masing
halaman dokumen terssebut akan diisi den@ Code yang digunakan untuk
mengakses informasi langsung (dokumen elektroniglalmi sistem yang disediakan
oleh Kementerian ATR/BPN-RI. Penyelenggaraan sistiktronik untuk pendaftaran
tanah ini meliputiinput (pengumpulan data), proses (pengolahan data), odtgat
(penyajian data). Hasil penyelenggaraan pendaftaraah dengan menggunakan sistem
elektronik itu berupa Sertipikat-El (Sertipikat HAkas Tanah Elektronik).

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN-R&ébut adalah bentuk
respon terhadap perkembangan zaman dan teknologi sdaing dengan tujuan
pendaftaran tanah yang tercantum pada Pasal JIRgr&emerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni: (i) untuknbexikan kepastian hukum dan
perlindungan kepada pemegang hak dalam suatu btdaa, (i) untuk menyesuaikan
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingamasuk pemerintah agar dengan
mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mehkgadaerbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah sasgntelah terdaftar, (iii) untuk
terselenggaranya tertib administrasi pendaftardtanAtetapi ada beberapa hal yang
perlu menjadi bahan pertimbangan yang terkait derkganungkinan hambatan yang
akan ditemui yang membutuhkan solusi untuk meakt sistem pendaftaran tanah
yang modern, efisien dan praktis tanpa mengorbakkpastian hukum dan jaminan
perlindungan hukum atas data pertanahan di Indendstberapa kelemahan dari
Sertipikat-el adalah:

1. Pemberlakuan sertipikat elektronik tidak dapatkdiéanakan tanpa adanya data
yang akurat dan tepatglid) mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia,
sehingga tanpa adanya peta bidang tanah secaraelomery untuk seluruh
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bidang tanah di Indonesia baik yang sudah terdafi@npun belum terdaftar,
akan sulit untuk dapat mewujudkan sertipikat etmitc. Maka dari itu

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terlebih dahpérlu memastikan
ketersediaan dan validitas data dan peta bidamd tdinseluruh Indonesia.

2. Validitas bidang tanah di Indonesia dari aspek dyaridan aspek fisik tanah
belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh Kementéwmaria dan Tata Ruang.
Hal ini terbukti dengan masih banyaknya konflik,rhkaea, dan sengketa
pertanahan yang terjadi karena tumpang tindihslkeati hak atas tanah. Dengan
adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanahansa#it menentukan pihak
yang valid untuk didaftarkan dalam basis data pattan.

3. Validitas data kepemilikan tanah di Indonesia tidelhya tergantung hanya
pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karedapat keterkaitan dengan
lembaga lain yang akan turut mempengaruhi validitgts pertanahan misalnya
data dari kependudukan dan catatan sipil. Validieakait dengan Pajak Bumi
dan Banggunan (PBB) juga perlu diperhatikan kapmoeaes pendaftaran tanah
akan berkaitan dengan penerimaan negara baik da&ntuk PBB maupun
dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangiBPHTB). Oleh
karena itu, data-data antar lembaga-lembaga tdrbebus dipastikan valid dan
terintegrasi.

4. Pemberlakuan hukum tidak akan dapat dipisahkanatentasyarakat di mana
hukum diberlakukan sehingga pemahaman masyarakatedmlaan masyarakat
menjadi salah satu faktor penting yang harus daitkdn dalam pemberlakuan
penerbitan sertipikat elektronik. Belum semua miat Indonesia paham
tentang teknologi dan tata cara penerbitan sediplektronik, perlu dipahami
oleh masyarakat termasuk kesiapan masyarakat unererima keberadaan
sertipikat elektronik
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistektroeike, pemerintah

menjamin perlindungan hukum terhadap produk s&etpelektronik yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik IndoneS&tipikat elektronik yang
diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahldengan tanda tangan elektronik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. katrtipiektronik ini dilengkapi
dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), yaiingle ID yang menjadi refrensi seluruh
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kegiatan pendaftaran tanah . Nomor identifikasibeiada di bagian atas. Berdasarkan
keterangan sertipikat elektronik memiliki kode urgitash code) atas dokumen yang
diterbitkan dan disambungkan dengan edisi penarlitkumen elektronik. Selain itu
pada sertipikat juga terdap®R Code yang digunakan untuk mengakses informasi
langsung sertipikat elektronik melalui sistem yalgediakan oleh Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Repulbidnésia.

Perbedaan sertipikat elektronik dengan dokumenagesidalah sertipikat ini
dilengkapi pola garis halus bergelombang yang nuehgéar belakangnya yang disebut
pola pelayanan yang berkelanjutan. Lalu ada logoekeerian ATR/BPN ditempatkan
di tangah, ditambah pola tulisan berwarna meratamasi kiri dokumen. Sertipikat
elektronik juga dilengkapi tanda tangan elektromilementerian ATR/BPN menyebut
tanda tangan elektronik ini memiliki desain klasadarn, yaitu bentuk spesimen tanda
tangan dilengkapi cap kantor pertanahan. Logo Kéenam ATR/BPN ditempatkan di
sisi kiri atas, sejajar dengan lambang Garuda. Kkamudi dalam sertipikat juga
terdapat hak, larangan dan tanggung jawab (RRB# fadapat gambar bidang tanah
dilengkapi dengan surat ukur d@RCode menuju surat ukur elektronik. Lalu di bagian
bawah terdapat informasi berisikan pengetahuaraitekktentuan dokumen elektronik
kepada pemegang sertipikat. Kementerian ATR/BPNa jugencantumkan lambang
BSrE (Badan Sertifikasi Elektronik) yaitu instanpenyelenggara tanda tangan
elektronik di bagian kanan bawah sertipikat. Conpanbandingan antara sertipikat
tanah konvensional dan sertipikat elektronik.

Sertipikat hak atas tanah elektronik menggunakemfactor authentificatio
(2FA) atau dua langkah verifikasi dan tanda targjaktronik menggunakaeertificate
authority oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehinggajamin keamanannya.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2@0®8ang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), Tanda Tangan Elektkooleh Pejabat BPN yang
berwenang tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibukum yang sah.
Perlindungan hukum dan keamanan Sertipikat Elelitrafokumen elektronik, serta
data-data pertanahan elektronik yang ada pada Hatk BPN telah dijamin juga
dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20€@tginformasi dan Transaksi
Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20X@ideg Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eekt (UU ITE). Yang dapat
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mengakses data dokumen elektronik dari Sertipikekteonik hanya yang berwenang
dan dalam penyidikan terhadap suatu tindak pidabagaimana dimaksud dalam UU
ITE, yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalamuhtuRcara Pidana dan ketentuan
dalam UU ITE. Dalam hal penyidikan di bidang Telagl Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud di atas dilakukangdn perlindungan terhadap
privasi, kelancaran layanan publik, kerahasiaanitean data (integritas data) sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indaensi

Dalam masa transisi ini pelaksanaan penggantiatipigat hak atas tanah
konvensional menjadi sertipikat elektronik (alihdi@dari dokumen fisik ke dokumen
elektronik) diberlakukan untuk aset-aset pemeritéatebih dahulu (aset Kementerian
ATR/BPN, instansi pemerintah, instansi BUMN) damgasetelah itu akan dilakukan
pada masyarakat umum. Mengenai keamanan dari peaggSertipikat-el lebih bisa
menghindari penggandaan, tidak bisa disangkal gaaistikan. Penyimpanan data ada
pada bank data BPN-RI dan pada saat penandatangagital oleh Pejabat Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RIgyaerwenang dilakukan di dalam
sertipikat elektronik, operasi kriptografi melekaksertipikat digital dan dokumen yang
akan ditandatangani dalam sebuah kode yang baskdode). Sehingga keamanan data
dokumen elektronik dapat dijamin karena proses a@@gan informasi sertipikat
elektronik menggunakan teknologi persandian, sebeptografi oleh Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN)Fungsi tanda tangan elektronik adalah sebagaiosatifikasi
dokumen yaitu dokumen digital tersebut memang diédan melalui sistem elektronik
ATR/BPN dan tidak terdapat perubahan sejak dokutaeesebut ditandatangani secara
elektronik.

* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
Sertipikat Elektronik: Menuju Pelayanan Pertahan Modern Berstandar Dunia, Presentasi Sosialisasi
Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Jakarta, 2021
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PENUTUP
Kesimpulan

Adapun penulisan Problematika Yang Muncul KarenaeRatan Sertipikat Hak Atas
Tanah Elektronik yang mempunyai rumusan masalakargn Sertipikat-el adalah
sebagai berikut:

(1) Kurang siapnya sumber daya manusia (SDM) pelaksandaftaran tanah (BPN
pada tingkat pusat maupun daerah dan PPAT) damglexperangkat serta
data-data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Wéla kelurahan/desa di
seluruh Indonesia belum terintegrasi;

(2) Ketidak tegasan pasal 2 ayat (1) Peraturan MenAgniaria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 nT&P1 tentang
Sertipikat Elektronik, masyarakat tidak wajib untolengganti sertipikat hak
atas tanah konvensional yang telah dimiliki menjselitipikat elektronik dan
belum semua masyarakat Indonesia menguasai teknaolag tata cara
penerbitan sertipikat elektronik.

Saran

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum daT Piengenai sertipikat
elektronik beserta tata cara pendaftarannya agardapatkan pemahaman bahwa
dengan menggunakan sertipikat elektronik akan depét terjamin kepastian hukum,
serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan surdbaga manusia (SDM)
pelaksana pendaftaran tanah beserta PPAT, damaKalvDesa serta mempersiapkan
perangkat-perangkat yang dimiliki oleh Kantor Beahan Daerah (khususnya tingkat
kelurahan/desa) di seluruh Indonesia, serta datafatanahan agar dapat terintegrasi
baik ke kelurahan/Desa maupun PPAT. Untuk kedepamua pendataan,
sertifikasi/pendafrtaran, peralihan pertanahan,epg®tan sertipikat semuanya harus

menggunakan sistem elektronik.
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KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

HIDUP DI KOTA SURABAYA

Syafira Indra Rochmana® dan Bambang Arwanto?
Universitas Narotama
02118050@narotama.ac.id; bambang.arwanto@narotaida.a

ABSTRACT

Environmental Permit is a license that must be alwvbg business actors. Therefore, the
Surabaya City government issued a regulation reggrehvironmental permits. However, with

the issuance of a new regulation, namely the Jaatidn Act and its derivatives, the Surabaya
City Mayor contradicts the regulation. Surabayamely revoking these regulations and

replacing new regulations in accordance with higkegulations in force.

Key Words: Environmental Permits, Government Actions, City of Surabaya

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Terjadi suatu Permasalahan pada lingkungan meanpsédah satu masalah yang paling
serius bagi lingkungan hidup.. Salah satu upayakupéncegahan terhadap suatu permasalahn

pada lingkungan itu ialah bagian suatu kebijakatesi perizinan lingkunganBahwa dalam

! Takdir RahmaditHukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 108-111
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sistem perizinan dapat ditetapkan sesuai sebagatupgan (hukum positif) serta kebijakan
Pemda yang dapat berpihak kepada suatu keperluagkufigan hidup (proekosistem)
berdasarkan prosedur sistem perizinannya, makalahaagkungan hidup tidak akan timbul,

minimal berkurang.

Pembangunan pada kawasan pemukiman warga, indlusseaingkali tidak
mempedulikan kelestarian dan kesejahteraan lingkungidup dan hanya melihat dari
pertimbangan beberapa aspek keuntungan ekononk dimimya. Diatur dalam lanjut, kesalahan
didalam aturan pengelolaan lingkungan terdapabedlgean oleh berbagai sebab seperti masalah
masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lemalpa@a sistem aturan perundangan dan
lemahnya suatu dalam pengawasan terhadap pengelblegkungan dapat menimbulkan
terjadinya masalah terhadap lingkungan. Hal iniimaéglum dapat dirasakan secara langsung
atas tindakan hukum yang dapat diberikan terhgmap pelaku atau pembuat pencemaran

lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup salah satu upaya kunpencegahan, dan
penanggulangan kerusakan serta pencemaran sertabiles kualitas lingkungan telah
dikembangkannya berbagai upaya kebijakan dan gnogerta kegiatan yang dikembangkan
oleh berbagai sistem pendukung dalam pengelolaggkungan lainnya. Beberapa tata cara
tersebut mencakup keseriusan kelembagaan, sumyEendmusia serta penggunaan lingkungan,
disamping produk hukum dan regulasi, ketersediaamukikasi dalam pendanaan bagi
masyarakat.

Pencegahan terhadap kemerosotan suatu kualigksitigan beserta sumber yang berada

di alam diartikan agar dapat lingkungan besertabgunyang berada di alam tetap dapat
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terlindungi keberadaan dan upaya kemampuan untukdukeng suatu berlanjutnya
pembangunan, setiap kegiatan pembangunan harusadidaleh beberapa dasar-dasar

pertimbangan kelestarian dan sumber daya teréebut.

Prosedur dan Persyaratan pada penerbitan suattinigkungan sudah di atur di dalam
pengaturan Undang Undang Perlindungan dan Pengeldlangkungan Hidup Pentingnya,
karena dapat memberikan gambaran kepada sesedeanfamlan hukum apa saja yang harus

dapat dipenuhi apabila ingin mengajukan izin lingdan.

Undang Undang Cipta Kerja menyederhanakan prosesizinam dengan
mengintegrasikan izin lingkungan menjadi Perizinauk Berusaha. Penyederhanaan tersebut
diharapkan dapat mempersingkat system suatu pamizdéan memperkuat suatu penegakan

hukum.

Secara internal lazim dimaknai bahwa izin-i pengelolaan lingkungan dapat
disatukan menjadi izin lingkungan. sedangkanam eksternal, dilakukan dengan integrase
oleh yang mengajukan izin usaha dan izin lkmgan. Diatur dalam lanjut, dalam suatu
pengawasan terhadap suatu perizinan tersetmaisyarakat, baik individu maupun
kelompok organisasi lingkungan dapat mengajukaatu gugatan, baik dalam bentuk
kompetensi peradilan negeri maupun dalam bentuddgen tata usaha negara. Oleh sebab itu,
konsep tersebut kini dapat digantikan dengatlanga persetujuan lingkungan melalui

Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dalam dataoperasional, terdapat preferensi yang

2 Harun, M. HuseinBerbagai Aspek Hukum Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
% Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peradelnldan Perlindungan Lingkungan Hidup.
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seakan memberikan perbedaan antara  persetujlimgkungan  dan izin  lingkungan.
Sehingga terjadi pertentangan Norma yaitu antaratyp@an walikota kota Surabaya dengan
Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya. PeratWatfikota Kota Surabaya tentang Izin
Lingkungan dan Undang Undang Cipta Kerja Tentang Persetujirsgkungan. Dimana

peraturan tertinggi merupakan peraturan yang tdiheslakukan.

Dijelaskan juga pada peraturan pelaksanaan yarati?an Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 pada pasal 39 menjelaskan bahwa peraturanriptahemulai berlaku sehingga peraturan
daerah harus menyesuaikan peraturan pemerintahgp@ma 2 bulan terhitung dikeluarkan

peraturan pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, terjadi pemean norma yaitu produk hukum.
Maka dari itu saya mengajukan proposal penelitianudul Kepastian Hukum Penerbitan

Persetujuan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya.
Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana télmhikéin oleh peneliti diatas maka

dapatlah ditarik suatu permasalahan yang akan atbddélam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penerbitan izin lingkungan di kota Surabagauai dengan peraturan perundang
undangan.

2. Kepastian hukum penerbitan izin lingkungan di Kéteabaya.

* Reza Baihaki MPersetujuan Lingkungan sebagai Objek Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata
Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume %bidr 1 Tahun 2021.
® Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 20h@ahe Izin Lingkungan.
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Tinjauan Pustaka

1. Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Tinmaonesia. Surabaya
merupakan kota metropolitan terbesar kedua di lesian Dengan jumlah penduduk
metropolisnya yang lebih dari 4 juta jiwa (perhgan pada tahun 2007), Surabaya
merupakan salah satu pusat bisnis, perdagangamstinddan pendidikan di kawasan
timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Otonomi Daerah ialah suatu kewenangan dalam dasoamiom untuk mengatur
suatu kepentingan masyarakat setempat sesuai ddwdpakan sendiri berdasarkan
suatu ketentuan aspirasi masyarakat sesuai dengmiugn perundang undandan.
Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan daskuok@n otonomi daerah dengan
merumuskan berbagai kebijakan yang dapat terkaigate Pemerintah Kota Surabaya
pada Era Otoda kepegawaian, keuangan, sosial, ekonbukum, pendidikan,
pertamanan, dan sebagainya. Walaupun dalam petdwaya kadangkadang terkesan
kontroversial karena belum dapat dipahami dan dgegnoleh masyarakatnya. Asumsi
dan pemikiran wali kota belum dapat diselaraskandiaalurkan dengan cara berpikir
rakyat yang diembannya, misalnya, imbauan pemakzhasa Jawa di sekolah-sekolah
muncul berbagai respon yang berbeda-Beda.

Kota Surabaya menjadi salah satu pusat pebisaidagangan, perindustri, dan

pendidikan di kawasan Timur pulau Jawa dan sekitarota Surabaya mempunyai luas

® SF.MarbunHukum Administrasi Negara 1, Ull Press, Yogyakarta, 2012, hal 15.
" Tubiyono, Jurnal hukum: Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Sudi Kasus
Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otoda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Baya, 2019, hal.
14.
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wilayah 33.306,30 Ha dan berada pada ketinggiarb 3neter di atas suatu dipermukaan
air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selaémdapat dua bukit landai di daerah
Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter tds gopermukaan air laut. Kota
Surabaya terletak diantara 072907°21 Lintang Selatan dan 112°36 112°54 Bujur
Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:
a. Batas Utara : Selat Madura
b. Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
c. Batas Timur : Selat Madura
d. Batas Barat : Kabupaten Gresik

2. Konsep keabsahan tindakan pemerintah

Pemerintahan dapat difahami melalui dua pengertidnsalah satu dalam artian
“ fungsi pemerintahan” (kegiatan pemerintahan), ldin pihaknya dalam artian
“organisasi pemerintahan” (perkumpulan dari sasakean pemerintahaf).

Berdasarkan teori hukum yang dikembangkan padarzamaerdapat perbedaan
antara “wewenang” sebagai dasar dari suatu suljkénh untuk dapat melakukan suatu
bentuk tindakan yang berdasar hukum publik, sdrék™ sebagai suatu dasar dari suatu
bentuk subjek hukum untuk melaksanakan suatu pemyang berdasar hukum perdata.
Hadjon membaginya menjadi “kewenangan” dan “Kecak&p (bekwaamheid).’
Kewenangan (bevogheid) dapat diberikan atau dikasihkan dalam rangka untuk
melakukan tugas-tugas pemerintahéestuurzorg) untuk suatu kepentingan pada

pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan (tegkt) dapat diberikan dalam

8 Philipus M. HadjonpPengantar Administrasi Negara, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2008,
hal. 20.
° Ibid.
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rangka untuk menjalankan kebendaan atau merasaMakeperdataan tertentu. Oleh

sebab itu dijelaskan dalam hal ini bahwa ketika &értah melakukan tindakan dalam

rangka untuk mempertahankan hak-haknya maka id getda hukum keperdataan dan
menjadi bagian subjek pada hukum perdata. Tetegig melakukan tindakan atas nama
kewenangan maka ia patuh pada hukum publik danaciesuatu subjek pada hukum

administrasi.

Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi duaonkgbk yakni Tindakan
Faktual (Feitelijk Handelingen) dan Tindakan Hukum Rgchtshandelingen). Berikut
adalah pembagiannya:

1. Tindakan Faktual Reitelijk Handelingen) akan selalu bersegi satu (eenzijdige) karena
bersifat sepihak saja atau satu tujuan; dan

2. Rechtshandelingen (Tindakan Hukum). Tindakan Huk(Rechtshandelingen) inilah
yang dijelaskan memiliki suatu arti implikasi hukusecara administrasi. Tindakan
Hukum (Rechtsandelingen) ini ada yang bersegi (@ehzijdige) karena bersifat sepihak
saja atau satu tujuan, dan ada yang bersegitweeri{dige atau meerzjdige).

Terkait keabsahan tindak pemerintahdrestUur handelingen), Philipus M.
Hadjon mengatakan bahwa ruang lingkup keabsahaiputiebeberapa yaitu: aspek
kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap upaygkkén pemerintahan dapat
disyaratkan harus bertumpu atas suatu kewenangandjsetujui yang dapat diperoleh
secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dalpatasi oleh isi (materiae), wilayah
(locus) dan waktu (temporis). Prosedur berdasadsas negara hukum, yaitu berupa
perlindungan hukum bagi kaum masyarakat; asas dasiokaitu pemerintah harus

terbuka dan jelas, sehingga ada peran serta miayéresspraak); asas instrumental yaitu
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efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelititbatau serta perlu deregulasi. Substansi
bersifat memerintah dan mengendalikan apa yandulkiém (sewenang wenang) dan
untuk apa dilakukar?’

Suatu kewenangan dibatasi oleh isi (materi), whagtan waktu, dapat diartikan
setiap penggunaan dalam suatu kewenang di luarrkpoen itu adalah cacat wewenang
atau perbuatan melanggar wewenaongbévoegdheid). Perbuatan melanggar suatu
kewenang dari sudut pandang isi atau matibdvoegdheid ratione materiae) berarti
bagian administrasi melakukan suatu tindakan ddd@ang yang tidak termasuk dalam
suatu wewenang tersebut. Tindakan melanggar suatvemang dari sudut pandang
wilayah (©nbevoegdheid ratione loci) berarti obagian dari administrasi melakukan
tindakan yang dapat melebihi batas wilayah kekuasaga Tindakan melanggar
wewenang dari sudut pandang wakiobgvoegdheid ratione temporis) terjadi bila suatu
wewenang yang dipakai telah melebihi jangka wakéungy ditetapkan untuk suatu
wewenang itu!

3. Konsep izin

Izin merupakan suatu alat pemerintah yang sifagnyadis preventif dan dapat
dipakai sebagai instrumen administrasi untuk memgsuatu perilaku dan tingkah laku
masyarakat. Pada bagian Hukum Administrasi Negdwendl sebagai berprinsip bahwa
pejabat yang memiliki kewenang atau mempunyai ydagat mengeluarkan izin,
memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pengawasshadap izin tersebut. Dalam

hubungannya dengan izin lingkungan yang dapat whkkbn oleh pemerintah atau

19 philipus M. Hadjon,Fungsi Normatif Hukum Administrass Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang
Bersih, Orasi limiah Pengukuhan Guru Besar lImu Hukunkuftas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10
Oktober 1994.

1 pid.
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pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut w#&m dapat diiringi dengan
kewajiban yang melakukan pengawasan terhadapimgkungan.

Perizinan sebagai perwujudan suatu pemberian kepageorang atau pelaku
usaha atau kegiatan tertentu, dalam suatu bentulaiaupun tanda daftar usaha. Izin
ialah salah satu bentuk yang paling banyak dagatdkan dalam hukum administrasi,
untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku petiargat?

Selain itu, izin juga dapat disimpulkan atau dinmestigsebagai dispensasi atau
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan yang.di@uapat juga pengertian izin
dalam arti sempit maupun lu&s:

a. lzin dalam arti luas, yaitu semua yang mengakibatka&rang lebih sama, yakni
dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuktdapdakukan sesuatu yang
seharusnya dilarang; dan

b. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu perbuatan dig; tetapi terkecuali
diperbolehkan, dengan maksud agar ketentuan yasgngkutkan dengan
perbolehan dapat dengan diteliti dan diberikan.

Izin juga merupakan suatu keputusan tata usahaaetgsapi tidak setiap suatu
keputusan tata usaha negara merupakan izin. lbiggse sarana kendali terhadap suatu
kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang datenkgan suatu peraturan
perundangundangan yang ada. Ini dimaknai, denganpemerintah membatasi aktivitas

warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orangdat itu adalah izin’

12 philipus M. HadjonPengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hal 15.
13 Tatiek Sri Djatmiti, DisertasiPrinsip Usaha Industri Indonesia, Fakulats Hukum Universiats Airlangga, 2004,
hal.7.

14 Siti Kotijah, Hukum Perizinan, Bantul, Lingkar Media, 2020, hal. 40.
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Terdapat kesamaan yang memiliki kemiripan denganyaitu®

a. Dispensasi adalah suatu keputusan dari pemeriraaly ynembebaskan suatu
kejadian dari kewenangan peraturan yang menolaku sparbuatan tersebut.
Sehingga dalam suatu aturan undang-undang meiga#lidapat digunakan bagi
sesuatu yang secara khustesaation legis);

b. Lisensi adalah suatu izin yang diberikan hak umhgndirikan dan menjalankan
suatu perusahaan. Lisensi dipakai untuk menyataketu izin yang dapat
memperbolehkan seseorang untuk dapat menjalanketn perusahaan dengan
izin istimewa; dan

c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengaerjpak yang besar di mana
kepentingan umum ikut serta , yang sebenarnya jaakeitu menjadi tugas dari
pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk melakukan
penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegamg yang bukan dari

pejabat pemerintah..
Orisinilitas Pendlitian
Terdapat beberapa penelitian yang diantaranya :
pertama, Dyah Pratiwi dengan judul penelitian Peran Dinasgkungan Hidup di
Kabupaten Serang Dalam Pengendalian Dampak Peraerdawasan Industri Modern Di
Kecamatan Kbin Kabupaten Serang dari Universitdm®igeng Tirtayasa yang membahas

tentang peran dinas lingkungan dalam pengendahampdk pencemaran kawasan industry

modern.

15 Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal.25.
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Kedua, Virgiawan Widagdyo dengan judul penelitian Peogat Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Kaitannya Dengan rdyaratan Perizinan
Lingkungan Setelah Berlakunya Undang Undang NomibrTahun 2020 Tentang Cipta
Kerja dari Universitas Pakuan Bogor yang membalesgenai dampak lingkungan ( amdal)
yang berkaitan dengan persyaratan perizinan linggarsetelah diterbitkan undang undang

baru yaitu undang undang cipta kerja.

Ketiga, Fitriana dengan Judul Kualitas Pelayanan Peraerbzin Lingkungan di Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene daiversitas Muhammadiyah
Makassar yang membahas mengenai kebijakan kugkiayana izin lingkungan di dinas

lingkungan dan kebersihan di kabupaten Majene.

Semua penelitian diatas berbeda dengan penesdigan yang berjudul Kepastian hukum
Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup di KotaaBaya yang membahas mengenai
produk hukum di kota Surabaya yang seharusnyaah abau diganti setelah keluarnya atau

diterbitkan peraturan baru.
METODE PENELITIAN
Jenis Pendlitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukurarmatif, dengan
menganalisis perselisihan hukum dan kepastian hulengan sumber hukum dan
dokumen pendukung lainnya, dengan tujuan memberit@asar tujuan pemikiran,

pemahaman, serta pengetahuan terhadap penelitiamiukum.
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Pendekatan M asalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundangutdyash ¢tatue approach),
pendekatan konseptualkofiseptual approach), dan pendekatan Historishigtoris
approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengergamalisis peraturan
perundang-undangan, peraturan pemerintah dan progkikm lainnya bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang dibahas dan telitiddkatan Konseptual dilakukan
dengan menganalisis suatu permasalahan yangidittigan berpedoman pada konsep
hukum yang ada. Pendekatan Historis dilakukan demgaihat dan memahami aturan

hukum yang ada serta melihat perubahan latar bhejalan perkembangan pengaturan

isu hukum yang ada.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum biasanya terdiri dari dua bab&om yaitu bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum formad yhietapkan oleh negara
yang sifatnya mengikat dan semua orang taat hulBahan Hukum Primer yang
tidak ada batasannya seperti Peraturan Walikotab&ya Nomor 74 Tahun 2016
tentang izin lingkungan, Undang Undang Nomor 11uha2020 Tentang Cipta Kerja
Bidang sumber daya Alam, Undang Undang Nomor 23uifah999 tentang
Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 23 Tah0t&42 Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Negaraddog Undang Nomer 5

Tahun 2021 dan lain lainnya.
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b. Bahan Hukum  Sekunder merupakan bahan hukum yangjelagkan atau
menguraikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekwadt pendapat para abhli,

jurnal hukum, buku, buku ilmu hukum.

LANDASAN TEORI
Ratio L egis Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Surabaya

Dalam pembangunan berkelanjutan terkandung prinahpvaperlindungan lingkungan
hidup menjadi bagian yang integral dari proses @gmbnan dan pendekatan pencegahan
melalui penilaian dampak lingkungan terhadap kerkunagy terjadinya pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup diterapkan mulai daralamungkin dan diintegrasikan dalam
bentuk proses pengambilan suatu keputusan pembamgérengelolahan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup tersebut meliputi perencanaan, ggdaatan lingkungan, pengendalian pada
lingkungan, pemeliharaan, pengawasan dan peneghk&om, yang dilaksanakan secara
sistematis dan terstruktur untuk melestarikan fuliggkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tatsy terpeliharanya daya dukung dan

daya tampung lingkungan hiddp.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, izin alataatu persetujuan dari penguasa
menurut sesuai undang-undang atau peraturan dirpgatan, untuk dalam keadaan suatu

tertentu yang menyimpang daripada ketentuan-kedartrtentu serta larangan pada perundang-

16 pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 T200@ tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung
Hidup menyatakan bahwa Daya dukung lingkungan hatigdah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
kehidupan manusia , makluk hidup lain dan keseirgharantara keduanya. Sementara, daya tampung tiggku
hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mmpyeat, energy dan/atau komponen lain yang masuk a
dimasukkan kedalamnya.
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undangan, dengan memberikan izin, penguasa dapap@nkenankan orang yang memohonnya
untuk melakukan tindakant indakan tertentu yangeseimya dilarang oleh pemerintgh.
Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpagari ketentuan-ketentuan
izin.Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikdak hanya berakibat pada pencabutan
izin tetapi juga dapat berupa penindakan secamnpiterutama jika ada kerugian yang muncul
akibat dari penyimpangan izin tersebut atau balié&apa izin berdampak merugikan dalam arti

luas®

Upaya dalam tahapan untuk melestarikan suatu fyragia lingkungan hidup yang dapat
meliputi antara lain tanggung jawab penataan padgkungan, pemanfaatan, pengembangan
pada lingkungan, pemeliharaan, pemulihan di lingleutmy pengawasan, dan pengendalian di
lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup tdpaksanakan dengan asas tanggungjawab
pada negara, asas keberlanjutan, dan asas magdaahemiliki tujuan untuk mewujudkan suatu
pembangunan berkelanjutan yang memiliki wawasagklingan hidup dalam upaya atau tatanan
pembangunan pada manusia Indonesia yang seutulnyttdnan pada masyarakat Indonesia
yang seutuhnya yang memiliki iman dan bertaqgwa #&gang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha

Esa®®

Diteribitkan Peraturan Walikota Surabaya Tentangn Itingkungan berdasarkan
peraturan perundang undangan yaitu Undang UndangioNd32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.atBemn tersebut mengatur tentang

perizinan lingkungan di Kota Surabaya.

1 N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg dalam Hadin Muhjddkum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks
Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hal

18 Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan geksiaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2014, hal. 58.

19 Syahrul Machmud, Hukum Lingkungan, Edisi Revigtakan llI, Citra Bhakti,Bandung. 2012, hal. 15.
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Dapat di simpulkan, bahwa diterbitkannya peratudalikota Surabaya tentang lzin
lingkungan untuk memberikan perlindungan terhadtagktingan hidup di perlukan upaya yaitu
melalui pengendalian usaha dan kegiatan yang bealanbagi lingkungan hidup, serta
memberikan kepastian hukum dan perlindungan untada pelaku usaha yang melakukan

kegiatan usaha di Kota Surabaya Terutama bagi W&otgaSurabaya.
2.2 Praktik Penerbitan |1 zin Lingkungan di Kota Surabaya

Dalam rangka meningkatkan pada suatu pelayanaain@eri dan non-perizinan yang
efektif, efisien, dan transparan didalam masyaraeamasuk pada para pelaku usaha di Kota
Surabaya yang dapat dilaksanakan secara elektserti& untuk meningkatkan suatu percepatan
dan pertumbuhan pada pelayanan kepada masyaragateriRtah Kota Surabaya sudah
membentuk suatu aplikasi Surabaya Single Window\(5®alam penerapannya, SSW sendiri
memiliki yang dikelola oleh Dinas Komunikasi darfdrmmatika Kota Surabaya, pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang merufaa Pintu Kota Surabaya bersama
dengan beberapa dinas dinas lainnya yang terkdéd gangan suatu pelayanan perizinan yang
disediakan oleh pemerintah, serta dilaksanakan dapat dilakukan oleh antara lain 7 Unit
Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Suralagagan dinerapkan suatu konsep suatu
pelayanan pada perizinan berbasis elektronik yapatddilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya ini menjadi suatu inovasi untuk pelaygparizinan yang dapat memberikan suatu
dampak untuk kemudahan dalam memberikan perizimata kemudahan pada masyarakat

dalam di mengakses perizinan di Kota Surafya.

% |ndah Putri Pradhina, jurnal” SSW (Surabaya Sintfiedow): Inovasi Sistem Pelayanan TerintegrasibBsis
Elektronik terhadap Perwujudan Akuntabilitas Publikiit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya”,
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Dengan menerapkan suatu konsep pelayanan perigarayn berbasis elektronik yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ienjadi sebuah inovasi pada pelayanan
perizinan yang dapat memberikan dampak pada kerandattuk dapat memberikan perizinan
serta kemudahan terhadap pada masyarakat dalagekses suatu perizinan di dalam Kota
Surabaya. Selain itu juga untuk meningkatkan spattisipasi masyarakat kota Surabaya dalam
berupaya untuk berinvestasi sehingga dapat mendopertumbuhan pada ekonomi, serta
berdasarkan tujuan yang dalam pelaksamegovernment dalam Keputusan Presiden Nomor 20
Tahun 2006, adanya-government yang dibuat tentu dapat untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalaovatu penyelenggaraan pemerintahan di
Surabaya. Dalam hal tersebut berbanding lurus deaganya tingkatan baik atau buruknya

kualitas pelayanan yang ada.

Dibentuknya pelayanan public yang bernama SSW katsantuk mempermudah bagi
pelaku usaha untuk mengajukan izin usah di kotal#ya terutama bagi warga Surabaya. Di
dalam website tersebut ada beberapa bentuk periaimara lain pemakaian ruangan dan lahan,
pemakaian sewa stadion, ijin sewa atau pengguredung, pelayanan pemakaian stan, dan izin

mendirikan bangunan.

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas llrosigd dan [Imu Politik Universitas Diponegoro Seardr,
2018, hal.06.
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PEMBAHASAN
Kepastian Hukum Penerbitan 1zin Lingkungan Di Kota Surabaya
Pengaturan | zin Lingkungan di Kota Surabaya

Masalah lingkungan merupakan permasalahn yang samngd. Hukum lingkungan merupakan

salah satu sarana untuk memecahkan kompleksitasapalahan pada lingkungan. Hukum
Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Undang-Undamnggsional yang memberikan kerangka
hukum bagi pengelolaan pada lingkungan baik dagi &tkum, kelembagaan, sarana dan
penegakan hukum lingkungan dalam rangka untuk kelséan pengelolaan lingkungan hidup di

Indonesia.

Salah satu wujud nyata dalam pengelolaan lingkuingdup adalah izin. Izin dalam arti
luas (perizinan) ialah suatu persetujuan yang dipbrpada penguasa berdasarkan suatu undang-
undang dan peraturan pemerintah, untuk berada daadaan tertentu yang dapat menyimpang
dari suatu ketentuan-ketentuan yang didalam lamngerundangarf’. Perizinan merupakan
suatu wujud keputusan pemerintah dalam hukum asimasi negara. Sebagai suatu keputusan
pemerintah, maka izin adalah suatu tindakan daoupén hukum pemerintah berdasarkan suatu
kewenangan publik yang dapat membolehkan atau dapatperkenankan menurut hukum

menurut seseorang atau badan hukum untuk melalsgsaratu didalam kegiatéh.

2L Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar IHuRerizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, idika,
Surabaya, 1993, hal. 2.

2 philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tae@rizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah, Susgbay
Nopember 2001, hal. 1.
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Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dgaransangat penting sehingga
diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam petagglya.Pendekatan yang bijak terhadap
pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan puleeka lingkungan hidup sangat bersentuhan

langsung dengan aktivitas pembangunan.

Mengacu dari pemikiran bahwa pemerintah daerah hkenkewenangan dalam
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya daiitayberarti bahwa pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin bagjapekegiatan dalam wilayah daerahnya.

Izin usaha atau kegiatan yang tidak dapat ditexhitika tidak dapat dilengkapi dengan
izin lingkungan. Dalam hal lain, para pelaku untakndapatkan suatu izin lingkungan harus
menempuh beberapa prosedur atau tahapan dan harasnohi beberapa persyaratan yang
telah tertentu yang ditentukan. Pengaturan padalizgkungan dan pentaatannya merupakan
suatu upaya yang didalamnya untuk menuju pembangyaurag berkelanjutan atau dalam ilmu
ekonomi lingkungan dapat dinamakan atau disebuigselgreening business management”.
Greening business management adalah suatu kegtediéegi pada pengelolaan lingkungan yang
terpadu dan terperinci yang meliputi beberapa pdéatgembangan struktur dalam organisasi,
sistem dan budidaya didalam suatu kompetensi ydjay tdengan beberapa cara untuk
menerapkan dan mentaati berbagai seluruh peratygag mengenai tentang pengelolaan
lingkungan, termasuk pengelolaan dalam bahan baéngolahan pada limbah, penggunaan

pada sumberdaya alam yang efektif, penggunaan dalamologi produksi yang menghasilkan
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limbah minimal serta dapat menerapkan komitmenndatasadaran lingkungan bagi seluruh

karyawan dalam organisasi tersebut.

Dalam sub bab ini disimpulakan bahwa peraturan k&t Surabaya Nomor 74 Tahun
2016 tentang lzin Lingkungan yang terdiri dari J&s@l yang didalam berisi tentang tata cara
permohonan, penerbitan izin lingkungan, perubabhenlingkungan,kewajiban izin lingkungan,
pengendalian dan pengawasan, sanksi administratetentuan peralihan dan lain lainnya
merupakan syarat dan prosedur bagi pelaku usalduselmendirikan kegiatan usaha di Kota

Surabaya.

Perwali Kota Surabaya dbentuk berdasarkan Undangamin Pengelolahan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup, sedangkan Ada b@aeng@asal yang bertentangan antara
Undang Undang Pengelolahan dan Perlindungan LirggkurHidup dengan Undang Undang
cipta Kerja diantaranya pasal 40 mengenai izinklimgan, pasal 26 mengenai pelibatan
penyusunan amdal, pasal 88 mengenai tanggung jdivdiah B3, pasal 79 mengenai

pembekuan dan pencabutan izin.

3.2Validitas Yuridislzin Lingkungan di Kota Surabaya

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suaad&en di mana terjadi kesesuaian
antara cita-cita yang terkandung di dalam substankum dengan realitas berlakunya hukum
tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap ku@ag tidak efektif apabila terdapat
disparitas antara realita hukum dan ideal hukuringga hukum tersebut harus dirombak dan

disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu Begajuan atau cita-cita yang terkandung di

% Helmi, Jurnal hukum:”Kedudukan Izin Lingkungan Bl Sistem Perizinan di Indonesia” VOLUME 2 NO. 2,
2021, hal.5.
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dalam isi/substansi hukum, realita hukum mengaqad@ pengertian penerapan hukum yang
indikatornya adalah kesadaran dan atau kepatuhanrhyang tercermin dalam perilaku warga
masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwdiefas hukum yang berlaku dalam suatu
masyarakat tidak terlepas dari konsep kesadaramnmu#tan atau kepatuhan hukum dari

masyarakat itu sendiri.

Undang-undang merupakan salah satu jenis aturatupen perundang-undangan yang
didalam proses pembentukannya dapat membutuhkardmebwaktu yang lama. Ukuran lama
atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa prosesbpetukan meliputi antara lain berbagai
tahapan atau prosedur yang seharusnya dilalui.iMalabeberapa tahapan dalam perencanaan
dengan menyiapkan suatu Rancangan Undang-Undand)(iRuhg seharusnya disertai dengan
adanya naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskithdemik), kemudian melalui tahap

pembahasan di lembaga legislatif (DPR-RI) hingpapan pengundangan.

Uji materiomnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptgaKer
membuahkan atau menghasilkan hasil positif. Omnilbws Undang Undang Cipta Kerja
inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) memutaskbahwa dalam Undang Undang Cipta
Kerja inkonstitusional secara bersyarat atau bdiatsyarat. Dinyatakan dalam suatu
pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020rgr@dpta Kerja bertentangan dengan
aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tida&taaemiliki suatu kekuatan hukum yang
mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dapetkdai dalam artian dapat dijelaskan tidak
dapat dilakukan perbaikan didalam waktu yang dideant yaitu dua tahun sejak putusan ini

diucapkan dan ditetapkan.
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Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai damandang, metode dalam
penggabungan atau omnibus law dalam Undang Undgrtg Rerja tidak begitu jelas apakah
dalam metode tersebut merupakan dapat dijelaskatn pembuatan Undang Undang baru atau
melakukan revisi pada Undang Undang terdahulu. Madah juga menilai dan memandang,
dalam pembentukannya suatu Undang Undang Cipta Karjg tidak memegang atau memiliki
suatu azas keterbukaan pada publik meski sudahkokala beberapa pertemuan dengan
beberapa pihak. Namun didalam, pertemuan itu sasgsdi ini dinilai dan dipandang belum
sampai pada tahap subtansi Undang Undang. Bediudengan draf didalam Undang Undang

Cipta Kerja juga dapat dinilai Mahkamah tidak mudalpat diakses oleh publik.

Alasan obyektif mengapa pemerintah mengadopsi konse bukan hanya karena
kontradiksi dalam standar hukum yang mendasarigrebgngan omnibus law, tetapi juga aspek
teoritis, filosofis dan hukum yang harus dipertdtézanoleh pemerintah. Salah satu upaya utama
yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalahsistematisasikan konten atau sifat konten

hukum yang saling bertentangan.

Pada sub bab ini diketahui bahwa Peraturan WaliBatabaya Tentang izin Lingkungan
mengandung materi muatan yang bertentangan dergyatupan perundang undangan yang
lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peraturan peurglamdangan yang dijadikan dasar hukum
dalam pembentukan Peraturan Walikota Surabaya fightan Lingkungan sudah tidak berlaku
dan bertentangan dengan peraturan perundang umdaygag terbaru, sehingga perlu
disesuaikan Peraturan Walikota Surabaya denganupsnaperundang undang baru. Misalnya

dengan Undang Undang Cipta Kerja dan turunanya yagngenai Persetujuan Lingkungan.
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PENUTUP
Kesimpulan

1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 201Gahgnlzin Lingkungna tidak
sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 1Muda2020 karenaperwali
tersebut bertentangan kebijakan hukum yang tenmitu peraturan perundang undangan
yang lebih tinggi.

2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016afhgnizin Lingkungan tidak sah
karena bertentangan dengan peraturan perundangngardayang terbaru sehingga
Pemerintah kota Surabaya melakukan pencabutan é@ambuat peraturan baru sesuai

dengan peraturan perundang undang yang terbaru.
Saran

1) Ketidaksesuai antara perwali Kota Surabaya dengadakh Undang Cipta kerja
menimbulkan dampak bagi para pelaku usaha sehpgiaperubahan pada perwali.
2) Peraturan Walikota Surabaya yang tidak sesuai detyalang Undang Cipta Kerja

maka harus perlu diubah karena perwali yang ladak tsah.
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